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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
(P4GN) pada kalangan pelajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY yang 
meliputi tahapan interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
adalah kepala bidang dan seksi pencegahan pemberdayaan masyarakat serta staf 
bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP DIY, kepala bidang renstra 
Dikpora DIY, dan siswa peserta sosialisasi, ditentukan dengan teknik purposive. 
Informan penelitian adalah kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, 
kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, staf bidang pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat BNNP DIY, serta staf dari Dikpora DIY. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan pencermatan 
dokumen. Analisis data menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian sebagai berikut: Implementasi kebijakan P4GN di BNNP 
DIY meliputi interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. 1) Tahap interpretasi BNNP 
DIY menyusun rencana strategis dan rencana kerja anggaran. Dari interpretasi 
program yang menyasar pada kalangan pelajar yaitu diseminasi informasi, advokasi, 
pembentukan kader anti narkoba, dan pemberdayaan kader anti narkoba. 2) Pada 
pengorganisasian, dilakukan penyusunan panitia baik dari dalam maupun luar BNNP, 
penentuan anggaran dan sarana prasarana serta pihak yan terlibat dengan menyusun 
proposal. 3) Pada Aplikasi dilakukan kegiatan dengan melibatkan pelajar, kepala 
sekolah maupun guru yaitu sosialisasi atau FGD, pelatihan pembentukan kader, 
lomba pemberdayaan sekolah bebas narkoba. 4) Hasil dari implementasi kebijakan 
P4GN adalah bertambahnya siswa yang mendapatkan sosialisasi sebanyak 210 
pelajar pada tahun 2016, munculnya program yang mengarah ke P4GN di sekolah, 
terbentuknya kader anti narkoba di sekolah, terlaksananya program di sekolah yang 
didanani BNN. 5) Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi dengan pihak dalam 
maupun dengan pihak luar BNNP. 6) Faktor pendukung dan penghambat meliputi 
faktor dari dalam dan faktor dari luar BNNP. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaaan narkoba yang 
tanpa izin dan tidak memiliki hak menggunakan narkoba (UU Narkotika 
no 35 Tahun 2009). Penggunaan narkoba tanpa izin dan bukan 
dikarenakan kebutuhan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan 
tubuh.Bila masuk ke dalam tubuh, zat atau bahan yang termasuk kategori 
Narkoba atau Napza akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf 
pusat atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa 
dan fungsi sosial. Di dunia medis, narkoba adalah senyawa psikotropika 
yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau untuk 
pengobatan penyakit tertentu, dengan takaran atau dosis tertentu, sesuai 
kebutuhan (FGD Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan 
pada tanggal 30 Mei 2013, Palembang). 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan 
intensitas yang semakin meningkat dari hari ke hari di hampir semua 
tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi 
maupun usia.Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
diIndonesia sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Hampir 
tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebasdari penyalahgunaan 
narkoba, bahkan korbannya telah menjangkau kesemua lapisan 
masyarakat. Maka pada awal tahun 2015 Presiden Joko Widodo 
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menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalamkeadaan darurat narkoba 
(Dokumen BNNP DIY 2015). 
Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus 
penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat pada lima tahun 
terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kasus 
penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mencapai angka 797 kasus. 
Di tingkat Sekolah Dasar (SD) mencapai 48 kasus, Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) 124 kasus, Sekolah Menengah Atas (SMA) 470 kasus. 
Tabel 1.Jumlah kasus penyalagunaan Narkoba di Indonesia di Balai 





Jumlah Penyalahguna Narkoba 
2009 2010 2011 2012 2013 
1. SD 25 27 33 41 48 
2. SMP 69 82 122 114 126 
3. SMA 306 482 724 465 470 
4. Diploma 32 31 71 75 49 
5. S1 49 57 129 84 100 
6. S2 2 2 7 6 6 
7. Tdk Sekolah 1 1 2 0 0 
8. Tdk Terdata 0 0 0 123 0 
 Jumlah 484 682 1.008 908 797 
Sumber : Bnn.go.id 
Dari data diatas, dapat dilihat bawa tingkat penyalahguna narkoba 
pada kalangan pelajar dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. 
Baik pada tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 
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Menengah Pertama (SMP) maupun pendidikan menengah yaitu Sekolah 
Menengah Atas (SMA). 
Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja 
dan dengan berbagai alasan mengapa pengguna memakai narkoba. 
Penyalahguna narkoba yang termasuk pelajar biasanya terjadi karena 
keingintahuan untuk mencoba-coba barang haram tersebut. Dari hasil 
Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di 
Indonesia Tahun 2011, didapatkan hasil bahwa sebagian besar pelajar/ 
mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba pertama kali dengan alasan 
ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah 
keluarga, dan masalah di sekolah. 
Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena ada akses yang dapat 
dilakukan untuk mendapatkan narkoba tersebut. Pelajar yang menjadi 
penyalahguna narkoba malah mendapatkan narkoba dari teman nya 
sendiri. Hal tersebut berdasarkan data dari Survei Nasional Perkembangan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar 
dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011 yang dilakukan 
Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian 
Universitas Indonesia dan didapatkan hasil bahwa : 
Teman adalah orang yang paling banyak menawari narkoba pada 
pelajar/mahasiswa, terutama teman di luar lingkungan sekolah. 
Tempat yang paling banyak untuk menawarkan narkoba adalah di 
rumah teman luar sekolah dan di lingkungan sekolah/ kampus. 
Sekitar 35% pelajar/ mahasiswa penyalahguna narkoba mengaku 
bahwa uang saku yang digunakan untuk membeli narkoba. Semakin 
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tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pelajar/mahasiswa 
penyalahguna yang menggunakan uang saku untuk membeli 
narkoba. 
 
Dari hasil survei diatas, dapat diketahui bahwa penyalahgunaan 
narkoba dikalangan pelajar dilakukan pertama kali karena alasan coba-
coba. Selain itu ada pengaruh dari teman, dan juga dikarenakan ada 
masalah dalam keluarga yang membuat anak menggunakan narkoba 
sebagai pelampiasan. Selain itu, fakta yang diperoleh adalah narkoba 
didapatkan anak-anak justru dari teman-temannya, dan didapatkan di 
lingkungan kampus/sekolah. Dan uang yang digunakan untuk membeli 
narkoba adalah uang saku mereka.  
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi besar di 
Indonesia. Dengan Administrasi terdiri dari empat Kabupaten dan satu 
Kotamadya yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, 
Bantul, dan Gunung Kidul. Yogyakarta juga merupakan salah satu kota 
besar di Indonesia yang mulai tersentuh oleh budaya Kota Metropolitan. 
Perubahan gaya hidup nasyarakat, perkembangan pariwisata, laju 
penduduk serta pendidikan turut menyertai perkembangan provinsi DIY. 
Yogyakarta juga merupakan salah satu Provinsi/Kota yang menjadi tujuan 
para perantau. Mulai dari pekerja, hingga pelajar/mahasiswa. Bukan tanpa 
alasan, karena Yogyakarta mempunyai julukan sebagai Kota Pelajar. Hal 
tersebut karena memang banyaknya  pelajar-pelajar yang ada di 
Yogyakarta, dan mereka tidak hanya dari wilayah lokal saja, namun 
banyak yang dari luar kota bahkan luar pulau jawa. Faktor banyaknya 
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pendatang yang memasuki kota Yogyakarta adalah yogyakarta mudah 
ditempuh dengan alat transportasi, baik darat maupun udara. 
Keberadaan penduduk berstatus pelajar di Yogyakarta tergolong 
banyak. Hal tersebut berdasarkan data dari BAPPEDA (Badan 
Kepegawaian Daerah) Yogyakarta yang merillis data pelajar (SD, SMP, 
SMA/SMK) tahun 2015 berjumlah 553.805. Apabila dibandingkan dengan 
jumlah penduduk DIY yang berjumlah  3.514.762 orang, maka pelajar 
yang ada di DIY berjumlah sekitar 2%.(Badan Pusat Statistik DIY).      Hal 
tersebut dapat diartikan kurang lebih 2% penduduk di DIY berstatus 
sebagai pelajar. 
Dengan sebutan sebagai Kota Pelajar, tentunya Yogyakarta 
menginginkan pelajar-pelajar yang mengenyam pendidikan di Yogyakarta 
mampu menjadi generasi yang dapat memajukan dan membangun 
Indonesia menjadi lebih baik lagi. Para pelajar yang datang untuk 
bersekolah umumnya mempunyai tujuan untuk  mencari ilmu. Namun 
tujuan mencari ilmu tersebut tidak bisa terwujud apabila ada pelajar yang 
terkena kasus narkoba terlebih menjadi penyalahguna narkoba. 
Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam 20 besar kasus 
penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data dari Jurnal P4GN(Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) tahun 
2014, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati ranking 15 dari 32 
Provinsi di Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba. Sementara itu DIY 
ditempatkan pada ranking 5 pravelensi atau kerawanan penyalahguna 
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narkoba. Tingkat pravelensi DIY sebesar 2,37%, dengan populasi 
penduduk berumur 10-59 sebesar 2.621.600 dan penyalahguna narkoba 
sebanyak 62.028. Berdasarkan hal tersebut, artinya provinsi DIY masuk 
daerah rawan penyalahgunaan narkoba dan dapat mengancam kalangan 
pelajar. 
Isu kasus penyalahguna narkoba yang melibatkan kalangan pelajar di 
Yogyakarta sudah lama terdengar oleh masyarakat dan telah menjadi 
perhatian publik.Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus narkoba 
yang melibatkan pelajar dan mahasiswa masih terjadi dari tahun ke 
tahun.Dari data yang diperoleh di BNNP DIY, diperoleh hasil bahwa dari 
tahun 2010 hingga juli 2015 ada kecenderungan peningkatan kasus 
narkoba pada kalangan pendidikan. Dari 460 tersangka narkoba yang 
ditangkap terdiri dari mahasiswa dan pelajar, 10,5% diantaranya berstatus 
pelajar atau kurang lebih berjumlah 48 orang. 
Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa masih terdapat 
kasus narkoba yang melibatkan kalangan pendidikan baik mahasiswa 
ataupun pelajar. Dari data BNNP tersebut menandakan bahwa sebagian 
pelajar  di Yogayakarta menjadi penyalahguna narkoba. Dari keterangan 
staf bidang pemberantasan BNNP DIY sebagian besar pelajar yang 
ditangkap pada taraf sebagai pemakai.Dari jumlah tersangka kasus 
narkoba dari kalangan pelajar yang dilihat memang kecil namun 
berdampak besar pada masa depan pendidikan di Indonesia khususnya di 
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Yogyakarta yang mendapatkan julukan sebagai Kota Pelajar. Apalagi 
fenomena narkoba seperti fenomena gunung es di lautan,dimana kasus 
yang diungkap lebih sedikit daripada kasus yang belum terungkap. Hal 
tersebut diakui oleh Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika 
Nasional DIY AKBP Sumargiyono dalam pernyataanya di 
harianjogja.com pada tanggal 29 mei 2013 yang mengatakan bahwa 
jumlah temuan kasus yang didapat melalui operasi terbuka maupun 
tertutup yang telah diupayakan belum mewakili sebagian besar pengguna 
narkoba di DIY. Hal itu disebabkan masih minimnya tenaga 
pemberantasan BNNP DIY. 
Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, sebenarnya 
pemerintah Indonesia telah lama mempunyai kebijakan untuk mencegah 
dan memberantas peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tepatnya 
pada tahun 1976 bersamaan dengan ditandanganinya Konvensi tunggal 
narkotika PBB. Pada tahun 1976 hampir semua negara anggota 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sepakat untuk memerangi 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun saat itu narkoba 
belum dianggap sebagai permasalahan yang serius. Seiring dengan 
perkembangan zaman, permasalahan narkoba di Indonesia seperti mulai 
bermunculan dan mulai bertambah sehingga menjadi permasalahan yang 
sangat mengkhawatirkan.  Atas dasar itu ketetapan MPR-RI Nomor 
VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 merekomendasikan kepada 
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DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, 
Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas 
UU Nomor 22 Tahun 1997 (Dokumen BNNP DIY : 2014). 
Atas dasar undang-undang no 35 tentang narkotika, untuk 
menjalankan  upayaPencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba (P4GN) pemerintah membentuk Badan Narkotika 
Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga 
pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di Ibukota 
negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi dan 
BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. (UU 
Narkotika Pasal 64-65). 
Kebijakan dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Perdaran Gelap Narkoba (P4GN) dimaksudkan 
sebagai upaya untuk mencapai tujuan indonesia bebas narkoba.  Adanya 
kebijakan dari pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) 
dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba seharusnya 
tidak ada kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menuurut BNN 
adanya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada kalangan pelajar 
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disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meluasnya sindikat jaringan 
narkoba yang manjadikan pelajar sebagai target, dan beberapa faktor atau 
permasalahan yang dihadapi oleh pengguna itu sendiri.  
Apabila melihat berapa lama kebijakan pencegahan dan 
pemberantasan narkoba yang ada di Indonesia, dan adanya undang-undang 
yang mengatur dengan jelas mengenai narkoba, seharusnya tidak ada 
kasus narkoba yang terjadi jika saja semuanya patuh terhadap hukum. 
Namun apabila berdasarkan data kasus penyalahgunaan narkoba di atas, 
dari tahun ke tahun justru ada kecenderungan mengalami peningkatan. 
Lebih dari itupenyalahguna narkoba sudah melibatkan pelajar, yang 
menurut BNNP DIY termasuk dalam kategori pemakai. Pemakai narkoba 
tentu saja tidak lepas dari bandar-bandar narkoba yang menjadikan 
Indonesia surga pasar peredaran narkoba. 
Penanggulangan narkoba tidak terlepas dari upaya pencegahan dan 
pemberantasan. Merujuk pada undang-undang narkotika no 35 tahun 
2009pada Bab X, Pembinaan dan Pengawasan, pasal 60 ayat 2 tentang 
mencegah penyalahgunaan Narkotika, poin c yang menyatakan bahwa 
dibuatnya UU Narkotika untuk dapat : 
mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam 
penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan 
pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum 
sekolah dasar sampai lanjutan atas. 
 
Dari kutipan undang-undang tersebut, secara langsung tertulis bahwa 
ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah generasi muda dan anak 
usia sekolah dari penyalahgunaan narkoba. Hal itu adalah adanya 
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pendidikan yang berkaitan tentang narkoba yang harus diberikan kepada 
siswa baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan atas. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa permasalahan narkoba merupakan masalah yang serius. 
Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2009 yang 
diperoleh dari dokumen BNNP DIY menunjukkan bahwapenyalahgunaan 
Narkoba di kalangan pelajar menghasilkan pelajardengan nilai rata-rata 
kelas lebih rendah, tingkat absensi dan tinggal kelaslebih tinggi, aktivitas 
terganggu (mudah sedih, malas sekolah, sulit tidur,prestasi menurun, 
cemas berlebihan), perilaku agresif (berkelahi, mencuri,merusak barang), 
bermasalah dengan polisi dan guru. Dari hasil tersebut dapat diartikan 
bahwa dampak narkoba sangat luar biasa, khususnya bagi pelajar. 
Pemakaian narkoba dapat memicu tindakan agresif dan anarkis pelajar 
yang tentunya hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. 
Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba) telah dilakukan dan disosialisasikan kepada 
masyarakat luas termasuk pelajar yang melibatkan istansi terkait, seperti 
Dinas Pendidikan Provinsi, maupun sekolah-sekolah. Namun yang 
menjadi permasalahan yang  masih terdapat kasus penyalahgunaan 
narkoba yang melibatkan pelajar baik pada pelajar tingkat pendidikan 
dasar maupun menengah. Bahkan dari data yang terdapat di atas, 
menunjukkan kasus narkoba yang melibatkan pelajar cenderung 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu kasus yang 
diungkap belum merepresentasikan jumlah penyalahgunaan narkoba.Atas 
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dasar itulah, peneliti ingin meneliti proses dari “Implementasi Kebijakan 
P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba) pada Kalangan Pelajar di BNNP Daerah Istimewa 
Yogyakarta”. 
B. Identifikasi Masalah 
1. Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar memicu perilaku 
agresif pada siswa. 
2. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah berada pada level 
memprihatinkan. 
3. Saat ini narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa, namun sudah 
meluas dan mulai mengancam pelajar. 
4. Penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar (SD, SMP, SMA) 
cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
5. Kasus penyalahgunaan narkoba di DIY yang diungkap belum 
mewakili semuanya, karena keterbatasan personil dari BNNP. 
6. Kebijakan P4GN sudah ada sejak tahun 1976 namun hingga tahun 
2016 masih terdapat kasus narkoba baik pada level pemakai, pengguna 
maupun pengedar. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, peneliti 
membatasi penelitian pada masalah Implementasi kebijakan P4GN pada 




D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanaimplementasi kebijakan P4GN pada kalangan pelajar di 
BNNP DIY? 
2. Bagaimana hasil dari implementasi kebijakan P4GN pada kalangan 
pelajar di BNNP DIY 
3. Apa faktor pendukung dalam mengimplementasi kebijakan P4GN? 
4. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasi kebijakan P4GN? 
E. Tujuan  
1. Untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan P4GN pada 
kalangan pelajar di BNNP DIY. 
2. Untuk mendeskripsikan hasil  implementasi kebijakan P4GN pada 
kalangan pelajar di BNNP DIY 
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dalam 
mengimplementasi kebijakan P4GN. 
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam 
mengimplementasi kebijakan P4GN. 
F. Manfaat 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar. 
b. Dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana implementasi 




2. Manfaat Praktis 
a. Bagi BNNP DIY 
1) Dapat sebagai pertimbangan dan masukan untuk dapat membuat 
program-program dalam rangka P4GN. 
b. Bagi Prodi 
1) Dapat memberikan informasi tentang implementasi Kebijakan yang 
dilakukan BNNP DIY dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kalangan pelajar 
di Yogyakarta. 
c. Bagi Peneliti 
1) Dapat mengetahui bagaimana kebijakan P4GN diimplementasikan 
pada kalangan pelajar di DIY 
2) Dapat memberikan pengetahuan lebih jauh bagi peneliti terkait 
P4GN 
d. Bagi Masyarakat 
1) Dapat memberikan informasi tentang kebijakan BNNP DIY dalam 
mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba pada 
kalangan pelajar. 
e. Bagi Sekolah 
1) Dapat menjadi masukan dan informasi mengenai upaya 









Dalam kajian pustaka penelitian ini, akan dikaji mengenai Kebijakan 
Publik, Implementasi Kebijakan, Kebijakan P4GN (Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), Badan 
Narkotika Nasional, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di DIY, 
dan dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
A. Kebijakan P4GN Sebagai Kebijakan Publik dan Implementasinya 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Kebijakan merupakan sebuah rekayasa sosial (social 
engineering). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan 
dirumuskan oleh pemerintah. Tentu saja rumusan kebijakan ini secara 
esensial sesuai dengan permasalahan yang ada. Persoalan yang sering 
terjadi adalah formulasi kebijakan sebagai sebuah arfisial bukan 
permasalahan pokoknya, sehingga seringkali kebijakan tidak 
menyelesaikan permasalahan, bahkan sebuah kebijakan dapat 
menimbulkan permasalahan baru. (Sudiyono, 2007: 1) 
Keputusan merupakan tindakan untuk menentukan berbagai 
alternatif, sementara kebijakan merupakan serangkaian keputusan. 
Willian R Dill sebagaimana dikutip Robert T Golembiewski (1972) 
dengan tegas menyatakan bahwa keputusan merupakan suatu pilihan 
terhadap berbagai alternatif. Bintoro Tjokroaminoto (1976) dengan 
mengacu pendapat Anderson menyatakan bahwa pengambilan 
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keputusan merupakan pengambilan pilihan sesuatu alternatif dari 
berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai. 
Pengambilan kebijakan mencakup banyak kegiatan pengambilan 
keputusan.(Sudiyono, 2007: 1) 
Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan dalam Sudiyono(2007: 2) 
mengatakan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada 
tujuan, nilai, dan praktik. Artinya kebijakan merupakan sebuah program 
yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat 
kebijakan dan fisibilitas dalam praktik. Dengan demikian kebijkan 
mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial dan politik. 
James E. Anderson dalam Sudiyono (2007: 2) mengatakan 
kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan 
yang diikuti oleh seseorang, atau sekelompok pelaku terkait dengan 
suatu permasalahan tertentu.H.A.R Tilaar (2008: 189) mengatakan 
kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya 
pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara 
yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar 
masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk 
menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.  
Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1)  dalam 
Subarsono (2008:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan 
atau tidak melakukan (public policy is whatever governments chose to 
do or not to do) Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena 
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mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, 
budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya 
kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti 
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan 
menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, 
peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. 
Dari beberapa pengertian kebijakan diatas, dapat disimpulkan 
bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan dari pihak-pihak yang 
memiliki kekuasaan dan kepentingan, seperti pemerintah pusat atau 
daerah, yang didalamnya mencakup program-program yang harus 
dilaksanakan dan memiliki tujuan serta dapat menyelesaikan suatu 
permasalahan. 
2. Proses  Pembuatan Kebijakan 
 Proses kebijakan menurut James Anderson Andersen dalam 
Subarsono (2008: 12-13) yaitu: 
a. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya/ apa 
yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana 
masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. 
b. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan 
pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah 
tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan? 
c. Penentuan kebijakan (adaption): bagaimana alternatif ditetapkan? 
Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang 
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akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk 
melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah 
ditetapkan? 
d. Implementasi (implementation): siapa yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak 
dari isi kebijakan? 
e. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa 
konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk 
melakukan perubahan atau pembatalan?  
Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2008: 13-14) 
menyatakan bahwa proses kebijakan terdiri dari lima tahapan sebagai 
berikut: 
a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu 
masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah 
b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan 
pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. 
c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika 
pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 
melakukan sesuatu tindakan. 
d. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 
melaksanakan kebiajakan supaya mencapai hasil. 
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e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk 
memonitor dan menilai hasil atau kriteria kebijakan. 
Kebijakan diambil dan diputuskan dan dilatarbelakangi masalah. 
Masalah tentang antara apa yang diharapkan “das sollen” dengan apa 
kenyataan yang terjadi “das sein”. Suatu kebijakan terdiri dari banyak 
komponen. Menurut Charles O. Jones, komponen-komponen kebijakan 
mencakup lima hal, yaitu : goals, plans, program, decision, dan effects. 
Kebijakan memiliki tujuan (goal) yang diinginkan, tujuan tersebut 
dibuatkan perencanaan (plans) secara spesifik dan operasional, program 
(program) digunakan sebagai upaya berwenang untuk mencapai tujuan, 
keputusan (decision) segenap tindakan untuk menentukan tujuan, 
membuat perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program, dan 
dampak (effect) dari program baik disengaja maupun tidak disengaja, 
primer atau sekunder. Dalam tahapan kebijakan mencakup proses, 
perumusan kebijakan, implementasi kebijkan, dan evaluasi kebijakan. 
Perumusan kebijkan merupakan proses pendefinisian masalah, 
formulasi kemungkinan jawaban terhadap segala tuntutan. 
Implementasi merupakan proses menjalankan keputusan kebijakan. 
(Arif rohman, 2009 : 101-135).  
Thomas R.Dye dalam Joko Widodo (2008: 16) mengatakan 
proses kebijakan publik meliputi beberapa hal, yaitu: 
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a. Identifikasi masalah kebijakan (identification of policy problem). 
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi 
apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah. 
b. Penyusunan agenda (agenda setting) 
Penyusunan agenda (agenda setting) merupakan aktivitas 
memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas 
keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik 
tertentu. 
c. Perumusan kebijakan (policy formulation) 
Perumusan (formulation) merupakan tahapan pengusulan rumusan 
kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui 
organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi 
pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif. 
d. Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) 
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, 
kelompok penekan, presiden, dan kongres. 
e. Implementasi kebijakan (policy implementation) 
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran 
publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi. 
f. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) 
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, 
konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik). 
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William N.Dunn (1999:22) mengatakan proses pembuatan 
kebijakan sebagai aktivitas politik dan divisualisasikan sebagai 
serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut waktu : 
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. 
a. Penyusunan agenda merupakan menempatkan masalah pada agenda 
publik. 
b. Formulasi kebijakan adalah merumuskan alternatif kebijakan untuk 
mengatasi masalah. 
c. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan 
dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur 
lembaga atau keputusan peradilan. 
d. Implementasi kebijakan adalah kebijakan yang telah diambil 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 
sumberdaya finansial dan manusia. 
e. Penilaian kebijakan adalah unit-unit pemeriksaan akuntansi dalam 
pemerintahan menentukan apakah badan-badan memenuhi 
persaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan 
pencapaian tujuan. 
3. Implementasi Kebijakan 
Dalam proses kebijakan, terdapat langkah-langkah untuk 
mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan 
dapat menyelesaikan permasalahan kebijakan. Pada penelitian ini, 
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peneliti ingin membahas tentang salah satu tahapan kebijakan yaitu 
tahap implementasi kebijakan. 
Jones dalam Joko Widodo (2008: 86) mengartikan implementasi 
sebagai Getting the Job done “and” doing it. Menurut Jones, 
pelaksanaan menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang 
atau pelaksana, uang , dan kemampuan organisasional, yang dalam hal 
ini sering disebut resources.SedangkanMazmanian & Sabatier dalam 
Joko Widodo (2008: 88) menjelaskan proses implementasi kebijakan 
dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan 
keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, 
namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keutusan 
eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Mengartikan kamus Webster dalam Arif Rohman(2009:134) 
implementasi diartikan sebagai to provide the means for carying out 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical 
effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sehingga 
pengertiannya mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat 
dilihat sebagai proses menjalankan keputusan. 
Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman(2009:134) 
mengartikan implementasi kebijakan sebagai keseluruhan tindakan 
yang dilakukan oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian 
tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu, yakni tindakan-
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tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan 
keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan 
untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 
diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
Udoji sebagaimana dikutip oleh Solichin menyatakan bahwa 
pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih 
penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan 
sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip 
kalau tidak diimplementasikan(Sudiyono, 2007:79). 
Sudiyono (2007:79)menjelaskan bahwa rumusan kebijakan yang 
diimplementasikan akan memberikan dampak kepada kelompok 
sasaran, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 
Namun dengan kondisi tersebut sebuah kebijakan akan dinilai seberapa 
jauh atau besar suatu kebijakan memberikan dampak bagi kelompok 
sasaran, apalagi kalau dampak tersebut terkait dengan dampak ganda. 
Subarsono (2008:87) mengatakan implementasi dari suatu 
program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi 
perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan 
mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, 
kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. 
Dari beberapa pengertian dari narasumber diatas, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan 
kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Implementasi 
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diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasi dan 
memberikan dampak kepada sasaran kebijakan. 
James E. Anderson dalam Subarsono(2008 :87) dengan tegas 
menyatakan bahwa implementasi mencakup 4 aspek, yaitu : (1) siapa 
yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) esensi proses 
administratifnya, (3) kepatuhan terhadap kebijakan, (4) pengaruh 
implementasi pada isi dan dampak kebijakan.Charles O. Jones dalam   
Arif Rohman(2009:135) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu 
aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. 
Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: 
(1) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, 
unit-unit serta metode untuk menjalankan proram agar bisa berjalan; (2) 
interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana 
dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) 
Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, 
pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau 
perlengkapan program. 
Joko Widodo (2008: 90) menjabarkan operasional mengenai 
proses implementasi suatu kebijakan publik yang mencakup tahap 
interpretasi (interpretation), tahap pengorganisasian (to organized), dan 





a. Tahap Interpretasi (interpretation) 
Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah 
kebijakan yang masih abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat 
teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis 
(strategic policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial 
(managerical policy) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan 
dalam kebijakan teknis operasional (operational policy). Aktivitas 
interpretasi kebijakan diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan 
kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat 
mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan 
sasaran kebijakan. 
b. Tahap pengorganisasian (to organized) 
Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan 
pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan 
(peraturan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan 
siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran 
yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, 
dan mempertanggungjawabkan); penetapan sarana dan prasarana apa 
yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja 
(juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan 





c. Tahap aplikasi (Application) 
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses 
implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. 
Dalam pandangan Geore C. Edwards III,  implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi, (2) 
sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel 
tersebut saling berhubungan satu sama lain. (Subarsono, 2008: 90) 
a. Komunikasi 
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 
b. Sumber daya 
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya 
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni 
kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. 
c. Disposisi 
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 





d. Strktur Birokrasi 
Sruktur yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah 
satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang standar (standard operating system 
atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam 
bertindak. 
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn implementasi 
berpendapat kebijakan adalah sebagai sebuah abstraksi yang 
memperhatikan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi 
hasil atau kinerja suatu kebijakan. Meter dan Horn berpendapat enam 
variabel dalam mempengaruhi kinerja implementai, yakni; (1) standar 
dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi (4) karekteristik 
agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) Disposisi 
Implementator/sikap pelaksana (Subarsono, 2008:  99). 
a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus 
jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. 
b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya 
baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. 
c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi 
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. 
Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi 
keberhasilan suatu program. 
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d. Karekteristik agen pelaksana. Karekteristik agen pelaksana 
mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan 
yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi 
implementasi program. 
e. Kondisi sosial, politik, ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya 
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan. 
f. Disposisi implementator. Mencakup tiga hal yaitu respon 
implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu 
pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi 
implementasi preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator. 
Dari beberapa pengertian dan model implementasi di atas, peneliti 
dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Charles O 
Jones yang mengemukakan ada tiga pilar dalam proses implementasi 
yaitu (1)Interpretasi, (2) Pengorganisasian, dan (3) Aplikasi. Untuk 
mendukung data yang dicari peneliti juga menggunakan kerangka 
model dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Han. Ada enam 
variabel dalam implementasi yaitu ; (1) standar dan sasaran kebijakan; 
(2) sumberdaya; (3) komunikasi (4) karekteristik agen pelaksana; (5) 
kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) Disposisi Implementator/sikap 




a. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan 
Riant Nugroho (2011:24) berpendapat bahwa Implementasi 
kebijakan memiliki dua pendekatan, yaitu : 
1) Pendekatan secara Top Down 
Pendekatan secara top down yaitu pendekatan secara satu 
pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan 
pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi 
adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam 
keberhasilan implementasi. 
2) Pendekatan secara Bottom Up 
Pendekatan bottom up berasal dari bawah/masyarakat. 
Pendekatan ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang 
mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi 
kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun 
hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini 
adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan 
pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini 
menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level 
birokrasi paling bawah sampai pada pembuat keputusan tertinggi 
di sektor publik maupun sektor privat. 
Beberapa ahli ilmu sosial menyebutkan ada empat pendekatan 
dalam proses implementasi kebijakan umumnya dan kebijakan 
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pendidikan khususnya sebagaimana dituliskan Abdul Wahab S. (1997: 
110-120) yaitu : 
1) Pendekatan struktural (Struktural Approach) 
Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang 
bersifat top down yang dikenal dalam teori-teori organisasi 
modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan 
harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi 
secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya 
komando dan pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam 
struktur masing-masing organisasi. 
2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and 
Managerial Approach) 
Pendekatan prosedural dan manajerial dikembangkan dalam 
rangka suksesnya implementasi kebijakan. Pendekatan prosedural 
dan manajerial ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur 
birokrasi pelaksana yang cocok bagi implementasi program, 
melainkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan 
prosedur-prosedur yang relevan, termasuk prosedur-prosedur 
manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat. 
3) Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach) 
Pendekatan perilaku meletakkan dasar semua orientasi dan 
kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai 
pelaksana, bukan pada organisasinya sebagaimana pendekatan 
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struktural atau pada teknik manajemennya sebagaimana 
pendekatan prosedural dan manajerial diatas. Pendekatan perilaku 
berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah 
bila perilaku manusia beserta segala sikapnya juga harus 
dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi 
kebijakan tersebut dapat berlangsung. 
4) Pendekatan Politik (Pilitical Approach) 
Pendekatan ini lebih melihat ppada faktor-faktor politik atau 
kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses 
implementasi kebijakan. Pendekatan politik dalam proses 
implementasi kebijakan memungkinkan digunakannya paksaan 
dari kelompok dominan.  
4. Kebijakan dan Implementasi P4GN  
Pada tahun 1961 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
mengesahkan konvensi mengenai pencegahan dan pemberantasan 
narkoba yang telah diratifikasi hampir seluruh negara, yaitu Konvensi 
Tunggal Narkotika tahun 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 
1961).  Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut 
dengan mengajukan persyaratan dan telah menandatangani pula 
Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Protocol 
Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961). Pemerintah 
Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1976;  Konvensi Psikotropika tahun 1971 dan protokolnya tahun 1972 
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yang diratifikasi dengan UU Nomor 8 tahun 1996 dan Konvensi PBB 
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 
tahun 1988 yang diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 
1997. 
Dalam perkembangannya regulasi dalam penanggulangan 
penyalahgunaan Narkotika, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika. Yang menarik dalam UU ini adalah 
adanya penekanan upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan 
kewajiban untuk rehabilitasi bagi pecandu, di samping upaya 
pemberantasan tindak pidana narkotika itu sendiri. Dengan lahirnya 
Undang-Undang tersebut, maka pemerintah mencanangkan kebijakan 
Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba atau sering disingkat dengan P4GN. 
Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 
Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba sebagai salah satu kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia 
dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Upaya memerangi 
narkoba tersebut dilakukan melalui pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang biasa disingkat 
P4GN. Dalam melaksanakan P4GN pemerintah telah mengeluarkan 
Inpres (Instruksi Presiden) nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan 
P4GN. Selain mengeluarkan Inpres, pemerintah membentuk Badan 
Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang mempunyai 
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kewenangan untuk melaksanakan P4GN. P4GN mempunyai arah dan 
tujuan serta strategi nasional (Kebijakan dan Strategi P4GN: 2014). 
a. Arah, TujuanKebijakan dan Strategi Nasional P4GN 
1) Arah Kebijakan Di Bidang P4GN 
a) Menjadikan 97,2 % penduduk Indonesia imun terhadap 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui 
partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan 
Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak 
narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba. 
b) Menjadikan 2,8 % penduduk Indonesia (penyalahguna 
narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial melalui rawat inap atau rawat jalan serta 
mencegah kekambuhan dengan program after care (rawat 
lanjut). 
2) Tujuan P4GN 
a) Peningkatan imunitas masyarakat terhadap bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. 
b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
program P4GN. 
c) Peningkatan pemulihan penyalahguna Narkoba hingga tidak 
kambuh kembali. 
d) Peningkatan pengungkapan berbagai jaringan sindikat Narkoba 
dan asset yang berkaitan dengan tindak kejahatan Narkoba. 
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e) Peningkatan pranata hukum dan efektivitas kerjasama 
kelembagaan. 
f) Peningkatan profesionalisme organisasi dan pelayanan prima 
di bidang P4GN. 
3) Strategi Nasional 
a) Strategi di Bidang Pencegahan. 
Strategi pada bidang pencegahan yaitu upaya menjadikan 
siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki 
pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba. Kemudian upaya menjadikan para 
pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
b) Strategi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
a) Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan 
kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. 
b) Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama 
ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. 
c) Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di 
daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis 
melakukan penanaman ganja. 
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d) Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat 
terhadap masyarakat yang belum terkena narkoba, 
penyalahguna narkoba, dan pelaku peredaran gelap narkoba 
di Kampung Permata, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan 
pengembangan program di tempat rawan kota lainnya. 
c) Strategi di Bidang Rehabilitasi. 
a) Upaya mengintensifkan pelaksanaan wajib lapor pecandu 
narkotika. 
b) Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban 
penyalahgunaan, dan pecandu narkoba. 
c) Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan 
kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba. 
d) Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, 
korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba untuk 
mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse). 
d) Strategi di Bidang Pemberantasan. 
a) Upaya pengawasan yang ketat terhadap impor, produksi, 
distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor 
bahan kimia prekursor, dan penegakan hukum terhadap 
jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan. 
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b) Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau 
laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat. 
c) Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang 
berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan 
keras sesuai peraturan perundang-undangan. 
d) Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun 
luar negeri secara sinergi. 
e) Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat 
penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat 
jaringan sindikat narkoba. 
f) Upaya peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum 
untuk menghindari kesenjangan di lapangan. 
g) Upaya peningkatan kerjasama dengan aparat penegak 
hukum tingkat internasional guna pengungkapan jaringan 
sindikat luar negeri. 
b. Pelakasanaan P4GN 
Dalam melakukan pencegahan yang dilakukan Badan 
Narkotika Nasional telah dirancang Inpres No 11 Th 2012 tentang 
pelaksanakaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkoba 
Tahun 2011-2015 dijelaskan tentang prosedur pencegahan yang 
berlaku secara nasional dan dilaksanakan secara maksimal. Instruksi 
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tersebut dikemas dalam bentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang 
tertuang dalam Inpres Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Instruksi 
tersebut antara lain berisi perintah untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan 
dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN 
2011-2015 meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 
rehabilitasi, dan pemberantasan. 
1) Bidang Pencegahan 
a) Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para 
siswa/pelajar pendidikan menengah yang rentan dan beresiko 
tinggi dari penyalahgunaan narkoba. 
b) Membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti 
narkoba di kalangan para siswa/pelajar pendidikan menengah 
yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1) Melakukan tes narkoba dimulai dari pendidikan menengah 
yang rentan dan beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba. 
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2) Memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial bagi pelajar pendidikan menengah yang terlibat sebagai 
penyalahguna, korban penyalahgunaa, dan pecandu narkoba. 
3) Mengungkap jaringan sindikat narkoba yang mengakibatkan 
pelajar pendidikan menengah terlibat sebagai penyalahguna, 
korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba. 
3) Bidang Rehabilitasi 
1) Melakukan pendataan wajib lapor secara terpadu 
2) Membangun kapasitas institusi penerima wajib lapor terdepan 
3) Melakukan pendataan kondisi lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial instansi pemerintah dan komponen 
masyarakat 
4) Melakukan layanan rehabilitasi penyalahgunaan, dan pecandu 
narkoba 
4) Bidang Pemberantasan 
a) Meningkatkan koordinasi instansi terkait yang bertanggung 
jawab melakukan pengawasan bahan kimia prekusor. 
Fokus utama yang tertuang dalam Intruksi Presiden tersebut yang 
perlu mendapatkan prioritas utama dalam P4GN adalah lingkungan 
pendidikan (terutama pendidikan menengah dan tinggi), instansi 
pemerintah, dan tempat kerja. Usaha-usaha preventif terhadap bahaya 
penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan telah dilakukan, 
baik berupa persyaratan-persyaratan tidak menggunakan narkoba bagi 
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calon siswa/mahasiswa, atau adanya peraturan kampus/sekolah yang 
memberikan sanksi berat bagi pelajar/mahasiswa penyalahguna 
narkoba. Selain itu, setiap satuan pendidikan juga sering mengadakan 
upaya dalam bentuk ceramah, sosialisasi penanggulangan, pameran, 
seminar dan lain sebagainya. 
Contoh Upaya pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika 
Nasional (Bidang Humas BNN.go.id) 
1) Promotif 
Program ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau 
program pembinaan. Sasarannya adalah anggota masyarakat yang 
belum mengenal narkoba sama sekali. 
2) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba 
Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada 
pendengan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini 
hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa 
disertai tanya jawab. 
3) Penyuluhan seluk beluk narkoba 
4) Penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya 
jawab. 
5) Rehabilitatif 
Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan jiwa dan raga 




c. P4GN di Daerah Istimewa Yogyakarta 
Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
melaksanakan P4GN mengeluarkan Perda No 13 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Asas 
pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di DIY adalah 
keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, 
keamanan, nilai-nilai ilmiah, kepastian hukum, kemitraan, dan kearifan 
lokal. 
Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk 
menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Perda DIY No 13 Th 2010). 
Upaya pencegahan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan 
melalui kegiatan: 
a. Kampanye perilaku hidup bersih sehat 
b. Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
c. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan 
pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif 
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d. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan 
menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif 
e. Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan 
masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan 
yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan 
f. Memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif. 
Upaya pencegahan dilaksanakan melalui: 
a. Keluarga 
b. Satuan pendidikan 
c. Masyarakat 
d. Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan 
DPRD 
e. Tempat kerja, dan 
f. Media massa daerah 
Selain dilakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba, dilakukan juga upaya penanggulangan 
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 
Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif (Perda DIY No 13 Th 2010). Upaya yang dilakukan di 
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masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. 
Penanggulangan dilakukan terhadap: 
a. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan 
b. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. 
Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dilaksanakan melalui 
rehabilitasi. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosal dilakukan terhadap 
pecandu. Sedangkan penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam Perda DIY no 13 tahun 2010 diterangkan bahwa setiap 
satuan pendidikan wajib membentuk dan memiliki kader/satuan tugas 
(satgas) anti narkoba. Pencegahan terhadap penyalahgunaandan 
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan ZatAdiktif melalui Satuan 
Pendidikan Pasal 9 Penanggung jawab satuan pendidikan 
wajib:menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi 
pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika, Psikotropika, dan ZatAdiktif dalam peraturan dan tata 
tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan, membentuk 
tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan 
ZatAdiktif di masing-masing satuan pendidikan, ikut melaksanakan 
kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif, memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik 
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yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif, bertindak kooperatif dan proaktif kepada 
penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan 
pendidikannya; dan berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik 
jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan 
segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. 
Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba atau yang disingkat (P4GN) merupakan salah 
satu upaya pemerintah dalam memerangi bahaya narkoba. P4GN ini 
menjadikan semua aspek sebagai sasaran, seperti masyarakat umum, 
pelajar, guru, maupun pekerja. P4GN bersinergi dengan lembaga-
lembaga terkait seperti instansi pemerintahan, satuan pendidikan dalam 
pelakasanaannya. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan 
proses implementasi P4GN pada kalangan pelajar dikarenakan kasus 
penyalahgunaan narkoba yang banyak melibatkan kalangan pelajar baik 
pada tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Selain itu kalangan 
pelajar menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan P4GN ini. 
B. Fungsi dan Tugas BNN  
Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan 
amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana 
menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten 
/ Kota. 
BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi 
vertikal. Organisasi BNNP tertuang dalam Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota. 
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
a. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP 
adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang 
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika 
Nasional dalam wilayah Provinsi. 
b. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan Narkotika Nasional. 
c. BNNP dipimpin oleh Kepala. 
BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang 
BNN dalam wilayah Provinsi.Dalam melaksanakan tugas BNNP 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 
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lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 
selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi; 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; 
c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota 
dalam wilayah Provinsi; 
d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi; 
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi; 
f. Pelayanan administrasi BNNP; dan 
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP. 
C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba 
Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba 
dapat dikelompokkan menjadi empat kategori (M Sirozi, Peran Sekolah 
dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar (FGD 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 
2013, Palembang) 
1. Narkoba yang menimbulkan efek Halusinogen, yaitu efek yang dapat 
mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu 
hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Efek ini 




2. Narkoba yang menimbulkan efek Stimulan, yaitu efek yang bisa 
mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih 
cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga 
dan cenderung lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. 
3. Narkoba yang menimbulkan efek Depresan, yaitu efek yang bisa 
menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional 
tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai 
tidur dan tidak sadarkan diri. Efek ini dapat dtimbulkan oleh 
penggunaan Putaw. 
4. Jenis Narkoba yang dapat menimbulkan efek Adiktif, yaitu efek yang 
membuat seseorang akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam 
narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena 
secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. 
Efek seperti ini dapat ditimbulkan oleh ganja, heroin, dan putaw. 
Bila masuk ke dalam tubuh, zat atau bahan yang termasuk kategori 
narkoba atau napza akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf 
pusat atau otak, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa 
dan fungsi sosial. Di dunia medis, narkoba adalah senyawa psikotropika 
yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau untuk 
pengobatan penyakit tertentu, dengan takaran atau dosis tertentu, sesuai 
kebutuhan (M Sirozi, Peran Sekolah dalam mencegah penyalahgunaan 
narkoba di kalangan pelajar,(FGD) Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2013, Palembang) Misalnya, 
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1. LSD dapat digunakan untuk mengobati ketergantungan, perawatan 
untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. 
2. Jamur Psychedelic dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala 
cluster. 
3. Ekstasi dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan, meringankan 
gejala Parkinson's dan perawatan. 
4. Kokain dan Tanaman Coca, sebuah obat bius baru, dapat digunakan 
sebagai obat pencahar dan obat motion sickness. 
5. Heroin, adalah satu dari penghilang rasa sakit terhebat di dunia. 
6. Ketamin dapat digunakan sebagai obat perawatan ajaib untuk depresi. 
7. Amfetamin, dapat digunakan sebagai obat untuk perawatan narkopelasi, 
dan bantuan dalam pemulihan stroke. 
8. Ganja, adalah obat untuk kanker, AIDS, Sklerosis, Galukoma dan 
Epilepsi.Jika digunakan secara berlebihan, zat atau bahan tersebut dapat 
membawa akibat yang sangat membahayakan fisik dan mental serta 
mengakibatkan kecanduan (addicted). 
Jumlah pecandu Narkoba di Indonesia terus meningkat pesat, dengan 
kelompok majoritas penduduk usia produktif dan pelajar yang berusia 
antara 11 sampai 24 tahun. Dari waktu ke waktu rentang usia pecandu 
Narkoba di Indonesia terus turun, menyentuh usia yang lebih rendah. Hasil 
penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) 
bekerja sama dengan Universitas Indonesia pada tahun 2007 
mengungkapkan ada anak usia 7, 8, dan 10 tahun yang sudah 
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menggunakan Narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, 
morfin, dan ekstasi. Penelitian yang sama juga mengungkapkan adanya 
12.305 anak usia SD yang menggunakan Narkoba. Menurut hasil 
penelitian tersebut, trend peningkatan penggunaan Narkoba di kalangan 
anak-anak dan remaja diikuti oleh trend peingkatan penyebaran 
HIV/AIDS. 
Bagi para pelajar, kerugian yang disebabkan oleh ketergantungan 
pada Narkoba tentu lebih banyak. Misalnya, terjadi perubahan sikap, 
perangai dan kepribadian; sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan 
prestasi belajar; mudah tersinggung dan cepat marah; sering menguap, 
mengantuk, dan malas; tidak memedulikan kesehatan diri; suka mencuri 
untuk membeli Narkoba; dan mengalami kegilaan, paranoid bahkan 
kematian, karena stress berkepanjangan (M Sirozi, dalam FGD Peran 
Sekolah dalm mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 
2013, Palembang). 
D. Faktor–faktor yang Mempengeruhi Keberhasilan Implementasi 
Kebijakan 
Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran 
kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009:147) mengemukakan bahwa ada 
tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam 
implementasi kebijakan yaitu: 
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1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh 
para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, 
sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah 
diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. 
2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yaitu yang menyangkut 
tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, 
kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerja para 
pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah 
latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-
masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara 
kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. 
3. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yaitu 
menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, 
model distribusi  pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin 
organisasi, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang 
ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang 
dipilih. 
Sedangkan Sabatier dan Mazmanian dalam Sudiyono (2007: 90-100) 
berpendapat adanya berbagai kondisi yang mendukung agar implementasi 
dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu: 
1. Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang terkait 
dengan perubahan pelaku kelompok sasaran guna mencapai hasil yang 
telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan atau perumusan kebijakan 
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didasarkan pada teori sebab akibat. Teori ini terdiri dari dua bagian, 
bagian pertama adanya keterkaitan antara pencapaian dengan tolak ukur 
atau hasil yang diharapkan. Bagian kedua khusus mengenai cara 
pelaksnaaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. 
2. Undang-undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna 
ganda. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengkaji ulang produk-
produk hukum. Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan 
kejelasan, dimana keduanya berlaku secara internal maupun dalam 
keseluruhan program yang dilaksanakn oleh pihak pelaksana. 
3. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, dan 
politis dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. 
4. Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan. 
5. Prioritas umun dari sasaran perundang-undangan tidak signifikan 
direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang sangat darurat 
pada publik, atau perubahan keadaan sosial ekonomi yang sesuai dan 
didasarkan pada teori perundang-undangan secara teknis. 
E. Penelitian Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Resika Sibowo Prodi Ilmu Hukum 
Universitas Atma jaya. Penelitian berjudul Penanggulangan 
Penyalahgunaan narkoba di Kota Temanggung. Dari peneltian yang 
dilakukan, hasil yang diperoleh Hasil penelitian terdiri dari dua, yaitu: 
1) penanggulanganpenyalahgunaan narkotika di Kabupaten dilakukan 
melalui upaya pencegahanoleh satuan reserse narkoba polres 
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temanggung dan Badan Narkotika NasionalKabupaten Temanggung 
(BNNK) melalui tindakan premetif dan preventif danpelaksanaan 
fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. 
Jugadilakukan upaya penegakan hukum oleh polisi, jaksa dan hakim. 2) 
Kendala yangdihadapi dalam melaksanakan penanggulangan ialah 
berupa kendala dari internal dan kendala dari eksternal. 
Penelitian yang dilakukan oleh Resika Siboro memiliki 
pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti yaitu terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun 
penelitian diatas lebih kepada ranah hukum dan melibatkan kepolisian. 
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti akan meneliti 
implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar.  
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukandar,dkk.Magister Ilmu Sosial 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 
dengan judul Implementasi Instruksi Presiden Ri No. 12 Tahun 2011 
Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah 
Atas Negeri 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak). Hasil 
penelitian yang diperoleh adalahProses implementasi Inpres No. 12 
Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Peran guru 
Bimbingan Konseling (BK) yang kurang maksimal dan ketersediaan 
sarana informasi yang berupa leaflet, poster serta buku petunjuk P4GN 
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sangat terbatasmenyebabkan rendahnya pemahaman siswa tentang 
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu 
terdapat faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada 
siswa yaitu faktor komunikasi, sosialisasi kebijakan ini belum 
terlaksana secara intensif dan merata di semua sekolah, faktor sumber 
daya, jumlah tenaga penyuluh, dana dan sarana prasarana masih sangat 
terbatas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota 
Pontianak, faktor disposisi, sikap dan motivasi petugas penyuluh 
lapangan masih rendah dimana intensitas sosialisasi masih kurang, 
faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi yang timpang dan SOP yang 
menimbulkan multi tafsir. 
Penelitian diatas memiliki pembahasan yang sama dengan 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Namun penelitian diatas 
dilakukan pada setting sekolah, sedangkan peneliti ingin meneliti pada 
lembaga diatas sekolah yang juga memiliki wewenang dalam 
pelaksanaan P4GN yaitu BNN Provinsi. 
F. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir dalam penelitian ini berawal dari semakin 
meningkatnya kasus-kasus narkoba, pemerintah Indonesia mengeluarkan 
Undang-undang Narkotika no. 35 th 2009, yang didalamnya mengatur 
semua tentang narkoba. Pada Undang-undang tersebut disebutkan bahwa 
ada upaya untuk menangani permasalahan narkoba diantaranya 
pencegahan terhadap masyarakat sehat, dan pemberantasan terhadap 
pengedar maupun bandar narkoba.Untuk mencegah penyalahgunaan dan 
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peredaran gelap narkoba, pememerintah membentuk Badan Narkotika 
Nasional atau BNN. Dalam upaya memerangi narkoba pemerintah 
membuat kebijakan nasional dibidang Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).  
Dalam pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden 
(Inpres) no. 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan P4GN. Undang-undang 
atau Inpres yang telah dibuat dengan tujuan agar kasus narkoba di 
Indonesia dapat hilang. Namun dari data-data menunjukkan adanya 
peningkatan kasus penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba di 
Indonesia. Oleh karena itu implementasi kebijakan P4GN perlu diteliti, 
untuk mengetahui bagaimana P4GN tersebut diimplementasikan. 
Penelitian ini menggunakan model Charles O Jones yang terdapat tiga 
pilar dalam implementasi yaitu interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi, 
serta mengambil beberapa dari komponen implementasi dari model Van 
Metter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, 
sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, 
kondisi sosial ekonomi politik dan disposisi implementator. Adanya 
implementasi tidak terlepas dari hasil yang diperoleh serta evaluasi yang 
dilakukan. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses 
implementasi. Maka peneliti menggambarkan alur pikir penelitian menjadi 
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4. Evaluasi  
Faktor Pendukung Faktor Penghambat 
UU No 35 Th 2009 Tentang Narkotika 




G. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana interpretasi kebijakan P4GN? 
2. Bagaimana pengorganisasian kebijakan P4GN? 
3. Bagaimana aplikasi kebijakan P4GN? 
4. Bagaimana Hasil dari implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY? 
5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh BNNP? 
6. Apa faktor pendukung dalam mengimplementasi kebijakan P4GN 
7. Apa faktor penghambat dalam implementasi P4GN di BNNP DIY? 



















A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif berdasarkan permasalahan yang lebih mengutamakan 
proses dan pemaknaan. Bogdan & Taylor (Moleong, 2005:7) 
mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009: 33) 
B. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 
dapat diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data data 
deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang 
diamati. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti 
ingin mengetahui gambaran ilmiah dalam implementasi kebijakan P4GN 




C. Setting Penelitian 
Setting penelitian merupakan yang paling penting. Settingtempat 
penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 
Daerah Istimewa Yogyakarta.Setting waktu penelitian dimulai pada bulan 
Maret-April 2016. Peneliti memilih setting penelitian di BNNP DIY 
dengan beberapa pertimbangan. Yaitu BNNP DIY sebagai perwakilan 
BNN di daerah yaitu DIY yang secara tugas dan fungsi mempunyai 
wewenang dan peran untuk melaksanakan P4GN. Selanjutnya BNN 
adalah sebagai penggerak dan role model dalam melaksanakan P4GN. 
BNN juga sebagai pembuat program-program yang ditujukan bagi 
masyarakat termasuk ke pelajar. 
D. Subjek dan Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah 
Kasi/staf bidang pencegahan dan bidang pemberdayaan masyarakat, Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan siswa yang mendapat sasaran 
P4GN dari BNNP. Dalam menentukan informan yang dijadikan sumber 
data peneliti menggunakan teknik Purposive sampling yang artinya 
penentuan informan/sumber data berdasarkan seleksi khusus dan kriteria 
tertentu.Kriteria tersebut yaitu informan adalah orang yang mempunyai 
pengetahuan mengenai kebijakan P4GN, dan pelaksana program di BNNP 
yang bersedia untuk diwawancara. Subjek berjumlah 15 orang yaitu dari 
BNNP DIY adalah Kepala bidang Pencegahan dan pemberdayaan 
masyarakat, Kepala seksi pencegahan, Kepala seksi pemberdayaan 
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masyarakat, staf seksi pencegahan, staf seksi pemberdayaan masyarakat, 
perwakilan dari Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga DIY dan 
perwakilan siswa yang mengikuti program BNNP DIY. Objek dari 
penelitian ini adalah hal yang bekaitan dengan implementasi kebijakan 
P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkoba. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
1. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan. (J. Lexy Moelong 2005:186) 
Mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya 
merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari 
sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, 
pengalaman, pikiran dan sebagainya. (Djam’an Satori, 2011: 129). 
Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data dari 






 Tabel 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara 
No Aspek yang 
dikaji 
Indikator yang dicari Sumber data 
1.  Implementasi 
Kebijakan P4GN 
a. Kebijakan P4GN 
1) Latar belakang 
2) Tujuan kebijakan 
3) Pihak yang terlibat 
4) Program yang 
dibuat dalam 
P4GN 
5) Tujuan dari 
program 
6) Sasaran dari 
progam 
7) Peran BNNP 






b. Pelaksanaan kebijakan 
1) SDM yang terlibat 
2) Komunikasi yang 
dijalin 
3) Program yang 
dilaksanakan 
4) Sasaran 











a. Kabid Pencegahan dan 
Dayamas 





e. Dikpora DIY 
 Faktor Pendukung 
Implementasi 
P4GN 
a. Faktor Internal 
b. Faktor Eksternal 
a. Kabid Pencegahan dan 
Dayamas 









a. Faktor Internal 
b. Faktor Eksternal 









Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode 
observasi. Menurut Djam’an Satori (2011: 104) observasi (observation) 
atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling 
utama dalampenelitian kualitaitf. Observasi adalah pengamatan 
terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam 
penelitian. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek 
untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya 
dalam upaya mengumpulkan data penelitian. 
 Tabel 3. Kisi-kisi Pedoman Observasi 
No Aspek yang 
diamati 
Indikator Sumber data 
1. Observasi Fisik a. Keadaan lokasi 
b. Sarana/prasarana 







b. Aktivitas staff 
c. Interaksi antar staff 





Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono 
2009:240). Dokumentasi diperlukan untuk mendukung data – data yang 
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telah didapat. Dokumentasi dapat berupa foto, ataupun arsip – arsip 
yang berkaitan dengan penelitian. 
  Tabel 4. Kisi-kisi Dokumentasi 
No Aspek yang dikaji Indikator Sumber  
1. Profil BNNP a. Visi dan Misi BNNP 
b. Tugas Pokok dan Fungsi 
c. Wewanang 
d. Tenaga/staff 
e. Sarana Prasarana 
Administra
si BNNP 
2. Kebijakan BNNP a. Dokumen program P4GN 
dan Laporan pelaksanaan 






F. Instrumen Penelitian 
Pada penelitian kualitatif, manusia atau peneliti sendiri yang menjadi 
instrumen penelitian yang utama. Selain peneliti sebagai instrumen, dalam 
pengumpulan data peneliti juga dibantu dengan pedoman wawancara, 
pedoman observasi, tape recorder, kamera, alat-alat tulis dan apa saja 
yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Lexy J. 
Moelong, 2005:132-135) 
Dalam penelitian ini peneliti sendiri sebagai instrumen yang utama 
dimana peneliti yang akan menentapkan fokus penelitian, pemilihan 
informan, mengumpulkan data dan analisis data serta menafsirkan data 
yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam mengambil 
data saat penelitian di lapangan peneliti menggunakan pedoman 




1. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan 
ditujukan kepada narasumber, pedoman wawancara digunakan untuk 
menggali informasi lebih jauh dari narasumber terkait dengan 
implementasi/pelaksanaan Kebijakan P4GN di BNNP DIY. 
2. Pedoman Observasi  
Pedoman observasi merupakan pedoman yang digunakan untuk 
mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya kegiatanyang 
diamati. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 
objek material dari asepek implementasi P4GN di BNNP. Observasi 
juga dilakukan untuk memperoleh data dari tingkah laku staf BNNP 
dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan P4GN. 
3. Lembar Dokumentasi 
Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini dapat berbentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
G. Teknik Analisis Data 
Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan 
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 
tertentu. (Sugiyono, 2009:246) 
Miles dan Hubberman (1992: 20), berpendapat bahwa analisis data 





1. Pengumpulan Data 
Data-data yang diperoleh dari aneka macam cara (observasi, 
wawancara, dokumentasi, pita rekaman dan lain-lain) dikumpulkan 
kemudian direduksi atau dipilah-pilah.  
2. Reduksi Data  
Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan, perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul 
dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 
analisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 
tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 
sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 
diverifikasi. 
3. Penyajian Data 
Sekumpulan  informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah 
dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. 
4. Verifikasi 
Menarik kesimpulan verifikasi dari berbagai temuan data yang 
diperoleh selama proses penelitian berlangsung merupakan kegiatan 
akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan 
interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara 
display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data 




Gambar.1 Tahapan Analisis Data Menurut Miles dan Hubberman 
 
H. Keabsahan Data 
Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti 
menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber. Triangulasi data 
menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 
wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari 
satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 
Triangulasi sumber digunakan untuk memperdalam data hasil wawancara 
dari sumber pertama. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi diantaranya adalah 
triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian kualitatif. (Patton 




Hal itu dapat dicapai dengan jalan : 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  
2. Membandingkan apa yang diakatakan orang di depan umum dengan 
apa yang dikatakannya secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang diakatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang 
pemerintahan. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Dalam penelitian ini pengabsahan data dilakukan dengan 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Deskripsi Tempat Penelitian 
1. Profil Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY 
Keberadaan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana 
juga BNNP lainnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5062). Pada pasal 65 ayat 2 disebutkan bahwa BNN 
mempunyai perwakilan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Sedangkan sesuai Pasal 66, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota 
merupakan instansi vertikal.  
Keberadaan Organisasi BNNP diatur dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika 
Nasional, terutama pasal 31 hingga 34 yang mengemukakan secara 
umum tentang instansi vertikal BNNP, BNNK serta struktur 
organisasinya. Secara rinci Peraturan Presiden tersebut dijabarkan 
dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 
PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten/Kota, yang dirubah dengan Peraturan Kepala Badan 
Narkotika Nasional Nomor 4 tahun 2013.Pada tanggal 20 April 2011 
telah dilantik 30 Kepala BNNP termasuk Ka BNNP DIY, berdasarkan 
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Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 
Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan 
dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. 
a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam 
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP 
adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang 
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika 
Nasional dalam wilayah Provinsi.BNNP berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. 
BNNP dipimpin oleh Kepala. 
1) Tugas BNNP 
BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan 
wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. 
2) Fungsi BNNP 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi: 
a) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis 
dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif 
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol 
yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi; 
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b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan 
dalam wilayah Provinsi; 
c) pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada 
BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; 
d) pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam 
wilayah Provinsi; 
e) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi 
pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah 
Provinsi;  
f) pelayanan administrasi BNNP; dan 
g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP. 
b. Visi dan Misi BNNP DIY 
Visi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIIY adalah 
“Menjadi Perwakilan  Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, 
komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta”.  
Sedangkan Misi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY 
adalah “Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen 
masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan 
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masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba”. 
c. Strategi BNNP DIY 
1) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan cara 
membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 
kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba sehingga masyarakat memiliki sikap 
mental yang terampil menolak bahaya narkoba. 
2) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan 
masyarakat  dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba. Dengan cara mendorong peran serta 
masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. 
3) Mendorong penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi 
penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk meningkatkan 
kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi  penyalahguna 
dan/atau pecandu narkoba. 
4) Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba baik dari luar negeri maupun dalam negeri, dengan 
cara memetakan, mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkotika dan/atau  prekursor narkotika serta 




d. Kantor BNNP DIY 
 
Gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, 
Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta 
berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY 
dengan luas tanah + 1.380 m
2
, berstatus Pinjam Pakai yang secara 
teknis setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan 
pinjam pakai.  Sedangkan luas bangunan 1.274 m
2
. 
Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota 
Yogyakarta ini mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU No 35 Tahun 
2009 yang mengamanatkan bahwa “BNN Provinsi berkedudukan di 
Ibukota Provinsi”, Selain itu pemilihan tempat ini juga 
mempartimbangkan segi strategis dan keamanan. Lokasi ini berada 
di tengah Kota Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk 
berkoordinasi dengan Instansi terkait, mudah dijangkau oleh 
BNK/BNNK  dan masyarakat dari segala penjuru DIY, diperkirakan 
lebih aman dari bencana alam gempa dan bahaya merapi. 
e. Sumber Daya yang dimiliki BNNP DIY 
Sumberdaya merupakan salah satu komponen yang sangat 
penting bagi sebuah lembaga. Sumberdaya juga menjadi faktor 
utama suatu lembaga untuk dapat menjalankan kebijakan atau 
program yang ada di lembaga tersebut. Berikut adalah sumberdaya 
yang dimiliki oleh BNNP DIY baik dari sumberdaya manusia 
maupun sarana prasarana. 
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a) Struktur Organisasi 
Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Daerah 
Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala BNNP. Dibawah 
kepala ada bagian umum yang terdiri dari subbagian perencanaan, 
subbagian sarana dan prasarana, dan subbagian administrasi. 
Selain itu terdapat tiga bidang yaitu bidang pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi dan bidang 
pemberantasan. Dapat dilihat dalam bagan berikut : 
Bagan 2. Struktur Organisasi BNNP DIY 
 
Sumber : BNNP DIY 
Badan narkotika nasional provinsi merupakan lembaga 
pemerintah yang sumberdaya manusia yang utama adalah dari 
karyawan atau staf. Daftar karyawan Badan Narkotika Nasional 
Provinsi DIY adalah : 
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Tabel 5. Jumlah Karyawan BNN Provinsi DIY 
No BAGIAN/BIDANG JML 
1. Kepala BNNP DIY 1 
2. Kepala Bagian Umum 1 
3. Kepala Bagian Perencanaan 1 
4. Staf Subbagian Perencanaan 5 
5. Kepala Bagian Sarana Prasarana 1 
6. Staf Sarana Prasarana 2 
7. Kepala Subbagian Administrasi 1 
8. Staf Subbagian Administrasi 4 
9. 
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
1 
10. Kepala Seksi Pencegahan 1 
11. Staf Seksi Pencegahan 4 
12. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 1 
13.  Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat 5 
14. Kepala Bidang Rehabilitasi 1 
15. Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi 1 
16. Staf Penguatan Lembaga 7 
17. Kepala Seksi Pasca Rehab 1 
18. Staf Seksi Pasca Rehab 2 
19. Kepala Bidang Pemberantasan/Intelijen 1 
20. Staf Intelijen 5 
21. Kepala Seksi Penyidikan 1 
22. Staf Penyidikan 9 
23. Pengawasan Tahanan Barang Bukti 1 
24. Sopir/Satpam/CS 8 
 Jumlah Karyawan 65 
  Sumber : Dokumen BNNP DIY 
b) Sarana Prasarana Kantor 
Sarana prasarana merupakan faktor yang penting untuk 
mendukung terlaksananya kegiatan di kantor. Sarana prasarana 
yang memadai akan mempengaruhi kenerja karyawan/staf untuk 
bekerja di kantor. Sarana prasarana yang ada di BNNP DIY 
terdiri dari sarana prasarana yang berada di kantor dan sarana 
prasarana penunjang kegiatan. Sarana prasarana yang berada di 
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kantor berfungsi sebagai sarana penunjang pekerjaan karyawan 
BNNP DIY di kantor. Sarana prasarana yang tersedia berupa 
bangunan kantor yang representatif digunakan sebagai kantor 
BNNP DIY. Di dalam bangunan BNNP DIY terdapat ruangan-
ruangan yang digunakan sebagai kantor bidang-bidang yang ada 
di BNNP DIY. Setiap bidang mempunyai ruangan sendiri, seperti 
ruangan untuk bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat 
yang menempati satu ruang, bidang rehabilitasi satu ruang, dan 
bidang pemberantasan yang mempunyai dua ruangan yaitu untuk 
seksi penyidikan dan intelijen. Selain itu bidang administrasi, 
Tata Usaha dan Kepala BNNP juga menempati satu ruangan 
sendiri dan ada ruangan cukup luas untuk lobi dan resepsionis 
yang digunakan untuk tamu, ruang parkir kendaraan yang cukup 
luas dan pos satpam yang digunakan satpam untuk menjalankan 
tugas. 
Dalam setiap ruangan terdapat meja, kursi serta komputer 
untuk masing-masing karyawan. Untuk komputer, ada beberapa 
karyawan yang tidak memegang komputer dari kantor karena 
karyawan baru, untuk itu karyawan tersebut menggunakan laptop 
pribadi. Untuk sarana prasarana penunjang kegiatan, BNNP DIY 
memiliki bidang logistik yang secara khusus menyediakan 
peralatan dan perlengkapan kegiatan, seperti Alat tulis kantor 
(ATK), LCD+Screen. Selain itu BNNP DIY juga memiliki 
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kendaraan Dinas sebanyak 4 buah, dan satu kendaraan mobil 
pemberdayaan masyarakat yang bisa digunakan untuk kegiatan 
keliling, seperti tes urine.  
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
1. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada 
Kalangan Pelajar di BNNP DIY 
Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba (P4GN) merupakan kebijakan yang dicanangkan 
pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia. 
Untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia, pemerintah 
kemudian membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan memiliki 
perwakilan di setiap provinsi di Indonesia termasuk Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Kemudian BNN lah yang mempunyai kewenangan untuk 
melaksanakan kebijakan P4GN. Kebijakan P4GN memiliki lima pilardi 
dalamnya yang terdiri dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 
pemberantasan, rehabilitasi dan penguatan hukum. Pilar-pilar tersebut 
merupakan fokus untuk mengatasi permasalahan narkoba di berbagai 
sasaran. Sasaran dari kebijakan P4GN adalah masyarakat sehat, 
pecandu dan sindikat penjual narkoba. Pada masyarakat sehat pilar 
yang menyasarnya adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, 
kemudian bagi pecandu adalah rehabilitasi, dan bagi sindikat adalah 
pemberantasan. BNNP DIY melaksanakan empat pilar kecuali 
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penguatan hukum, hal tersebut dikarenakan penguatan hukum 
dilaksanakan oleh BNN pusat. 
Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba (P4GN) dilakukan oleh BNNP DIY dimulai pada tahun 
2011 bersamaan dengan dilantiknya Kepala BNNP DIY dan 30 Kepala 
BNNP termasuk Ka BNNP DIY. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan 
Narkotika Nasional Nomor: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 
2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan 
Narkotika Nasional. Dengan adanya pengangkatan kepala BNNP DIY, 
maka BNNP DIY melaksanakan tugas dan fungsi BNN di lingkungan 
provinsi khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Kebijakan P4GN mempunyai pilar Pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat.Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat 
menyasar ke semua segmen masyarakat termasuk ke pelajar. 
Seperti dikatakan oleh Ibu ST : 
“P4GN itu menyasar orang sehat, pecandu, dan sindikat penjual 
narkoba. P2M itu lebih ke orang sehat, sasaran dan programnya 
juga di segmen, untuk pelajar, masyarakat, pegawai/pns”. 
Dikatakan juga oleh Bapak BW : 
“P4GN kan ada lima pilar, namun yang menyasar secara khusus 
ke pelajar dan mempunyai wewenang adalah pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat”. 
Pencegahan dan pemberdayaan masyarkat bisa dikatakan 
sebagai garda depan dalam mencegah masyarakat untuk tidak 
menyalahgunaan narkoba. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat 
membekali dan menyebar luaskan informasi maupun pengetahuan 
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tentang narkoba, dampak dari menyalahgunakan narkoba, dan cara 
menghindari nya. Apabila masyarakat sudah mempunyai bekal untuk 
diri sendiri, maka tidak akan menjadi penyalahguna narkoba. Selain itu 
masyarakat yang telah mempunyai bekal juga akan diberdayakan agar 
dapat membekali orang lain dan mengajak orang lain untuk tidak 
menjadi penyalahguna narkoba.  
Hal tersebut seperti dikatakan oleh Ibu ST : 
“Pencegahan itu kan sasarannya untuk membekali diri sendiri, 
menjadi tameng untuk diri sendiri, maka pencegahan itu ada di 
baris depan dalam P4GN.Pencegahan memberikan bekal kepada 
masyarakat, kalau masyarkat sudah punya bekal untuk diri 
sendiri dan dapat melindungi orang lain, maka diberdayakan.” 
Suatu kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) 
perlu implementasi untuk mencapai tujuan dari adanya kebijakan P4GN 
tersebut. Dalam implementasi suatu kebijakan terdapat tiga tahapan 
dalam mengoperasikan kebijakan atau program, yaitu; (1) Interpretasi, 
(2) Pengorganisasian, dan (3) Aplikasi. Selain itu terdapat komponen 
yang dapat mempengaruhi implementasi yaitu : (1) Standar dan Sasaran 
Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Hubungan antar Organisasi, (4) 
Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, 
(6) Disposisi Implementator. 
a. Interpretasi 
Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan kebijakan 
pemerintah untuk menanggulangi permasalahan narkoba di 
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Indonesia. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut 
terbentuklah Badan Narkotika Nasional yang berpusat di Jakarta dan 
mempunyai perwakilan di Provinsi di Indonesia. BNNP DIY sebagai 
perwakilan BNN di wilayah DIY mempunyai peran sebagai 
implementator kebijakan dan program BNN. karena BNNP 
merupakan organisasi vertikal dengan BNN maka kebijakan maupun 
program yang dilaksanakan di wilayah provinsi DIY adalah hasil 
dari perumusan program dan kegiatan dari BNN. BNNP tidak 
membuat kebijakan dan program namun hanya mengusulkan. 
Seperti dikatakan oleh Ibu HD : 
 “Kita kan organisasi vertikal, artinya berhubungan langsung 
dengan BNN pusat. Dari anggaran, program/kegiatan 
ditentukan oleh pusat. Walaupun kita sebelumnya diminta 
untuk mengusulkan program, tetapi yang menentukan tetap 
pusat.  
 
Didukung oleh Ibu LS yang mengatakan : 
“Biasanya kan program ya kita hanya mengusulkan, jadi 
dibawa ke pusat, kadang yang diusulkan sama yang turun itu 
beda banget, jadi kita harus raba-raba sendiri.  
Sedangkan Bapak HR menegaskan bahwa BNNP tidak 
membuat kebijakan dan membuat program. Karena itu 
merupakan wewenang dari BNN pusat. BNNP sebagai 
implementator saja.  
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 
BNNP DIY sebagai implementator kebijakan BNN tidak membuat 
program dalam rangka melaksanakan kebijakan P4GN namun hanya 
dapat mengusulkan program. Permasalahan narkoba antara daerah 
yang satu dengan yang lain berbeda. BNNP DIY sebagai 
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implementator kebijakan menyusun rencana kegiatan terhadap 
program yang diberikan oleh BNN agar dapat diterapkan atau 
dilaksanakan di DIY.  
Seperti dikatakan oleh Ibu ST : 
 
“Kalau BNNP Kita kan program segala macam dari pusat, 
tapi kita juga melihat situasi di daerah, makanya kita punya 
rencana kerja. Misal kegiatan sosialisasi udah ditentukan 7x 
dari pusat, nah kita menjadwal lagi di rencana kerja, 7x itu 
mau dilaksanakan kapan, itu kita yang menentukan.” 
 
Sedangkan Bapak HR selaku Kasi Pencegahan mengatakan :  
 
“BNNP kan punya visi misi, itu menerjemahkan dari BNN 
pusat. Kebijakannya juga dari pusat. Visi misi itu dari kepala, 
dibentuklah Renstra BNNP Renstra diterjemahkan ke 
Rencana Kerja Anggaran, itu berisi kegiatan yang akan 
dilakukan.” 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat 
disimpulkan bahwa BNNP DIY  menyusun kembali program yang 
sudah ditetapkan oleh BNN menjadi rencana kerja yang digunakan 
sebagai rician pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang 
akan dilaksanakan di wilayah DIY. 
Dalam membantu menerapkan kebijakan P4GN di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, BNNP DIY menggandeng institusi dan 
lembaga yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama 
dengan lembaga dan institusi bertujuan agar P4GN di DIY dapat 
disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kerawanan 
penyalahgunaan narkoba di DIY. Salah satu kerjasama yang 
dilakukan adalah dengan mengadakan Bimtek (Bimbingan Teknis) 
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yang salah satu tujuannya adalah menginformasikan kebijakan 
P4GN ke lembaga dan institusi di DIY dan untuk mengetahui 
sasaran yang akan di sasar program dan kegiatan BNNP DIY. 
Seperti Ibu EL yang  mengatakan : 
 
“Bimtek NSKP itu lebih kepada kita menginformasikan ini 
loh ada kebijakan/program dari pemerintah. Kita berdiskusi 
dengan mereka yang punya power di lembaga masing-masing 
untuk sama2 mendiskusikan P4GN, agar yang dilakukan oleh 
bnnp atau pemda, disdikpora itu bisa sejalan atau seirama.” 
 
Ibu ST juga mengatakan : 
 
“Kita kan program/kebijakan dari pusat ya, namun untuk bisa 
diterapkan di daerah2 kan perlu ada keluwesan dari masing2 
daerah. Jadi kita ngundang lembaga-lembaga di lingkungan 
pemerintah, pendidikan, swasta atau masyarakat. Untuk di 
lingkungan pendidikan kita bisa ngundang disdikpora, rektor, 
atau kepala sekolah pokoknya yang punya power di masing2 
lembaga. Seperti seksi pemberdayaan masyarakat, taun ini 
lebih menyasar ke mahasiswa karena hasil dari kita bimtek 
dengan lembaga-lembaga/pemda, mahasiswa lebih rawan dan 
penggunanya meningkat.” 
 
BNNP DIY melakukan komunikasi dengan menjalin 
kerjasama dengan institusi di lingkungan Pemerintah DIY maupun 
sekolah-sekolah untuk menginformasikan kebijakan P4GN. Selain 
itu kerjasama dilakukan untuk menampung masukan bagaimana 
P4GN dapat diterapkan di BNNP DIY dan institusi-institusi lain di 
wilayah DIY sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di 
wilayah DIY. Salah satu kerjasama adalah menentukan sasaran 
prioritas yang akan disasar oleh BNNP DIY. 
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan BNNP DIY 
melakukan interpretasi kebijakan P4GN dengan internal BNNP yaitu 
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melakukan penyusunan rencana kegiatan. Selain itu BNNP DIY 
melakukan Bimtek untuk memberikan informasi kepada institusi dan 
lembaga di DIY tentang kebijakan P4GN dengan tujuan melihat 
potensi dan kerawanan penyalahgunaan narkoba di DIY agar dapat 
tepat sasaran. 
Dari kegiatan interpretasi BNNP menghasilkan rencana 
program-program yang akan dilakukan oleh Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) DIY. Program yang dilaksanakan sama 
dengan provinsi lain di Indonesia. Namun yang membedakan 
hanyalah sasaran prioritas program dan intensitas kegiatan yang 
dilakukan. Program yang menyasar lingkungan pendidikan yaitu 
pelajar adalah sebagai berikut : 





Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN) 
1. Diseminasi Informasi 
2. Advokasi 
3. Pembentukan Kader Anti Narkoba 




Pelajar merupakan salah satu kalangan yang menjadi sasaran 
BNNP DIY. Dalam menyasar kalangan pelajar, BNNP 
mengedepankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan 
pemberdayaan pelajar dalam bentuk kaderisasi satgas anti narkoba. 
Untuk melaksanakan fungsi BNN dalam upaya pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat BNNP DIY mempunyai bidang 
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Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Bidang 
Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai empat 
segmen yang menjadi sasaran yaitu lingkungan pendidikan, 
masyarakat, pemerintah, dan swasta/pekerja. Dalam menyasar 
segmen lingkungan pendidikan dengan sasaran pelajar BNNP DIY 
mempunyai empat program yaitu: (1) Diseminasi Informasi, (2) 
Advokasi, (3) Pembentukan Kader Anti Narkoba, (4) Pemberdayaan 
Kader Anti Narkoba.  
1) Program Diseminasi Informasi 
Program Diseminasi Informasi merupakan upaya BNN 
dalam melakukan pencegahan kepada masyarakat sehat terutama 
pelajar agar mengetahui tentang narkoba serta bahayanya 
sehingga masyarakat yang sudah mengetahui tidak menjadi 
penyalahguna narkoba. Sebagai penanggung jawab dan 
berwenang dari program diseminasi informasi adalah seksi 
pencegahan.  
Seperti dikatakan oleh Bapak BW : 
“Kalau pencegahan itu ada diseminasi informasi dan 
advokasi. Diseminasi informasi itu menyebarkan 
informasi tentang narkoba, bahayanya.” 
Bapak HR juga mengatakan : 
“Diseminasi informasi adalah memberi informasi, tatap 
muka sosialisasi ke pelajar SMP/SMA.”  
Senada dengan Bapak BW, Ibu EL mengatakan : 
“Pencegahan itu lebih kepada menyampaiakan informasi, 
memberi informasi, dalambentuk seminar, workshop ke 
TK, SD, SMP, SMA, Masyarakat. Ke pelajar Ada 
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sosialisasi, tiap tahun kita wajib mengadakan kegiatan ke 
pelajar.” 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, dapat 
disimpulkan bahwa program diseminasi informasi di Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY sebagai pelaksana 
adalah seksi pencegahan dengan penanggung jawab kepala seksi 
pencegahan. 
Dalam melaksanakan program diseminasi informasi seksi 
pencegahan melakukan persiapan. Persiapan pelaksanaan 
dilakukan pada setiap kegiatan. Seksi pencegahan sebagai 
pelaksana membuat dan mengajukan proposal ke BNNP DIY 
untuk mendapatkan persetujuan. Dalam melaksanakan persiapan 
maupun pelaksanaan kegiatan, kepala seksi pencegahan membagi 
tugas kepada stafnya.  
Seperti dikatakan oleh Bapak HR :  
“Kegiatan kami kan tahun ini ada diseminasi informasi ke 
pelajar 7x. Kegiatan kruyukan, siapa bikin proposal, bikin 
sprint, bayar narasumber, pasang2. nanti dibagi rata, kan 
pelajar ada7 x, nanti pola nya 2 2 1, dibikin seimbang.” 
Mendukung perkataan dari kepala bidang dan kepala 
seksi, staf dari pencegahan Ibu HD mengatakan : 
“Kita disini sebagai penyuluh, tapi ada juga yang bagian 
olah data, jadi kalau ada kegiatan kita udah dibagi-bagi 
sesuai tugasnya, tapi kalau pas kegiatan kita bareng2 
ngerjainnya”.  
Untuk menguatkan jawaban dari narasumber, peneliti 
mencoba melakukan studi dokumen dengan melihat dokumen 
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BNNP DIY. Dalam dokumen tersebut ada tahapan persiapan 
pelaksanaan program diseminasi informasi meliputi penyusunan 
dan pengajuan proposal, pembentukan panitia, rapat koordinasi, 
penyiapan bahan/topik, persiapan sarana dan prasarana, 
mengundang peserta, mengundang narasumber, mengundang 
media, persiapan administrasi dan keuangan. Seperti yang telah 
dikatakan oleh narasumber, tahapan persiapan pelaksanaan 
diseminasi informasi tersebut dilakukan penunjukan kepada staf 
untuk melakukan setiap tahap persiapan. 
Pelaksanaan diseminasi informasi pada kalangan pelajar 
pada tahun 2016 BNNP DIY mengundang pelajar dari 15 sekolah 
dengan perwakilan dua siswa dari masing-masing sekolah pada 
setiap kegiatan. Cara ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya 
dimana BNNP DIY mendatangi sekolah-sekolah yang ada di DIY 
terutama di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten 
Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulonprogo. 
Seperti dikatakan oleh Ibu ST : 
“ BNNP DIY fokus ke tiga kabupaten yaitu Gunungkidul, 
Kulonprogo dan Bantul. Karena Kota Yogya dan Sleman 
sudah mempunyai BNN Kota/Kabupaten.” 
 
Didukung oleh Bpk HR yang mengatakan : 
“Kegiatan BNNP DIY difokuskan ke tiga kabupaten di 
DIY, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul, Kota Yogya 






Ibu El juga mengatakan : 
“Kegiatan kami ke pelajar fokus ke sekolah-sekolah di tiga 
kabupaten di DIY, Bantul, Kulonprogo sama 
Gunungkidul.” 
Dalam melakukan diseminasi informasi, BNNP DIY 
menetapkan kerjasama dengan beberapa pihak, seperti Dinas 
Sosial Kabupaten, Dinas pendidikan, maupun Badan Narkotika 
Kabupaten.  
Bapak HR mengatakan : 
“Kerjasama dengan BNK, Disdikpora sekolah yg menjadi 
sasarannya, minta data Disdikpora. BNNP bikin surat ke 
BNK, Disdikpora ngasih data.” 
Ibu EL mengatakan : 
“Kerjasama dengan BNK Kabupaten, kerjasama mana nih 
pelajar yang belum dapet sosialisasi.” 
Sedangkan Ibu HD mengatakan : 
“Kerjasama bisa meminta untuk jadi narasumber, bisa dari 
BNK atau Dinsos, Dinas Pendidikan.” 
Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, BNNP 
DIY dalam pengorganisasian juga menentukan siapa atau 
lembaga mana yang akan diajak kerjasama dalam melakukan 
Diseminasi Informasi. 
Dari data hasil wawancara peneliti dapat mengambil 
kesimpulan BNNP DIY pada program diseminasi informasi 
melakukan penentuan sumberdaya manusia sebagai pelaksana 
program yaitu seksi pencegahan. Didalam seksi pencegahan 
kepala seksi membagi tugas kepada stafnya seperti siapa yang 
membuat proposal, membuat materi, menentukan pembicara dll. 
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Selain itu seksi pencegahan sebagai pelaksana program 
menentukan siapa atau lembaga mana yang akan diajak kerjasama 
dalam pelaksanaan program dan sekolah mana yang akan disasar. 
2) Program Advokasi 
Program advokasi merupakan upaya BNN dalam 
mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba melalui 
lembaga dan institusi di pemerintah daerah. Untuk menyasar pada 
kalangan pelajar, advokasi dilakukan dengan melibatkan lembaga 
sekolah yaitu kepala sekolah maupun guru. Penanggung jawab 
dan berwenang dari program advokasi adalah juga seksi 
pencegahan.  
Seperti dikatakan oleh Bapak BW : 
“Kalau pencegahan itu ada diseminasi informasi dan 
advokasi. Diseminasi informasi itu menyebarkan 
informasi tentang narkoba, bahayanya.” 
 
Lebih lengkap Bapak HR mengatakan : 
“Advokasi, itu yang disasar lebih mengajak institusi 
berperan aktif, bagaimana lembaga kebijakannya kita 
dampingi. Membangun jejaring, memperkuat kebijakan di 
sekolah agar lebih membumi dan dapat 
diimplementasikan. Kegiatan mengajak pemangku 
kebijakan, misal kepala sekolah, bagaimana implementasi 
P4GN di sekolah, sudah terbentuk satgas atau belum, 
kerjasama dengan dinkes/komite. Punya program apa yg 
bisa dishare kan ke sekolah.” 
Senada dengan Bapak HR, Ibu HD mengatakan : 
“Advokasi itu cenderung lebih ke sosialisai kebijakan 
BNN, P4GN sasarannya instansi/lembaga. Tujuannya 
untuk melakukan sinergitas, biar yang dilakukan P4GN itu 
sekata, dan nggak overlap.” 
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Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, dapat 
disimpulkan bahwa seksi pencegahan sebagai pelaksana program 
advokasi. Yang mempunyai tujuan mengajak lembaga atau 
institusi seperti sekolah untuk dapat membuat kebijakan P4GN di 
sekolahnya. 
Sebelum pelaksanaan advokasi, kepala seksi membagi 
tugas kepada stafnya untuk mempersiapkan pelaksanaan program. 
Persiapan seperti menentukan siapa yang menjadi penanggung 
jawab, membuat materi, maupun membuat proposal. 
Seperti dikatakan oleh Bapak HR : 
“Ada yang tanggungjawab, siapa bikin materi, bikin 
proposal, ngundang peserta.” 
Ibu HD juga mengatakan : 
“Setiap staf punya peran masing-masing, tapi pas kegiatan 
kita sama, mempersiapkannya bareng-bareng.” 
Sedangkan Ibu El mengatakan : 
“Kita disini sebagai penyuluh, tapi kalau mau ada kegiatan 
kita bagi tugas, biasanya pak kepala yang menentukan pas 
rapat, kamu ini kamu bagian ini.” 
Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan 
bahwa kepala seksi sebagai penanggung jawab umum program. 
Kepala seksi mengatur tugas kepada masing-masing staff 
walaupun saat kegiatan dilakukan bersama-sama. 
Dalam menjalankan suatu program memerlukan dukungan 
berupa dana. Anggaran dana untuk melakukan program 
diseminasi informasi dan advokasi BNNP DIY berasal dari dana 
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DIPA APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 
Pemerintah Indonesia. BNNP DIY telah mendapat alokasi dana 
dari pemerintah. Kemudian dana yang telah masuk ke BNNP DIY 
dialokasikan kembali ke bidang-bidang untuk menjalankan 
program dan kegiatan yang ada di bidang-bidang. 
Seperti dikatakan oleh Bapak BW :  
“Untuk Anggaran, langsung dari pusat dan disamaratakan 
di 33 provinsi di Indonesia. Kemudian oleh Kepala BNNP 
dan bidang Perencanaan di alokasikan ke bidang-bidang 
sesuai dengan program”.  
 
Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak HR :  
 
“Anggaran kita sudah dapat jatah masing-masing bidang, 
anggaran dari APBN, tapi alokasi nya itu di bidang 
perencanaan, disesuaikan dengan kegiatan”. Kalau kita 
kegiatan menyesuaikan anggaran. Jadi kita sudah 
mendapatkan anggaran sekian, untuk mencairkan itu kita 
bikin proposal kegiatan, isinya termasuk rincian anggaran 
yang dibutuhkan. Setelah kegiatan kita juga buat SPJ/LPJ 
untuk pertanggungjawaban”. 
 
Didukung juga oleh perkataan Ibu HD : 
 
“Anggaran kita top down, artinya kita langsung dapet dari 
pemerintah pusat”. 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk 
program diseminasi informasi dan advokasi sudah ditentukan oleh 
BNNP DIY yang berasal dari anggaran dari pemerintah pusat. 
Artinya seksi penegahan dalam melaksanakan program tidak bisa 
menentukan berapa anggaran yang digunakan karena sudah ada 
penentuan dari BNNP DIY yaitu pada bidang perencanaan. 
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Selain anggaran, program dapat terlaksana karena adanya 
dukungan sarana prasarana. Dalam menentukan sarana prasarana 
yang diperlukan, seksi pencegahan meminta dari seksi logistik 
BNNP DIY untuk menyediakan keperluan.  
Seperti dikatakan oleh Bapak HR :  
“Kalau kegiatan kita ada seksi logistik di bagian umum, 
misal butuh ATK atau seminar kit 30, karena kita 
ngundang 30 pelajar nah kita ke logistik, kemudian 
spanduk, konsumsi juga dari sana.”.  
Dikatakan juga oleh Ibu EL : 
“Sarana prasarana kegiatan ada di logistik, jadi dari sana 
sudah menentukan apa yg kita butuhkan dan kita usulkan, 
jadi dari sana yg ngasih sesuai anggaran.” 
Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sarana prasarana yang digunakan untuk 
melaksanakan program di seksi pencegahan ada di seksi logistik. 
Seksi pencegahan hanya sebatas mengusulkan apa saja sarana 
penunjang yang dibutuhkan saat kegiatan dilaksanakan. 
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, peneliti 
dapat menemukan pola BNNP DIY dalam melakukan 
pengorganisasian terhadap program diseminasi informasi dan 
advokasi. Pelaksana program diseminasi informasi dan advokasi 
adalah seksi pencegahan. Di dalam seksi pencegahan terdiri dari 
tiga orang staf dan kepala seksi yang mempunyai tugas fungsi 
sebagai penyuluh. Selain itu sebelum seksi pencegahan 
melaksanakan program, terlebih dahulu menyusun proposal yang 
berisi penetapan anggaran, sarana prasarana yang diperlukan, 
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materi yang akan disampaikan dan siapa yang menjadi sasaran. 
Proposal tersebut kemudian diajukan ke kepala bidang untuk 
disetujui dan dicairkan ke bidang perencanaan. Langkah 
pengorganisasian apabila digambarkan dalam bagan seperti 
berikut: 
Bagan 3.Pengorganisasian Pada Program Diseminasi 











3) Pembentukan Kader Anti Narkoba 
Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan 














- Diketahui oleh 
kepala seksi 
- Disetujui oleh 
kepala bidang 
- Diajukan ke 
Kepala BNNP 







dan kesadaran pelajar terhadap penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkoba di lingkungannya dengan cara menjadikan pelajar 
sebagai Kader Penyuluh Anti Narkoba yang memiliki 
keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkoba dan mensosialisasikan kepada orang lain, minimal teman 
dan keluarga terdekatnya. Melalui kegiatan pembentukan kader 
ini, BNNP DIY fokus menanamkan pengetahuan dan kemampuan 
pengembangan diri pada pelajar, yang diharapkan menjadikan 
mereka sebagai pribadi yang kuat dan berprinsip sehingga tidak 
mudah terpengaruh. 
Dalam melaksanakan pembentukan kader anti narkoba, 
penanggung jawab dan yang berwenang adalah seksi 
pemberdayaan masyarakat. Hal itu seperti dikatakan oleh Ibu EL : 
“Kalau pembetukan kader anti narkoba itu ada di dayamas 
(seksi pemberdayaan masyarakat).” 
Lebih lengkap Ibu DK staf Dayamas mengatakan : 
“Kita ada yang namanya Peran serta masyarakat yaitu 
bagaimana menyadarkan masyarakat entah di lingkungan 
pendidikan, pemerintah, swasta, masyarakat supaya 
mereka bisa mandiri dg cara kita bekali/fasilitasi dg 
macam2 intervensi, dg goalnya mereka mjd penggiat anti 
narkoba atau kader anti narkoba di lingkungan  mereka 
masing-masing. Kita mencetak kader-kader.” 
Didukung oleh Ibu ST yang mengatakan : 
“Bisa dibilang pemberdayaan masyarakat itu yang 
mencetak dan membentuk kader-kader anti narkoba.” 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
program pembentukan kader anti narkoba yang dilakukan oleh 
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BNNP DIY sebagai penanggung jawab dan pelaksana adalah 
seksi pemberdayaan masyarakat. Seksi pemberdayaan masyarakat 
berada dalam satu bidang dengan seksi pencegahan. 
Dalam melaksanakan program yang ada di seksi, kepala 
seksi memberikan tanggung jawab kepada masing-masing staf. 
Seperti sasaran dari pemberdayaan masyarakat adalah lingkungan 
pendidikan, lingkungan swasta, lingkungan pemerintah dan 
masyarakat. Masing-masing staf sebagai penanggung jawab dari 
masing-masing sasaran. Pembentukan kader/satgas anti narkoba 
pada kalangan pelajar masuk kedalam sasaran lingkungan 
pendidikan. 
Seperti dikatakan oleh Ibu ST : 
“Dayamas ada 1 Kasi, 5 staf (3 penyuluh, 1 olah data, 1 
diperbantukan karrna bassic nya berantas) karena kita 
kurang tenaga jd dipindah ke dayamas. Kalau secara tugas 
punya sendiri-sendiri, penyuluh ya lebih ke penyuluhan 
tapi kalau secara teknis kita sama”. (Ibu ST) 
Senada dengan perkataan Ibu ST, Ibu FL mengatakan : 
“Dayamas ada 5 orang dibagi sesuai dengan sasaran 
lingkungan, misal pendidikan, masyarakat udah ada PJ 
masing-masing.”  
Sedangkan Sdr YD mengatakan : 
“Dayamas kan menyasar lingkungan pendidikan, 
masyarakat, swasta, pemerintah. Nah itu udah ada pj 
masing-masing. Tiap orang megang satu sasaran. Tapi pas 
kegiatan ya tetep bareng-bareng.” 
Dalam mendukung pelaksanaan program diperlukan 
anggaran. Anggaran yang digunakan oleh BNNP DIY adalah 
berasal dari APBN pemerintah. Anggaran tersebut sudah 
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ditentukan dari pusat yang kemudian dialokasikan ke BNNP. 
Untuk mencarikan anggaran, setiap kegiatan membuat proposal 
kegiatan terlebih dahulu.  
Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak HR :  
“Anggaran kita sudah dapat jatah masing-masing bidang, 
anggaran dari APBN, tapi alokasi nya itu di bidang 
perencanaan, disesuaikan dengan kegiatan”. Kalau kita 
kegiatan menyesuaikan anggaran. Jadi kita sudah 
mendapatkan anggaran sekian, untuk mencairkan itu kita 
bikin proposal kegiatan, isinya termasuk rincian anggaran 
yang dibutuhkan. Setelah kegiatan kita juga buat SPJ/LPJ 
untuk pertanggungjawaban.” 
Didukung juga oleh perkataan Ibu HD : 
“Anggaran kita top down, artinya kita langsung dapet dari 
pemerintah pusat. Untuk dapet dicairkan kita bikin 
proposal dan nanti ada laporan pertanggungjawaban.” 
Begitu juga pernyataan dari Ibu ST : 
“Kalo untuk anggaran kita jelas ya pake APBN”. 
Dialokasikan ke bidang-bidang. Nah kegiatan itu 
berangkatnya dari anggaran. Anggaran dapet berapa baru 
kita bisa menyusun program/kegiatan. Setiap ada kegiatan 
kita mencarikan dengan membuat proposal.” 
Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 
program berasal dari APBN pemerintah. Dana sudah dialokasikan 
ke BNNP. Untuk mencarikan anggaran setiap kegiatan membuat 
proposal untuk diajukan dan disetujui oleh kepala BNNP DIY. 
Dari data tersebut apabila peneliti gambarkan dengan bagan, akan 
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4) Pemberdayaan Kader Anti Narkoba 
Pemberdayaan anti narkoba merupakan program lanjutan 
dari pembentukan kader anti narkoba. Pemberdayaan anti narkoba 
dilakukan sebagai tindak lanjut dari kader-kader anti narkoba 
yang sudah terbentuk di sekolah-sekolah. Pemberdayaan kader 
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sekolah bebas narkoba. Sebagai pelaksana pemberdayaan anti 
narkoba adalah seksi pemberdayaan masyarakat.  
Seperti dikatakan oleh Bapak BW : 
 
“Th 2015 Dayamas (Pemberdayaan Masyarakat) kemarin 
ada PSBN/sekolah bebas narkoba, yaitu membentuk 
kader/satgas anti narkoba dan memberdayakan sekolah 
untuk mencegah narkoba di lingkungan sekolah.” 
 
Didukung oleh Ibu EL : 
 
“Pemberdayaan anti narkoba itu salah satunya lomba 
sekolah bebas narkoba, itu dayamas penanggung 
jawabnya.” 
Ibu ST juga mengatakan : 
“Dayamas kemarin kita mengadakan PSBN 
(Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba) sebagai apresiasi 
dari kader-kader anti narkoba yang sudah dibentuk di 
sekolah-sekolah.” 
Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa program pemberdayaan kader anti 
narkoba pelaksananya adalah seksi pemberdayaan masyarakat. 
Sebagai upaya pemberdayaan kader anti narkoba pelajar yang ada 
di sekolah, BNNP DIY melaksanakan lomba sekolah bebas 
narkoba. 
Dalam mengadakan kegiatan lomba pemberdayaan 
sekolah bebas narkoba, BNNP DIY membentuk panitia PSBN 
dan menentukan atau membentuk tim penilai.  
Seperti dikatakan oleh Ibu ST : 
“Persiapan ada pembentukan panitia dari internal staf 




Dikatakan juga oleh Ibu DK : 
“Ada rangkaian persiapan dan kegiatan, mulai dari 
pembentukan panitia dari seksi dayamas, rapat 
pembentukan tim penilai, rapat koordinasi dengan 
BNK/Dikpora.” 
Untuk melakukan penguatan dari jawaban narasumber, 
peneliti melakukan studi dokumen dengan melihat dokumen buku 
panduan PSBN tahun 2015. Dalam dokumen disebutkan bahwa : 
Tahap persiapan melakukan kegiatan yang bersifat 
administratif, termasukpembentukan Panitia 
Penyelenggara Tingkat DIY, PanitiaPenyelenggara 
Tingkat Kabupaten/Kota, Tim Penilai, masing-
masingditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNNP 
DIY. Tim Penilai berjumlah 5 (lima) orang yang berasal 
dari unsur DinasPendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 
Dinas Kesehatan DIY,Polda DIY, Setwan DPRD DIY, 
dan Akademisi dari UniversitasAhmad Dahlan 
Yogyakarta. 
 
Untuk mendukung terlaksananya program di seksi 
pemberdayaan masyarakat, BNNP DIY mendapat alokasi dana 
dari pemerintah pusat. Alokasi dana yang telah diterima BNNP 
DIY kemudian di plotkan lagi oleh satu bidang yaitu bidang 
perencanaan ke bidang-bidang sesuai dengan kegiatan yang akan 
dilakukan. Anggaran untuk melaksanakan program di BNNP DIY 
berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 
Pemerintah Indonesia. Dengan pembagian masing-masing 
provinsi di Indonesia mendapatkan jatah yang sama.  
Seperti pernyataan Bapak BW : 
“Untuk Anggaran, langsung dari pusat dan disamaratakan 
di 33 provinsi di Indonesia. Kemudian oleh Kepala BNNP 
dan bidang Perencanaan di alokasikan ke bidang-bidang 
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sesuai dengan program. Untuk mencarikan membuat 
proposal diajukan ke bidang dan pak kepala. Isinya ada 
anggaran, peserta siapa, yang terlibat siapa aja.” 
 
Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak HR :  
 
“Anggaran kita sudah dapat jatah masing-masing bidang, 
anggaran dari APBN, tapi alokasi nya itu di bidang 
perencanaan, disesuaikan dengan kegiatan”. Kalau kita 
kegiatan menyesuaikan anggaran. Jadi kita sudah 
mendapatkan anggaran sekian, untuk mencairkan itu kita 
bikin proposal kegiatan, isinya termasuk rincian anggaran 
yang dibutuhkan, siapa pesertanya, yang terlibat siapa. 
Setelah kegiatan kita juga buat SPJ/LPJ untuk 
pertanggungjawaban”. 
 
Begitu juga pernyataan dari Ibu ST : 
 
“Kalo untuk anggaran kita jelas ya pake APBN”. 
Dialokasikan ke bidang-bidang. Nah kegiatan itu 
berangkatnya dari anggaran. Dicairkan lewat proposal.” 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat 
disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan kebijakan P4GN di BNNP DIY adalah dari APBN 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pemerintah 
pusat/Indonesia. APBN untuk melaksanakan kebijakan P4GN di 
tiap-tiap daerah dialokasikan dengan besaran yang sama. Dari 
hasil wawancara diatas, dapat diketahui juga dalam menyusun 
program atau kegiatan semuanya bermula dari anggaran yang 
telah ditetapkan dan diberikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, 
dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan, 
setelah kegiatan selesai dilaksanakan disusun surat pertanggung 
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jawaban/laporan pertanggung jawaban sebagai bukti 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.  
Untuk menguatkan hasil wawancara dari beberapa 
narasumber peneliti melakukan studi dokumentasi dengan melihat 
dokumen BNNP DIY yaitu Laporan Tahunan BNNP DIY tahun 
2014. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa untuk 
mendukung program teknis P4GN dan Program Dukungan 
Manajemendan Dukungan Teknis Lainnya BNNP DIY tahun 
2014 telah dianggarkan sesuaiSurat Pengesahan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran TA 2014 Badan Narkotika Nasional 
Provinsi DIY. Anggaran BNNP DIY TA 2014 menjadi sebesar 
Rp.3.849.128.000 dirinci penggunaannya dirinci untuk Belanja 
Barang sebesar Rp. 3.815.028.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 
34.100.000.  
Dari hasil wawancara dengan narasumber, maupun dari 
studi dokumen yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa 
anggaran untuk mendukung pelaksanaan P4GN di BNNP DIY 
sudah dianggarkan dan dialokasikan oleh Pemerintah pusat. 
Anggaran ditetapkan melalui surat keputusan dan anggaran 
tersebut sudah ditentukan dan dirinci penggunaannya yaitu untuk 
keperluan belanja barang dan belanja modal. Sedangkan 
penetapan anggaran untuk masing-masing kegiatan, BNNP DIY 
mempunyai bidang perencanaan yang tugasnya membuat pos dan 
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mengalokasikan anggaran ke masing-masing bidang yang 
disesuaikan dengan kegiatan. 
Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa sebagai penanggung jawab program pembentukan kader 
anti narkoba dan pemberdayaan kader anti narkoba pada kalangan 
pelajar BNNP DIY adalah seksi pemberdayaan masyarakat. Hal 
ini sesuai dengan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan 
masyarakat. Sama seperti program-program lain, anggaran untuk 
mendukung pelaksanaan program adalah dengan menggunakan 
APBN pemerintah. Dengan besaran sudah ditentukan dengan 
bidang perencanaan yang ada di BNNP DIY. Untuk mencairkan 
dana, seksi pemberdayaan masyarakat membuat proposal yang 
berisi sasaran program, kapan dilaksanakan, siapa pesertanya, 
pihak terlibat dansebagainya. Apabila peneliti gambarkan dalam 
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Dalam mengaplikasikan kebijakan P4GN ke dalam realitas 
nyata, BNNP DIY menyusun program dan melaksanakan dalam 
bentuk kegiatan yang mengarah kepada pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi. Untuk 
program dan kegiatan yang menyasar ke pelajar BNNP DIY lebih 
menekankan kepada upaya pencegahan. Program-program dalam 
rangka mengaplikasikan kebijakan P4GN pada kalangan pelajar 
adalah diseminasi informasi, advokasi, pembentukan kader anti 
narkoba dan pemberdayaan kader anti narkoba. 
1) Diseminasi Informasi 
Diseminasi informasi merupakan upaya BNN dalam 
melakukan penyebarluasan informasi dan pengetahuan tentang 
narkoba, bahaya nya dan bagaimana mencegah dari 
penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat mulai dari pelajar, 
mahasiswa, masyarakat, maupun pekerja. Diseminasi informasi 
yang dilakukan oleh BNNP DIY dengan tatap muka yaitu 
sosialisasi/workshop maupun non tatap muka yaitu melalui media 
elektronik. 
Seperti dikatakan oleh Bapak BW : 
“Diseminasi informasi yaitu menyebarkan informasi 
tentang narkoba, bahayanya. Media penyebaran bisa 
dengan tatap muka seperti sosialisasi, workshop. Dan 
media non tatap muka/media elektronik dan non 




Dikatakan juga oleh Bapak HR : 
“Diseminasi itu bagian upaya pencegahan narkoba, materi 
tentang macam-macam narkoba, dasar hukumnya, 
dampaknya, ciri-ciri orang make seperti apa, tips 
mencegah. Narkoba tidak hanya obat, rokok, kopi. BNN 
fokus ke Narkotika dan psikotropika. Medianya bisa 
melalui sosialisasi dan seminar.” 
Senada dengan Bapak HR, Ibu El mengatakan : 
“Diseminasi itu menyampaiakan informasi, memberi 
informasi, bisa dalam bentuk seminar, workshop ke siswa 
TK, SD, SMP, SMA, dan Masyarakat. Metodenya dengan 
teknik sosialisasi/ceramah. Tahun kemarin lebih ke dialog 
interaktif. Menggali apa yang mereka butuhkan. Kalau 
tentang narkoba kan tinggal klik di google sudah tahu. 
Tapi apa yang mereka belum tahu, itu yang kita share. Tp 
untuk tahun ini lebih ke seminar/ceramah.” 
Diseminasi Informasi yang dilakukan oleh BNNP DIY 
adalah dengan mengundang sekolah-sekolah untuk mewakilkan 
siswa nya mengikuti diseminasi. Seperti dikatakan oleh ibu HD : 
“Tahun kemarin kita ke sekolah-sekolah, tapi tahun ini 
kita ngundang 15 sekolah dalam 1 ruangan jadi sekolah 
mengirimkan wakilnya tugas wakilnya nanti menyebarkan 
informasi ke teman2 sekolahnya. Media penyampaian 
biasa pakai power pint, film.” 
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat 
disimpulkan bahwa diseminasi informasi merupakan program 
BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui 
penyebarluasan informasi tentang narkoba kepada masyarakat 
termasuk pelajar. Diseminasi informasi dilakukan dengan 
kegiatan tatap muka seperti sosialisasi dan workshop/FGD (focus 
group discussion). Materi yang disampaikan pada program 
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diseminasi meliputi pengetahuan narkoba, jenisnya maupun cara 
menghindari penyalahgunaan narkoba. 
Untuk menguatkan data selain melakukan wawancara 
dengan narasumber, peneliti melakukan observasi dengan 
mengikuti kegiatan diseminasi informasi di Dinas Sosial 
Kabupaten Bantul. BNNP DIY mengundang 15 sekolah SMP di 
Kabupaten Bantul. Setiap sekolah mewakilkan dua siswa nya. 
Kegiatan ini merupakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan 
narkoba pada kalangan pelajar. Kegiatan diawali dengan 
pemaparan materi oleh 3 narasumber, dua diantaranya dari BNNP 
DIY dan satu lainnya dari BNK Kabupaten Bantul. Materi yang 
disampaikan terkait narkoba dan jenisnya, bahaya 
penyalahgunaannya, bagaimana rehabilitasi bagai pecandu hingga 
dasar hukum dan hukuman bagi pengedar narkoba. metode 
penyampaian materi menggunakan metode caramah sesekali 
diselingi diskusi kecil. Kemudian setiap akhir materi dibuka sesi 
pertanyaan.kegiatan berakhir dengan pernyataan sikap anti 
narkoba dan penawaran untuk membentuk kader di sekolah 
masing-masing. 
Dari hasil wawancara dengan narasumber dan pengamatan 
yang dilakukan oleh peneliti,peneliti menggambarkan tahap 
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2) Program Advokasi 
Advokasi merupakan program BNN untuk memfasilitasi 
lembaga dan institusi-institusi di pemerintah daerah termasuk 
pendidikan seperti sekolah untuk meciptakan lingkungan bebas 
narkoba di lembaganya. Tujuan adanya advokasi adalah 
mendorong sekolah-sekolah untuk membuat kebijakan yang 
mengarah kepada pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan 
sekolah. Apabila diseminasi informasi yang disasar adalah para 































Dikatakan oleh Bapak HR :   
“Advokasiitukegiatannya mengajak pemangku kebijakan, 
misal kepala sekolah, bagaimana implementasi P4GN di 
sekolah, sudah terbentuk satgas, kerjasama dengan 
dinkes/komite. Punya program apa yang bisa dishare kan 
ke sekolah.” 
 
Begitu juga dengan Ibu El yang mengatakan : 
“Avokasi itu cenderung lebih ke sosialisasi kebijakan 
BNN, sasarannya instansi/lembaga seperti sekolah. 
Tujuannya untuk melakukan sinergitas, biar yang 
dilakukan P4GN itu sekata dan sama, jadi nggak overlap.” 
Ibu HD juga mengatakan : 
“Kalau advokasi lebih ke instansi, kita mendorong mereka 
membuat kebijakan yang mengarah P4GN di instansinya.” 
Dari wawancara dengan narasumber diatas peneliti 
menyimpulkan bahwa advokasi merupakan upaya BNN dalam 
mendorong institusi/lembaga di pemerintah daerah termasuk 
sekolah untuk membuat kebijakan yang mengarah ke P4GN di 
lingkungan lembaganya. Advokasi dilakukan dengan cara 
kegiatan sosialisasi dan FGD untuk menyepakati bagaimana 
sekolah dapat menerapkan P4GN di sekolah. 
Advokasi tentang P4GN merupakan bentuk komunikasi 
yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 
Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pencerahan dan 
pemberdayaan kepada stakeholder di lingkungan kerja dalam 
mengimplementasikan kegiatan pencegahan narkotika di 
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lingkungan kerja masing-masing. Apabila pencegahan menyasar 
ke perorangan yaitu pelajar-pelajar di sekolah, maka advokasi 
lebih menyasar ke kepala disdikpora, kepala sekolah, atau guru 
atau yang mempunyai kekuatan di lembaga/sekolahnya. 
Dari hasil wawancara dan studi dokumen yang dilakukan 
peneliti menggambarkan aplikasi pada program advokasi dalam 
bentuk bagan seperti berikut ini : 







3) Pembentukan Kader/Satgas Anti Narkoba 
Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Lingkungan 
Pelajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran pelajar terhadap penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkoba di lingkungannya dengan cara menjadikan pelajar 
sebagai Kader Penyuluh Anti Narkoba yang memiliki 
























Narkoba dan mensosialisasikan kepada orang lain, minimal teman 
dan keluarga terdekatnya. 
Pembentukan kader/satuan tugas (satgas) anti narkoba 
merupakan upaya BNN untuk mengajak masyarakat turut 
berpartisipasi dalam memerangi dan memberantas narkoba. hal 
ini dikarenakan kader/satgas yang telah dibentuk dijadikan 
perpanjangan tangan BNN agar dapat membantu BNN untuk 
menyebarluaskan bahaya narkoba kepada masyarakat luas. 
Seperti dikatakan oleh Ibu DK : 
“Membuat kader supaya mereka bisa bergerak sendiri. 
bagaimana mereka bisa bergerak menjadi perpanjangan 
tangan kita, bisa mengaplikasi gerakan P4GN di 
lingkungan mereka/masing-masing. Jadi stimulus supaya 
mereka bisa bergerak sendiri, mandiri. 
 
Pembentukan kader diawali dengan diseminasi informasi. 
Orang-orang yang mempunyai kemampuan mengajak dan 
menyebarluaskan informasi tentang narkoba dan menjauhi 
kemudian dierdayakan dan dibentuk menjadi kader. Hal tersebut 
dikatakan oleh Ibu ST : 
“Kader itu awalnya dari pencegahan, jadi mereka awalnya 
dapat sosialisasi materi tentang narkoba. nah yang 
mempunyai kemampuan untuk menjadi kader, artinya bisa 
mengajak orang lain, kita latih mereka. Teknisnya bisa 
kita yang mengundang sekolah untuk mengirimkan 









Didukung oleh Ibu EL : 
 
“Pembetukan satgas? Pas sosialisasi itu untuk memotivasi 
sekolah utk membuat satgas, karena kan membentuk 
satgas adalah wajib sesuai perda 13 tahun 2010.” 
 
Dalam melakukan pembentukan kader, ada kegiatan dan 
pelatihan yang dilaksanakan oleh calon kader. Pelatihan yang 
diberikan BNNP DIY meliputi TOT kemampuan publik speeking 
dan pengetahuan mengenai adiksi, rehabilitasi, dan dasar hukum 
narkoba.  
Seperti dikatakan oleh Sdr YD : 
“1 orang teknis yang dikirimkan lembaganya yang akan 
melaksanakan kegiatannya kita berikan TOT(traning of 
trainer) supaya mereka bisa menjadi penggiat anti narkoba 
dan melaksanakan nya di lingkungan mereka.” 
 
Dikatakan juga oleh Ibu ST : 
 
“Pembentukan kader melalui pelatihan, TOT, kayak publik 
speeking,caracter building, ya yang sekiranya membantu 
mereka untuk menjadi kader.” 
 
Lebih lengkap Ibu DK menjelaskan : 
 
“Pembentukan kader itu yang pernah dikasih 
pelatihan/pemahaman dari seksi cegah, kita akan panggil 
lagi kita akan latih lebih dalam lagi kayak TOT (training 
of trainer). Meterinya ke communication skill, karena rata-
rata orang tahu tentang narkoba, bahayanya tapi masih 
bingung cara menyampaikan. Jadi biasanya selama 2 hari 
kita latih bagamana publik speakingnya, kemudian 
pemahaman rehab, adiksi, hukum. jadi kita memberi bekal 
ke mereka supaya mereka bisa menjadi penyuluh/kader 
anti narkoba.” 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, peneliti 
dapat menyimpulkan pembentukan kader anti narkoba pada 
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kalangan pelajar diwali dengan sosialisasi pencgahan. Setelah 
mendapatkan sosialisasi calon kader yang mempunyai 
kemampuan untuk menjadi kader kemudian dilatih oleh BNNP 
DIY dengan mengikuti TOT dan pelatihan-pelatihan. Pelatihan 
yang diberikan meliputi kemampuan berbicara, dan pengetahuan 
mengenai adiksi/obat-obatan yang masuk kategori narkoba, 
rehabilitasi dan dasar hukum narkoba. Apabila digambarkan 
dalam bentuk bagan, maka seperti berikut ini : 
Bagan 8. Aplikasi Program Pembentukan 
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Pemberdayaan Satgas/Organisasi Anti Narkoba di 
Lingkungan Pelajar merupakan tindaklanjut kegiatan 

























Pemberdayaan Satgas/Organisasi Anti Narkoba di Lingkungan 
Pelajar adalah dalam rangka Menciptakan Lingkungan Sekolah 
Bebas Narkoba. Pemberdayaan ini bertujuan untuk memfasilitasi 
operasional bidang P4GN, yang akan digunakan untuk 
melaksanakan program P4GN yang telah disusun oleh sekolah. 
Kegiatan ini dikemas dalam bentuk lomba, yaitu lomba 
pemberdayaan sekolah bebas narkoba (PSBN) yang melombakan 
program-program dalam rangka P4GN di sekolah masing-masing. 
Seperti dikatakan oleh Bapak BW : 
“PSBN/sekolah bebas narkoba, yaitu memberdayakan 
satga/satgas anti narkoba dan memberdayakan sekolah 
untuk mencegah narkoba di lingkungan sekolah.” 
 
Lomba sekolah bebas narkoba diawali di tingkat 
kabupaten/kota di DIY untuk mencari sekolah yang akan maju di 
tingkat provinsi. Sekolah yang memenangkan lomba akan didanai 
oleh BNN untuk melaksanakan program yang mengarah pada 
P4GN di sekolahnya. 
Dikatakan oleh Ibu ST : 
 
“Jadi kita adakan lomba, masing-masing sekolah di 
kabupaten/kota diseleksi, kemudian maju tingkat provinsi, 
kemudian yang menang dikasih dana dari BNN. Jadi dana 
itu untuk mendanai program-program yang ada di sekolah 
terkait anti narkoba. La yg bisa ikut adalah sekolah yang 
sudah memiliki satgas/kader anti narkoba yang aktif dan 
punya program-program. Jadi yang dilombakan adalah 
program-programnya itu.” 
 
Dalam pelaksanaan lomba pemberdayaan sekolah bebas 
narkoba para peserta memaparkan program-program yang 
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mengarah pada P4GN di sekolahnya. Dan syarat untuk mengikuti 
lomba adalah sekolah yang sudah memiliki kader anti narkoba 
dan mempunyai program. Seperti dikatakan oleh Ibu ST  : 
“Teknisnya mereka memaparkan programnya untuk 
meyakinkan kita bahwa proramnya layak utk dilakukan di 
lingkungannya, itu mulai dari level kab/kota sampai 
provinsi, jadi 5 finalis sekolah itu dapat uang pembinaan. 
Uang pembinaannya tidak dikasih utuh, tapi mereka bisa 
mencairkan dana kalau mereka sudah melakukan kegiatan 
itu.” 
 
Sedangkan Ibu DK mengatakan : 
 
“Syarat ikut PSBN, sekolah yang sudah punya 
satgas/kader. Tujuannya untuk mengapresiasi sekolah-
sekolah yang sudah menjalankan atau yang sudah punya 
kader.” 
 
Untuk menguatkan hasil wawancara dengan narasumber, 
peneliti melakukan studi dokumen dengan melihat dokumen 
pemberdayaan sekolah bebas narkoba BNNP DIY tahun 2015. 
Dalam pedoman tersebut ditulisakan rangkaian kegiatan dalam 
lomba PSBN yang meliputi : 
a) PSBN tingkat kabupaten/kota se-DIY 
Kabupaten/kota se-DIY melaksanakan PSBN di masing-
masing wilayah dengan penyelenggara adalah BNNK/BNK 
masing-masing. Dari seleksi tersebut selanjutnya dipilih 5 
(lima) sekolah terbaik untuk diajukan mewakili ke tingkat DIY 
dengan SK Bupati/Kepala BNNK. 
b) Kelengkapan administratif di provinsi (evaluasi dan penilaian 
data yang disampaikan oleh peserta) 
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Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan cara menyerahkan 
formulir profil sekolah terkait P4GN.  
c) Presentasi Program/Kegiatan Sekolah dalam Rangka P4GN 
Satgas pelajar anti narkoba di masing-masing sekolah 
mempresentasikan program kegiatan terkait P4GN yang 
dibedakan dalam 2 periode waktu yaitu Kegiatan yang telah 
dilaksanakan (s.d. Mei 2015) dan Kegiatan yang akan 
dilaksanakan dan difasilitasi oleh BNNP DIY (Juni-November 
2015). Penyampaian program/kegiatan tersebut dilakukan 
secara tertulis dan dipresentasikan di BNNP DIY  Setelah 
presentasi Tim Penilai dan BNNP DIY akan menentukan 
sekolah yang selanjutnya mendapatkan supervisi. 
d) Supervisi Pelaksanaan Pemberdayaan Satuan 
Tugas/OrganisasiSekolah Bebas Narkoba 
Pelaksanaan Supervisi dilaksanakan oleh Tim Penilai 
dan BNNP DIY. 
e) Pemberian Penghargaan 
Kepada Sekolah yang mendapat dukungan dari BNNP 
DIY akan dilakukan pembinaan lebih lanjut.  
f) Fasilitasi Sekolah Bebas Narkoba 
Dari hasil penilaian melalui presentasi dan supervisi, 
Tim Penilai dan BNNP DIY menentukan 5 (lima) sekolah 
yang mendapatkan dukungan fasilitasi untuk pemberdayaan 
operasional P4GN. Dukungan berupa dana tersebut merupakan 
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dana pemberdayaan yang akan digunakan lima sekolah terpilih 
untuk melaksanakan program kegiatan satgas pelajar anti 
narkoba seperti yang telah dipaparkan dalam presentasi di 
tingkat provinsi. Periode pelaksanaan kegiatan adalah dari 
bulan Juni-November 2015. 
Dalam mengaplikasikan suatu program diperlukan 
Hubungan antar organisasi yang dijalin dengan luar lembaga 
untuk mendukung terlaksananya program. Dalam 
melaksanakan program sekolah bebas narkoba, BNNP DIY 
bekerjasama dengan Dikpora DIY. 
Dikatakan oleh Bapak BW : 
“Lembaga yang terkait dengan BNNP yang jelas 
lembaga pemerintahan, lembaga/organisasi swasta. 
Untuk Sekolah Bebas Narkoba kerjasama dengan 
Disdikpora.” 
Bapak HR juga mengatakan : 
 
“Instansi terkait yang jelas BNNK/BNK, Disdikpora 
biasanya mereka kasih data-data sekolah yang mau kita 
sasar.” 
 
Juga dikatakan oleh Ibu EL yang mengatakan : 
“Lembaga terkait ada kesbangpol, Disdikpora kita sudah 
ada MOU nya.” 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, 
peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan 
program pemberdayaan kader anti narkoba melalui lomba 
pemberdayaan sekolah bebas narkoba, BNNP DIY 
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bekerjasama dengan pihak terkait. Yaitu BNN Kabupaten/Kota 
di DIY dan Dikpora DIY. 
Dari data hasil wawancara dan studi dokumen peneliti 
menggambarkan tahap aplikasi program pemberdayaan anti 
narkoba yang dilakukan BNNP DIY dalam bentuk bagan. 
Seperti berikut : 















Dari data hasil penelitian yang telah diperoleh, program 
dalam rangka impelementasi kebijakan P4GN pada kalangan 
pelajar di BNNP DIY mempunyai kaitan antara program yang 
satu dengan yang lain. Program yang menyasar ke pelajar lebih 
menekankan pada upaya pencegahan. Pencegahan dimulai 
Rangkaian : 
1. Seleksi tingkat 
kabupaten/kota 
2. Seleksi provinsi 
3. Supervisi 












Pihak Terlibat : 
1. Disdikpora  
2. Dinas Pendidikan 
Kab/Kota 





dengan memberikan diseminasi informasi melalui kegiatan 
sosialisasi, workshop atau FGD. Setelah dilakukan diseminasi 
informasi kepada pelajar, kemudian dilakukan advokasi 
kepada pihak sekolah. Advokasi dilakukan untuk mendorong 
sekolah membuat kebijakan dan membuat program yang 
mengarah kepada P4GN. Selain itu advokasi juga mendorong 
sekolah pentingnya mempunyai kader/satgas anti narkoba di 
sekolahnya. Dilakukanya diseminasi informasi dan advokasi 
maka atas kemauan dari siswa/pelajar maupun kesadaran 
sekolah untuk mempunyai kader maka siswa yang mempunyai 
kemampuan mandiri untuk menjadi kader/satgas anti narkoba 
kemudian diberdayakan diberikan pelatihan oleh BNNP DIY 
untuk menjadi kader anti narkoba. Setelah dirinya menjadi 
kader maka siswa akan ikut menyusun program/kegiatan 
dalam rangka P4GN di sekolahnya. Apabila digambarkan 
dalam bagan, menjadi seperti berikut : 






















2. Hasil Implementasi P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) DIY 
Program yang telah dilaksanakan tentunya tidak bisa lepas dari 
respon dari pihak yang menjadi sasaran program. Progam yang 
menyasar ke pelajar, rutin diadakan oleh BNNP DIY. Respon yang 
diberikan dari pihak yang menjadi sasaran yaitu pihak sekolah maupun 
Dikpora DIY adalah baik. Respon tersebut ditunjukkan dengan setelah 
mendapat sosialisasi P4GN sekolah akan membuat program di 
sekolahnya yang mengarah ke P4GN. 
Seperti dikatakan oleh Ibu EL : 
“Kalau langsung ke guru, baik sih biasanya mereka langsung 
bikin program. Disdikpora juga bagus, kita sidak ke sekolah2 
juga ngajak disdikpora. Sekolah-sekolah juga baik, mereka mau 
dateng kalau ada undangan dari kita walaupun tempatnya jauh.” 
 
Dikatakan juga oleh Ibu ST : 
“Bahkan sekarang  instansi pemerintah tahun 2015 sudah punya 
anggaran utk P4GN di instansi nya. Dikpora jg ada sosialisasi 
utk anak SMA dan mahasiswa.” 
 
Bapak HR juga mengatakan : 
 
“Respon baik, mereka (instansi) juga punya anggaran. Soalnya 
mereka dituntut dengan adanya perda 13 tahun 2010 untk 
melakukan P4GN di lembaganya.” 
 
Untuk menguatkan jawaban dari narasumber BNNP DIY terkait 
respon dari beberapa pihak yang terkait/implementator, peneliti 
melakukan wawancara dengan pihak Dikpora DIY. Dikpora DIY saat 
ini dalam melakukan pencegahan narkoba juga melaksanakan, namun 
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secara tersirat dengan diselipkan materi tentang narkoba apabila ada 
acara yang melibatkan siswa atau guru. 
Seperti dikatakan oleh Ibu YN : 
“Kalau untuk program dikpora lebih ke program tersirat, 
biasanya diselipkan misal ke pendidikan karakter, berupa 
himbauan dan sosialisasi-sosialisasi. Kalau ada kegiatan yang 
melibatkan siswa atau guru pasti kita selipkan himbauan terkait 
narkoba itu. Kami dikpora hanya memberi push/dorongan 
kepada sekolah2 untuk membuat kebijakan2 yang mengarah ke 
pencegahan itu”.  
 
Didukung oleh Bapak BK yang mengatakan : 
 
“Kalau program biasanya kegiatan yang melibatkan siswa atau 
guru, secara khusus disisipkan materi tentang narkoba.  Narkoba 
kan permasalahan yang kompleks dan riskan ya, kita melibatkan 
kader2 siswa, guru-guru, guru BK, materi yang disampaikan 
tidak hanya narkoba tetapi permasalahan kenakalan remaja, kita 
mendorong secara masif. Sekolah-sekolah kan juga memiliki 
tata tertib-tertib apakah ada peraturan terkait narkoba. Kalau 
dikpora kita pada taraf edukasi, sosialisasi”. 
 
Dikpora DIY juga memiliki program/kegiatan yang mengarah 
ke pencegahan narkoba walaupun bentuknya tidak secara gamblang 
pencegahan narkoba. Selain itu ada program di Dikpora yang dipegang 
oleh BPO berupa pembentukan kader anti narkoba dimana program 
tersebut juga digiatkan ole BNNP DIY. Dikatakan oleh Bapak BK : 
“Ada program kader bangsa, pembinaan kesiswaan, sekolah 
sejahtera, pembinaan karakter. Karena kita kan lagi berusaha 
untuk menciptakan pendidikan berbasis budaya, ya kita 
berusaha untuk itu. Narkoba kan permasalahan yang kompleks 
dan riskan ya, kita melibatkan kader-kader siswa, guru-guru BK, 
materi yang disampaikan tidak hanya narkoba tetapi 
permasalahan kenakalan remaja, kita mendorong secara masif.” 
Didukung oleh Ibu YN yang mengatakan : 
 
“Kalau di Balai pemuda olahraga itu ada pembentukan kader 
anti narkoba, dibekali materi-materi seperti itu.” 
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Dikatakan juga oleh Bapak ED yang mengatakan program yang 
ada di Dikpora DIY berupa TOT : 
“Kalau untuk program/kegiatan di Disdikpora ada di BPO itu 
namanya TOT (training of trainer) kita ngundang perwakilan 5-
10 orang dari masing-masing kota/kabupaten di DIY. Kita kasih 
pelatihan, peahaman selama beberapa hari sampai mereka 
bener-bener dong/paham ttg apa itu narkoba, bahayanya dsb, 
pokoknya sampai mereka paham. Kemudian feedback nya 
mereka ngajak 10 orang lagimereka presentasi didepan teman-
temannya.” 
 
Selain melakuan wawancara kepada narasumber, peneliti juga 
melakukan pengamatan guna mendukung jawaban dari narasumber 
terkait dengan respon adanya kebijakan P4GN. Peneliti mengikuti 
kegiatan BNNP DIY yaitu Disemeninasi Informasi dalam rangka P4GN 
berupa sosialisasi P4GN di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut 
mengundang pelajar SMP dari 15 sekolah di Kabupaten Bantul. 
Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinsos Kabupaten Bantul. Dalam 
kegiatan ini peserta merupakan perwakilan dari masing-masing sekolah. 
Peserta yang datang rata-rata OSIS di sekolahnya dan pernah 
mendapatkan sosialisasi atau yang telah menjadi kader anti narkoba di 
sekolahnya. Selama kegiatan ada dua pemateri yaitu dari BNNP DIY 
dan dari Dinsos Kabupaten Bantul. Materi yang disampaikan berupa 
pengetahuan tentang narkoba, meliputi macam-macamnya, dampak 
penyalahgunaan, dan rehabilitasi. Kegiatan ini diikuti oleh 22 peserta. 
Selama kegiatan, peserta antusias dan mau mendengarkan serta 
memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu saat 
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sesi tanya jawab, juga banyak dari peserta yang mengajukan 
pertanyaan. 
Selain diseminasi informasi yang mengundang sekolah-sekolah, 
peneliti juga mengikuti sosialisasi yang diadakan di salah satu MTs 
Swasta di Daerah Sleman, Yogyakarta. Sosialisasi ini merupakan 
inisiatif dari pihak sekolah dengan mengundang BNNP DIY sebagai 
narasumber. Peserta yang mengikuti kurang lebih 400 peserta kelas 
VIII dan putri semuanya. Selama kegiatan, peserta sangat antusias 
dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. Walaupun dengan 
jumlah peserta yang banyak, namun kegiatan berlangsung kondusif. 
Pihak sekolah mengatakan bahwa sosialisasi pencegahan narkoba akan 
dijadikan agenda rutin di sekolah, guna membekali siswa-siswa nya 
untuk dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Akhir dari kegiatan 
ini tercetus ide dari pihak sekolah untuk membentuk kader anti narkoba 
di sekolahnya. 
Dari hasil wawancara dengan narasumber dan pengamatan yang 
dilakukan oleh peneliti saat kegiatan, dapat disimpulkan bahwa respon 
yang diberikan oleh sasaran dari kebijakan P4GN baik. Respon yang 
diberikan sasaran dan implementator kebijakan adalah dengan 
melakukan kegiatan atau program yang mendukung kebijakan P4GN di 
instansi. Hal ini dilakukan oleh Dikpora DIY. Selain itu sekolah-
sekolah yang diundang dan menjadi sasaran Kebijakan P4GN 
memberikan respon dengan mau mewakilkan siswa nya untuk 
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mengikuti kegiatan dari BNNP DIY. Inisiatif pihak sekolah untuk 
menyelenggarakan sosialisasi pencegahan narkoba di sekolahnya juga 
merupakan salah satu respon sekolah mendukung kebijakan P4GN. 
Selain respon dari implementator pemahaman implementator 
terhadap kebijakan juga penting untuk mendukung keberhasilan 
implementasi suatu kebijakan. Semua kepala bidang dan kepala seksi 
maupun staf yang ada di BNNP DIY khususnya bidang pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat sangat memahami kebijakan P4GN 
diimplementasikan dan harus disosialisasikan ke masyarakat luas. Hal 
tersebut bertujuan agar masyarakat menjadi sadar dan juga paham 
bahwa permasalahan narkoba merupakan masalah bersama. Sehingga 
msyarakat yang sudah mendapatkan informasi tidak berfikir untuk 
memakai narkoba. 
Seperti yang diakatakan oleh Bapak HR : 
“Pencegahan kan mencegah dari yg belum terjadi jangan sampai 
terjadi. Tujuan BNNP semua komponen masyarakat tidak 
memakai, yang imun tetap imun. Yang memakai berhenti 
memakai.” 
Sedangkan Ibu ST mengatakan : 
“Pemberdayakan masyarakat, intinya kita melanjutkan teman-
teman pencegahan, kan teman-teman pencegahan sudah berhasil 
memberikan informasi (Diseminasi Informasi) terkatit bahaya 
narkoba, nah kiranya orang-orang yang sudah mendapatkan 
informasi dan sekiranya mempunyai kemampuan untuk berdaya 
dan membantu kami melaksanakan P4GN kita berdayakan. 
Karena permasalahan narkoba bukan lagi masalah BNN, 







Didukung oleh Ibu DK yang mengatakan : 
 
“Kita membuat kader supaya mereka bisa bergerak sendiri. 
bagaimana mereka bisa bergerak menjadi perpanjangan tangan 
kita, bisa mengaplikasi gerakan P4GN di lingkungan 
mereka/masing-masing. Intinya kita ingin sama-sama yuk 
memerangi narkoba.”  
 
Mendukung pernyataan narasumber dari BNNP, pihak Dikpora 
DIY Bapak BK juga mengatakan : 
“Narkoba itu kan sangat kompleks ya, dia punya kekuatan-
kekuatan yg udah dipenjara aja bisa mengendalikan, itu kan 
sangat serius dan sangat sulit. Perlu kebersamaan untuk 
menanganinya. Ya yang kita lakukan di pendidikan formal 
adalah pencegahan.” 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, dapat 
disimpulkan bahwa BNNP DIY memahami apa yang menjadi arah dan 
tjuan dari kebijakan P4GN khususnya bagi pelajar. Selain itu BNNP 
DIY juga memahami bahwa permasalahan narkoba merupakan 
permasalahan bersama yang membutukan sinergitas di semua lapisan 
masyarakat. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan 
pelajar membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, 
termasuk Dikpora maupun sekolah-sekolah. Dikpora DIY juga 
memahami bahwa permasalahan narkoba sangat kompleks dan 
memerlukan kebersamaan untuk menanganinya. 
Program yang sudah diimpelementasikan selain mendapatkan 
respon, tentunya akan menciptkan hasil. Hasil yang dicapai dapat 
menjadi penilaian apakah implementasi kebijakan yang dilakukan 
menunjukkan hasil yang sudah sesuai harapan dan tujuan atau belum. 
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Hasil dari implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada kalangan 
pelajar yang sudah dilakukan BNNP DIY, terutama fokus pada 
pencegahan secara langsung adalah terbentuknya satgas-satgas di 
sekolah-sekolah di DIY. Terbentuknya satgas-satgas atau kader anti 
narkoba di sekolah merupakan hasil dari pencegahan yang memberikan 
pemahaman dan pengetahuan tentang narkoba, kemudian dari siswa 
atau sekolah mempunyai kesadaran untuk membentuk satgas di 
sekolahnya.  
Seperti dikatakan oleh Bapak HR : 
“Hasil dari pencegahan ya terbentuk satgas di sekolah-sekolah, 
tapi kalau untuk yang belum ya kita dorong lagi.” 
Dikatakan juga oleh Ibu EL bahwa hasil dicapai dikatakan 
positif : 
“Hasilnya positif, masukan juga positif, kalau setelah diadakan 
sosialisasi kemudian sekolah membentuk satgas.” 
 
Sedangkan Ibu ST mengatakan bahwa : 
 
“Bisa dikatakan dayamas itu pembentuk kader, kita membentuk 
kader ke sekolah-sekolah, bisa karena memeang sasaran kita 
atau atas permintaan sekolah. Sekolahsekolah yang sudah punya 
kader, dan hidup dalam artian jalan, sekarang mereka sudah giat 
melaksanakan program di sekolah, sosialisasi P4GN. Sekolah 
juga menganggarkan. Kayak lomba sekolah bebas narkoba itu 
juga hasil dari kader-kader di sekolah yg udah punya program, 
mereka melombakan program2nya. nah kita apresiasi dengan 







Mendukung pernyataan dari narasumber BNNP DIY, salah satu 
siswa AN yang menjadi satgas di sekolahnya mengatakan : 
“Sudah menjadi satgas, di sekolah bagaimana mengajak teman-
teman di sekolah untuk sama- bertanggung jawab mencegah 
narkoba di sekolah. Mengajak teman-teman untuk peduli 
terhadap narkoba. dan bikin program di sekolah yang bertujuan 
mencegah penyalahgunaan narkoba. sebenarnya ini asalnya 
program dari BK, tp skrg udah terstruktur ke OSIS.” 
 
Untuk menguatkan pernyataan dari narasumber diatas, peneliti 
melakukan studi dokumen dengan melihat dokumen dari BNNP DIY 
yang memaparkan hasil dari implementasi dari program BNN pada 
kalangan pelajar. Dari hasil wawancara dan studi dokumen yang telah 
dilakukan, peneliti dapat menggambarkan hasil implementasi dalam 
bagan berikut : 
Bagan.11  Capaian/hasil dari Program BNNP DIY TA 2014/2015 
















































Dari hasil wawancara dan dokumen BNNP di atas, dapat 
disimpulkan bahwa hasil dari impelementasi kebijakan Pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) 
pada kalangan pelajar melalui program-program adalah dapat 
membentuk alur. Program diseminasi informasi menghasilkan para 
pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap narkoba 
termasuk bahaya dan tips menghindarinya. Kemudian program 
advokasi mendorong sekolah untuk membuat program di sekolah dalam 
rangka P4GN serta menciptakan suasana belajar di sekolah yang 
nyaman dan bebas dari narkoba melalui yel-yel atau tagline. Kemudian 
pembentukan kader/satgas anti narkoba menghasilkan kader-kader atau 
satuan tugas (satgas) anti narkoba di sekolah-sekolah. Dengan 
terbentuknya kader atau satgas anti narkoba berarti semakin bertambah 
siswa-siswa yang memahami dan dapat mensosialisasikan P4GN di 
lingkungan sekolahnya. Selain itu dari terbentuknya satgas anti narkoba 
di sekolah, juga menghasilkan program-program atau kegiatan di 
sekolah yang mengarah ke kebijakan P4GN.   
3. Evaluasi 
Sebuah program setelah dilaksanakan perlu adanya evaluasi. 
Evaluasi diperlukan untuk mengetahui adakah kekurangan dalam 
melaksanakan program. Selain itu evaluasi juga digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana program berhasil dilakukan dan bagaimana 
respon dari sasaran program. 
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1) Program Diseminasi Informasi 
Program diseminasi informasi dilakukan dengan melibatkan 
pelajar. Dalam mengevaluasi program diseminasi informasi BNNP 
DIY melakukan evaluasi setelah program berjalan. Salah satu alat 
untuk evaluasi adalah menggunakan quisioner dengan menyebarkan 
ke peserta diseminasi informasi. Selain itu evaluasi juga dilakukan 
oleh internal seksi.  
Seperti dikatakan oleh Bapak HR : 
 
“Evaluasi kita ada Pre Test sama Post test untuk memonitor 
kegiatan, tapi kalau untuk sekarang cuma Pre tes menggunakan 
quisioner saja untuk mengetahui apa yang perlu ditindak 
lanjuti. Kegiatan juga ada monev, rapat intern, apa yang 
kurang hambatannya apa, laporannya ke Kepala BNNP.” 
 
Dikatakan juga oleh Ibu El : 
“Ada quisioner untuk mengetahui apakah materi bisa diterima, 
atau hanya lalu saja jd nanti ada evaluasi. Ada monevnya. 
Kalau monev habis kegiatan hanya 1x saja setelah kegiatan 
semua selesai.” 
Sedangkan Ibu HD mengatakan : 
“Quisioner hasilnya positif, masukan juga positif, diadakan 
sosialisasi kemudian tertarik membentuk satgas. Quisioner kita 
nilai dari segi aspek prilaku pengetahuan, setelah ada 
penyuluhan mereka paham nggak.” 
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat 
disimpulkan bahwa evaluasi pada program diseminasi informasi 
dilakukan BNNP dengan mengadakan rapat evaluasi untuk 
mengetahui adakah kendala selama kegiatan dan apa tindak lanjut 
dari kegiatan. Selain itu untuk mengetahui pemahaman peserta 
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diseminasi BNNP DIY membagikan quisioner untuk mengetahui 
bagaimana respon peserta terhadap kegiatan yang dilakukan. 
2) Program Advokasi 
Pada program advokasi, evaluasi yang dilakukan oleh BNNP 
DIY menggunakan blangko quisioner untuk mengetahui 
permasalahan sekolah dalam melaksanakan P4GN. Hasil dari 
evaluasi digunakan untuk tindak lanjut apa yang perlu dilakukan 
untuk membantu sekolah melaksanakan P4GN. 
Dikatakan oleh Bapak MY : 
 
“Evaluasi pakai Blangko, ngelist apa permasalahan sekolah. 
Biasanya kemudian ada penyuluhan lanjutan. Kalau yang 
belum ada satgas, buat satgas, manggil yang sudah ada satgas 
yang belum ngikutin yang sudah ada.” 
 
Sedangkan Ibu El megatakan evaluasi dilakukan secara 
internal seksi : 
“Biasanya evaluasi ada rapat intern, apa yang kurang 
hambatannya apa, laporannya ke Ka BNNP.” 
 
Didukung oleh Ibu HD yang mengatakan : 
 
“Kalau setiap ada kegiatan kita pasti ada rapatnya, evaluasi 
dulu kegiatan kemaren apa, yg besok kurang apa.” 
 
Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat 
disimpulkan bahwa evaluasi pada program advokasi dilakukan 
BNNP dengan mengadakan rapat evaluasi untuk mengetahui adakah 
kendala selama kegiatan dan apa tindak lanjut dari kegiatan. Selain 
itu BNNP DIY mencari tahu permasalahan yang dihadapi sekolah 
dengan membagikan blangko permasalahan. Dimana blangko 
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tersebut digunakan untuk menentukan tindak lanjut apa yang akan 
dilakukan BNNP DIY untuk membantu sekolah melaksanakan upaya 
P4GN di sekolahnya. 
3) Pembentukan Kader/Satgas Anti Narkoba 
Pada program pembentukan kader/satgas anti narkoba BNNP 
melakukan evaluasi secara internal maupun eksternal. Secara 
internal BNNP DIY melakukan rapat internal untuk mengetahui apa 
yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Selian itu 
evaluasi juga digunakan untuk menentukan tindak lanjut apa yang 
dilakukan setelah terbentuknya kader. 
Seperti dikatakan oleh Ibu ST : 
 
“Karena kita kan beberapa tahun kemarin sibuk mencetak 
kader-kader, melakukan pelatihan jadi kita evaluasi dengan 
istilahnya menganalisis setelah dibentuk kader terus apa yang 
akan dilakukan kader, apa yang dibutuhkan oleh kader agar 
tetap hidup/berjalan.” 
 
Sedangkan Ibu LS mengatakan : 
 
“Kita evaluasi selalu ada rapat baik sebelum kegiatan maupun 
setelah kegiatan. Kalau sebelum kegiatan biasanya cek apa 
yang kurang buat besok, kalau setelah ya apa yang jadi kendala 
dalam kegiatan, tindak lanjutnya seperti apa.” 
 
Ibu DK mengatakan : 
 
“Dari hasil evaluasi kader yang sudah dibentuk perlu dikuatkan 
agar bisa bertahan, kita tidak hanya sekedar membentuk saja 
tapi juga perlu penguatan dan tindak lanjut terhadap kader” 
 
Dari wawancara dengan narasumber di atas, dapat disimpulkan 
pada evaluasi pada program pembentukan kader anti narkoba 
dilakukan oleh BNNP DIY dengan mengadakan rapat internal. 
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Dalam rapat dibahas bagaimana tindak lanjut setelah terbentuk 
kader, fasilitas apa yang diperlukan oleh kader-kader untuk 
menjalankan programnya dan kebutuhan apa yang dibutuhkan. 
4) Pemberdayaan Kader/Satgas Anti Narkoba 
Pada program pemberdayaan kader/satgas anti narkoba yang 
dilaksanakan melalui kegiatan lomba sekolah bebas narkoba, BNNP 
DIY melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama. Monitoring 
dilakukan untuk mengetahui program yang telah didanai BNN 
berjalan dengan baik. Monev dilakukan selain oleh BNNP DIY 
tetapi juga dilakukan oleh Inspektorat/BNN pusat. 
“Monitoringnya misal sekolah punya kegiatan sosialisasi 
mereka harus bikin proposal program itu, diajukan ke 
bendahara, bendahara acc baru dana bisa cair. Misal dia dapat 
uang 25juta, satu sosialisasi 500rb ya cair 500rb, kemudian dia 
buat SPJ/pertanggung jawaban. Sampai nanti bertahap ada 
kegiatan apalagi, dana cair turun secara bertahap sampai 
mencapai 25jt. Nah monev nya selain bendahara dari 
kita/BNNP, tapi dilakukan juga oleh inspektorat/BNN pusat, 
kemudian BPK. Program ke program, baru ngajuin. Kadang 
kita nengok kesana juga.” 
Untuk menguatkan jawaban dari narasumber, peneliti melihat 
dokumen panduan kegiatan Pemberdayaan Sekolah Bebas Narkoba 
(PSBN). Dalam dokumen panduan pemberdayaan sekolah bebas 
narkoba dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui supervisi oleh 
tim evaluasi dan penilai. Ada beberapa aspek yang menjadi bahan 
penilaian dan evaluasi dalam program PSBN. Diantaranya indikasi 
peserta, gerakan peserta, dorongan stakeholder dan kelembagaan. 
Aspek terebut untuk mengetahui apakah peserta PSBN mengikuti 
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kegiatan berdasarkan kemauan diri sendiri atau ada dorongan dari 
sekolah. Kemudian bagaimana stakeholder di sekolah mendukung 
program yang dilaksanakan sekolah dalam upaya P4GN.  
Dari hasil wawancara dengan narasumber dan hasil dokumen 
di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh 
BNNP DIY pada setiap program. Peneliti dapat menggambarkan 
melalui tabel berikut : 
Tabel 7. Evaluasi yang Dilakukan BNNP DIY Pada Program 
Program Evaluasi 
Diseminasi Informasi Dilakukan melalui quisioner saat 
kegiatan 
Hasil: beberapa sekolah berinisiatif 
membentuk kader anti narkoba. 
Advokasi Dilakukan saat kegiatan melalui 
diskusi dengan sekolah. 
Hasil: beberapa sekolah 
mengemukakan belum ada payung 





Dilakukan internal BNNP/Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat. 
Hasil : kader yang telah terbentuk 
perlu penguatan dan tindak lanjut. 
Pemberdayaan Kader 
melalui Lomba Sekolah 
Bebas Narkoba 
Dilakukan Monitoring Evaluasi oleh 
Tim. Dipantau dan inspeksi ke 
sekolah-sekolah yang diberdayakan 
selama melaksanakan program 
 
4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pencegahan 
Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan suatu kebijakan dari 
pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan 
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narkoba di masyarakat. Yang menjadi sasaran program ini adalah 
masyarakat di lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, 
lingkungan pekerja/swasta, dan lingkungan masyarakat. Dalam 
mengimplementasikan kebijakan pasti ada faktor pendukung, baik dari 
dalam (internal) BNNP DIY maupun dari luar (eksternal) BNNP DIY 
seperti pemerintah maupun masyarakat. 
Faktor pendukung tersebut seperti yang dikatakan Bapak HR : 
“Disetiap kegiatan, ada dukungan rapat persiapan, persiapan apa 
yang sudah dilaksanakan, apa yang belum, kamu apa, ditunjuk, 
yang tersedia apa, intern seksi/bidang lain. Kita didukung juga 
oleh staf yang masih muda, masih energik. Keterlibatan bidang 
lain pas proposal. Butuh kendaraan dr logistik, bentuk 
koordinasi/kerjasama. Kalau kegiatan yang lain pentas/besar 
minta bidang lain.  
Senada dengan Bapak HR, Ibu EL juga mengatakan : 
“Kalau setiap ada kegiatan kita pasti ada rapatnya, evaluasi dulu 
kegiatan kemaren apa, yang besok kurang apa.” 
Ibu DK juga mengatakan : 
“Hampir semua lembaga ikut dukung karena BNN tidak bisa 
berjalan sendiri, mereka koordinatif dan kooperatif. Di bidang 
selalu dukung. Kabid kasi mau mendengarkan. Dengan bidang 
lain tidak putus juga saling butuh, mereka butuh kita juga butuh. 
Lembaga lain Saling dukung, kadang mereka punya program 
sendiri dan ngundang kami.” 
Sedangkan ibu ST yang mengatakan : 
“Instansi sekarang mereka punya program, mereka 
menganggarkan untuk ada program yang mengarah ke kebijakan 
P4GN di lembaganya.” 
Senada juga dengan Ibu ST, Bapak HR mengatakan : 
“Kalau dari pemda kita didukung ya, kan ada perda no 13 th 
2010 itu ya, jadi mulai sekarang lembaga/instansi-instansi 
sekolah harus dukung P4GN ini.” 
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Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 
pendukung dalam implementasi kebijakan P4GN ada faktor dari dalam 
(internal) BNNP maupun dari luar (eksternal) BNNP. Faktor dari 
dalam berupa hubungan antar karyawan/staf dengan kepala bidang atau 
seksi yang terjalin dengan baik. Selain itu setiap akan ada kegiatan, ada 
dukungan koordinasi atau rapat persiapan. Sedangkan faktor dari luar, 
adalah adanya peraturan daerah no 13 tahun 2010 yang mewajibkan 
membentuk satgas anti narkoba di instansi di wilayah DIY. Kemudian 
lembaga maupun institusi di lingkungan pemerintah daerah mendukung 
penuh kebijakan P4GN dengan memulai membuat satgas anti narkoba 
di instansinya maupun membuat dan melaksanakan program yang 
mengarah pada upaya P4GN di lingkungan instansinya seperti sekolah-
sekolah. 
5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan 
Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan kebijakan dari 
pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan 
narkoba di masyarakat. Yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah 
lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintah, lingkungan 
pekerja/swasta, dan lingkungan masyarakat. Dalam mengimplementasi 
kebijakan dan program selain ada faktor pendukung, pasti ada faktor 
penghambat juga, baik dari dalam (internal) BNNP DIY maupun dari 
luar (eksternal) BNNP DIY seperti pemerintah maupun masyarakat. 
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Faktor dari dalam BNNP DIY adalah dirasa kurang nya SDM 
yang dimiliki oleh bidang tidak sebanding dengan kegiatan di bidang 
yang sangat banyak.  
Hal tersebut diakui oleh kabid Pencegahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Bapak BW: 
“Yang manjadi kendala dalam melaksanakan, yaitu terbatasnya 
SDM karena mobilitasnya tinggi.” 
 
Didukung oleh Bapak AR yang mengatakan : 
“Banyak permintaan dari masyarakat, untuk sosialisasi, tes 
urine,. Dengan staff segitu, tidak bisa memenuhi semua 
permintaan.” 
Senada dengan Bapak BW dan Bapak AR, Bapak HR 
mengatakan: 
“Permasalahannya SDM ya kita ini, karena ada yang punya 
Jabatan fungsionalnya sebagai penyuluh tetapi tidak bisa 
menyuluh karena kendala secara kualitas. Kita juga hanya punya 
4 orang di seksi cegah.” 
Mendukung pernyataan Bapak HR, Ibu ST juga mengatakan : 
“Karena kita ini kayak tumpang tidih, luas yg harus kita hadapai 
dan tidak didukung SDM yg memadahi secara kualitas maupun 
kuantitas, kita nggarap ini sudah selesai, kemudain sudah ada yg 
lain padahal yang ini tidak ada yang ngikutin, Tidak semua 
SDM memiliki kemampuan. Seorang kapabilitasnya, penyuluh 
tidak bisa sebagai penyuluh. Jadi penyuluh otodidak, dan ikut 
pelatihan sendiri, jadi sesama antar penyuluh tidak seragam.”  
Dikatakan juga oleh Ibu EL bahwa SDM menjadi salah satu 
hambatan : 
“Lebih tenaga, personil. Cegah hanya 4 orang padal th ini 






Seperti Ibu EL, Ibu HD juga mengatakan : 
“SDM, kita harus gerak cepat, karena 1minggu 2x jd 1x, kita 
nggak bisa pecah.” 
Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh bidang pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat tidak semua berlatarbelakang sebagai 
penyuluh. Karena ada perpindahan karyawan yang latar belakangnya 
bukan dari P2M, sehingga hal tersebut menjadi penghambat. Seperti 
yang dikatakan beberapa narasumber di atas, bahwa latar belakang yang 
bukan sebagai penyuluh menjadi sedikit hambatan, karena tidak bisa 
melaksanakan fungsinya sebagai penyuluh. Menguatkan beberapa 
pernyataan narasumber diatas, staf yang belum lama masuk ke bidang 
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pun mengakui bahwa masih 
sulit dan masih beradaptasi sebagai penyuluh.  
Seperti dikatakan Ibu FL : 
“Kendala? Di program. Latar belakang dari seorang lab. 
Melakukan yang banting stir, adaptasi masih lama, kadang 
masih bingung.” 
 
Senada dengan Ibu FL, Saudara YD juga mengatakan : 
 
“Saya baru 1bulan ini di dayamas, jadi ya tahunya baru 1bulan 
ini. Sebelunya di berantas, jadi banting stir banget istilahnya. 
Biasanya nanganin yg nggak bener lah, skrg nangani orang yg 
bener, sehat.” 
Juga dikatakan Bapak MY : 
“Saya di cegah belum lama, lama di rehab di jakarta jadi masih 
ngraba-ngraba, saya juga kan mau pensiun jadi pengennya saya 
agak renggang gitu.” 
Selain faktor penghambat yang diutarakan dari segi internal 
yaitu Sumber daya manusia yang kurang memadai, faktor penghambat 
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dari luar yaitu dari segi peserta yang kurang tepat sasaran, karena 
peserta yang datang sudah sering mendapatkan sosialisasi. Seperti 
dikatakan Bapak HR :  
“Sebagian besar peserta kalau  kita ada sosialisasi yang datang 
mereka yang sering mendapat sosialisasi, yang diundang Osis 
nya atau satgasnya, jadi sosialisasi kurang hidup, tanya jawab 
tidak hidup, sebenernya bagus untuk menambah wawasan. 
Dalam kegiatan ada yang antusias ada yang tidak, negeri swasta 
berbeda, perkotaan dan pedesaan berbeda. Sering dapat 
sosialisasi dengan yang belum bisa jadi hambatan bisa juga daya 
dukung. Sama yang diundang Osis nya, bukan anak yang 
potensi menggunakan. Kendalanya wilayahnya cakupannya 
luas, yang diundang cuma yang dekat-dekat. 
Mendukung pernyataan Bapak HR, Ibu EL juga mengatakan : 
“Kalau saya rasa sih, dari pihak sekolah ya mungkiin, kalau kita 
ngundang peserta yang dikirimkan yang sudah pernah dapat 
sosialisasi, padahal kita pengennya yang regenarasi, misal adek 
kelas, malahan ada yang sudah jd satgas. Sasarannya yang 
belum pernah, malah yang datang pernah jadi panitia.” 
Diakui juga oleh pihak Disdikpora DIY Bapak BK : 
“Permasalahannya, kita ini kalau untuk melakukan pencegahan, 
ya yang datang dari sekolah-sekolah itu yang memang di jalur 
hijau, artinya mereka yang baik-baik kayak osis atau yang aktif 
di sekolah, kan mereka udah jelas baik-baik, ya bagus sih 
menambah wawasan. Tapi ini loh menangani jalur kuning yang 
kurang. Artinya siswa-siswa yang terindikasi, kita kurang data, 
jadi ya kita tidak tahu. mungkin dari BNNP atau kepolisian. 
Harusnya kan pencegahan juga menyasar jalurr kuning, siswa 
yang potensial dan terindikasi untuk menggunakan. Kemudian 
dampak yang signifikan yang sesudah sosialisasi, ke siswa yang 
lain itu kita juga belum. 
Hambatan atau tantangan yang ada dikarenakan program 
pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan program yang 
membutuhkan peran serta masyarakat apapun jenis pekerjaannya. 
Mengetuk hati dan mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta 
memerangi narkoba menjadi tantangan tersendiri.  
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Seperti dikatakan Ibu ST :  
“Menurutku, peserta, kalau dayamas ini kan khusus orang-orang 
yang terpanggil yang secara hati melakukan hal-hal baik yang 
ada di sekitar, untuk mencari orang itu tidak mudah. Apalagi 
pekerja swasta. Itu tantangan kita, kalau pencegahan kan di fase 
kognitif, dari yang tidak tahu menjadi tahu, kalau dayamas kita 
menggerakkan hati. Karena P4GN tidak ada keuntungan.” 
 
Selain permasalahan yang berhubungan dengan manusia dan 
sarana minimnya data yang signifikan terkait angka penyalahguna pada 
kalangan pelajar dirasa menjadi penghambat karena menyulitkan untuk 
menentukan sasaran yang benar-benar seharusnya disasar. Hal tersebut 
dikatakan Bapak BK “ 
“Kita juga kurang data, minim banget jadi pelanggaran-
pelanggaran yg dilakukan di kab/kota kita kurang mengetahui.” 
Didukung Bapak ED yang mengatakan : 
“Kendalanya, di data ya mbak, kita DIY pravelensi pengguna 2-
3 sekian, rentan usia 10-59 tahun. Tapi kita kan perlu ada 
tinjauan lg yang usia-usia pelajar itu ada berapa, seberapa kita 
kan perlu tahu itu. Jadi kita bisa tahu, kita bisa langsung ke 
sasaran gitu, anak-anak yang rentan.” 
Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada 
kalangan pelajar, perlu adanya dukungan data yang menunjukkan pada 
taraf mana pelajar di DIY menyalahgunakan narkoba. Selain itu data 
yang menunjukkan pelajar-pelajar rentan menyalahgunakan narkoba 
juga dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan lebih menyasar secara 
tepat.  
Selain dari segi sumber daya manusia maupun peserta yang ikut 
serta dalam program, faktor yang dirasakan menjadi penghambat adalah 
dari segi anggaran yang terbatas dan top down. 
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Hal tersebut seperti dikatakan oleh Ibu HD : 
“Anggaran karena kita top down ya, kita ngikut sama pusat. Jadi 
ya kita harus menyesuaikan. Program juga top down, jadi misal 
sebenarnya kita nggak butuh/wilayah nggak butuh, tapi banyak 
wilayah yang butuh ya udah kita juga diikutin.” 
Didukung oleh pernyataan Bapak HR : 
“Kemudian anggaran, terpaku sama pemerintah pusat, kalau 
anggaran banyak tapi staf kurang ya kita keponthal ponthal”. 
Dikatakan juga oleh Bapak BW : 
“anggaran kita ini juga terbatas, dukungan pemerintah, 
kurangnya sosialisasi perda harusnya pemda yang 
mensosialisasikan, tapi malah BNNP ikut mensosialisasikan.” 
Senada dengan Bapak BW Ibu EL mengatakan : 
“Kalau anggaran, dibilang kurang ya kurang,kita harus mepet-
mepetin banget, kita butuh ATK atau seminar kit pas sosialsiasi, 
snack ya kita menyesuaikan anggaran.” 
Dari berbagai jawaban dari narasumber di atas, faktor 
penghambat implementasi kebijakan yang paling utama adalah 
keterbatasan SDM dari BNNP sendiri, dimana mobilitas kegiatan staf 
sangat tinggi. Kemudian selain itu dari segi keterbatasan anggaran yang 
top down artinya dianggarkan langsung dari pemerintah pusat, sehingga 
daerah hanya melaksanakan saja. Dari segi eksternal peserta yang 
dilibatkan dalam kegiatan sebagian besar malah yang sudah pernah atau 
sering mendapatkan sosialsiasi. Padahal sasaran yang diinginkan oleh 
BNNP DIY adalah pelajar yang rentan menyalahgunakan narkoba 
sehingga sosialisasi menjadi kurang hidup. Hal terebut juga diakui oleh 
pihak Disdikpora DIY yang sering bekerjasama dengan BNNP DIY 
apabila ada kegiatan. Selain itu, keterbatasan data yang menunjukkan 
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para pelajar yang rentan/riskan menyalahgunakan narkoba juga masih 
kurang, sehingga untuk menyasar ke pelajar-pelajar yang rentan belum 
maksimal. Dari hasil tersebut peneliti dapat menggambarkan faktor 
pendukung dan penghambat implementasi kebijakan P4GN dalam 
bentuk tabel berikut ini : 
Tabel 8. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi P4GN 
Faktor Internal/dalam 
BNNP DIY 




Faktor dari dalam berupa 
hubungan antar 
karyawan/staf dengan 
kepala bidang atau seksi 
yang terjalin dengan baik. 
Selain itu setiap akan ada 
kegiatan, ada dukungan 
koordinasi atau rapat 
persiapan 
Adanya peraturan daerah no 13 
tahun 2010 yang mewajibkan 
membentuk satgas anti narkoba di 
instansi di wilayah DIY. 
Kemudian lembaga maupun 
institusi di lingkungan pemerintah 
daerah mendukung penuh 
kebijakan P4GN dengan memulai 
membuat satgas anti narkoba di 
instansinya maupun membuat dan 
melaksanakan program yang 
mengarah pada upaya P4GN di 




Keterbatasan SDM dari 
BNNP sendiri, dimana 
mobilitas kegiatan staf 
sangat tinggi. 
Kemampuan masing-
masing staf yang berbeda 
secara kualitas. 
Segi peserta : peserta yang datang 
terutama diseminasi informasi 
kurang tepat sasaran/kurang 
maksimal karena yang dikirimkan 
sudah pernah mendapatkan 
sosialisasi bahkan menjadi kader, 
padahal sasaran yang diinginkan 
oleh BNNP adalah siswa yang 
rentan terhadap penyalahgunaan 
narkoba. 
Segi anggaran dan program : 
anggaran dan program yang 
ditentukan dari pusat, padahal 





Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan 
P4GN baik dari segi SDM, anggaran, peserta, membutuhkan solusi atau 
upaya agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama. 
Solusi yang dikatakan Bapak BW : 
“Cara mengatasi keterbatasan SDM ya membentuk 
kader/penggiat anti narkoba tadi, harapannya mereka tidak perlu 
mengundang BNNP lagi, karena mereka sudah bisa mandiri. 
Untuk anggaran, masyarakat swadaya mengumpulkan anggaran 
sendiri, ya dengan pelatihan yang diberikan BNNP. 
Mengoptimalkan masyarakat melalui RT, atau indekos.” 
Hampir sama dengan Bapak BW, Bapak HR mengatakan : 
“Untuk mengatasi sdm yang terbatas ya, kita mensiasati dengan 
seksi lain misal dayamas kan masih satu bidang. Kemudian 
Kegiatannya jangan terlalu banyak, 1minggu sekali atau maks 
2x.”  
Solusi dari permasalahan sistem yang top down ibu HD 
mengatakan :  
“Dari pusat yaudah dilaksanain dulu.  kalau ada juknisnya itu 
udah terlambat, jadi kita ngira-ngira sendiri.” 
 
Membuat jejaring dengan sekolah diperlukan agar 
mempermudah komunikasi dan koordinasi. Seperti perkataan Bapak 
HR : 
“Kita baru mengupayakan/merencanakan membuat jejaring 
dengan sekolah-sekolah supaya memudahkan kalau koordinasi, 
atau kita membutuhkan data kita bisa mudah. Karena itu perlu 
tapi sekarang belum.” 
Senada dengan Bapak HR, Ibu ST juga mengatakan : 
“Kita baru mau membangun jejering ya ke sekolah-sekolah, 





Juga dikatakan Bapak MY : 
“Kita perlu membuat jejaring ya ke sekolah-sekolah, biar 
mempermudah kita koordinasi.” 
Dari hasil wawancara di atas, saran yang disusulkan oleh BNNP 
DIY dapat disimpulkan dengan membuat jejaring ke sekolah-sekolah. 
Jejaring diperlukan agar ada sistem yang mengikat antara BNNP DIY 
dengan sekolah. Apabila BNNP DIY membutuhkan data ataupun 
melakukan kegiatan yang melibatkan pelajar bisa berkoordinasi dengan 
sekolah. Begitu juga apabila ada permasalahan di sekolah yang 
menyangkut narkoba bisa langsung berkoordinasi dengan BNNP DIY 
karena sudah mempunyai jejaring. 
C. Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar di Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY 
Dalam membahas program BNNP DIY dalam rangka 
implementasi kebijakan P4GN peneliti menggunakan teori Charles O. 
Jones yang mengemukakan bahwa ada tiga pilar pada aktifitas 
implementasi yang meliputi tahap Interpretasi, tahap Pengorganisasian, 
dan dan tahap Aplikasi. Sedangkan komponen yang dapat 
mempengaruhi proses implementasi menurut Van Metter dan Van 
Horn ada 6 komponen. Yang meliputi Standar dan Sasaran, 
sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakterisitik agen 





Interpretasi merupakan tahap mengartikan dan menjabarkan 
kebijakan yang masih umum menjadi lebih teknis operasional. 
Interpretasi dapat juga berupa aktifitas menafsirkan agar program 
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima 
serta dilaksanakan. Kebijakan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) merupakan 
kebijakan pemerintah Indoneisa untuk menekan dan melindungi 
masyarkat indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba. Kebijakan P4GN ini kemudian menjadi wewenang Badan 
Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga pemerintah 
non kementerian yang secara khusus menangani permasalahan 
narkoba untuk menjadi pelaksana kebijakan. BNN berpusat di 
Jakarta. Untuk menjangkau di daerah-daerah yang ada di 
Indonesia, BNN memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan di 
tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi BNN menjadi Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) kemudian pada tingkat 
kabupaten BNN menjadi Badan Narkotika Nasional 
Kota/Kabupaten (BNNK). Hubungan dalam organisasi/lembaga 
BNN dengan BNNP/BNNK adalah secara vertikal yang artinya 
BNNP/BNNK berada dibawah koordinasi BNN pusat. 
Kebijakan P4GN merupakan kebijakan yang berasal dari 
pemerintah pusat. P4GN memiliki pilar/fokus untuk menangani 
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permasalahan narkoba yaitu pencegahan, pemberantasan, 
rehabilitasi dan penguatan hukum. Untuk di tingkat daerah pilar 
yang dijalankan adalah pencegahan, pemberantasan serta 
rehabilitasi. Sasaran dari kebijakan P4GN merupakan masyarakat 
sehat, pecandu dan pengedar narkoba.  
Dalam mengimpelementasi kebijakan P4GN, BNN 
memiliki program-program yang mengarah kepada pencegahan, 
pemberantasan dan rehabilitasi bagi pecandu. Pada tingkat 
daerah/provinsi dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wewenang 
sebagai implementator kebijakan dan program BNN di tingkat 
provinsi.  
Berdasarkan hasil dari data yang telah dikumpulkan, BNNP 
DIY tidak melakukan interpretasi pada kebijakan dan program 
BNN. Hal tersebut dikarenakan kebijakan dan program yang ada di 
BNNP DIY merupakan kebijakan dan program yang berasal dari 
BNN pusat.  Selain itu kebijakan serta program tersebut sama 
antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam 
melaksanakan program-program BNN, BNNP DIY memiliki 
kewenangan untuk membuat rencana kerja untuk satu tahun 
anggaran dan menentukan sasaran pokok dari program yang 
disesuaikan dengan kondisi di DIY. Sesuai dengan teori dari Jones 
yang mengemukakan bawa tahapan interpretasi pada proses 
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implementasi merupakan penjabaran kebijakan atau program 
menjadi rencana agar dapat dilaksanakan, maka BNNP DIY dapat 
dikatakan sudah melakukan interpretasi. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan langkah BNNP DIY merespon kebijakan dan program dari 
BNN dengan membuat rencana kerja BNNP DIY dan menentukan 
sasaran pokok dari program. Dalam menentukan sasaran, BNNP 
menggandeng institusi dan lembaga di pemerintah daerah DIY. 
Dengan begitu BNNP DIY juga melakukan hubungan antar 
organisasi dengan institusi/lembaga lain di luar BNNP. Hubungan 
antar organisasi merupakan salah satu komponen yang mendukung 
implementasi.  
Dari hasil interpretasi yang dilakukan oleh BNNP DIY 
maka program yang menyasar ke pelajar lebih kepada upaya 
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program yang 
sasarannya pelajar adalah diseminasi informasi, advokasi, 
pembentukan kader/satgas anti narkoba dan pemberdayaan 
kader/satgas anti narkoba di sekolah-sekolah. 
Sebagai lembaga yang mempunyai hubungan vertikal atau 
langsung dengan pemerintah, BNNP DIY tidak bisa leluasa dalam 
melakukan interpretasi terhadap kebijakan. Hal tersebut 
dikarenakan BNNP DIY mengikuti dari apa yang telah ditentukan 
oleh BNN pusat mulai dari kebijakan atau program. BNNP tidak 
bisa mengembangkan program yang dijalankan sesuai dengan 
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kondisi atau situasi di daerah. Semuanya tergantung dari kebijakan 
dan ketentuan dari pusat dan pertimbangan dari daerah-daerah lain 
di Indonesia. Dengan begitu BNNP DIY tidak bisa 
menginterpretasi kebijakan sesuai dengan kondisi di daerah. BNNP 
DIY hanya mempunyai wewenang untuk menentukan sasaran 
pokok dari kebijakan dan program yang sebelumnya juga telah 
ditentukan.  
Apabila mengacu pada teori kebijakan, kebijakan P4GN ini 
lebih cenderung kepada model yang top down. Hal tersebut 
dikarenakan kebijakan ini berasal dari pusat dan segala sesuatunya 
telah diatur dari pusat, mulai dari program penentuan anggaran dan 
sarana prasarana. BNNP hanya memiliki kewenangan untuk 
menentukan sasaran prioritas. Artinya apabila dipandang dari 
penentuan sasaran prioritas, kebijakan P4GN juga termasuk dalam 
bottom up karena menyesuaikan dengan kondisi di daerah. 
b. Pengorganisasisan 
Dalam implementasi pengorganisasian meliputi penentuan 
sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, pihak 
terlibat/kerjasama, maupun koordinasi yang dilakukan oleh 
pimpinan. Dalam membahas tahap pengorganisasian peneliti 
membahas berdasarkan program-program yang menyasar kalangan 




1) Program Diseminasi Informasi 
Program diseminasi informasi merupakan upaya 
pencegahan kepada masyarakat termasuk pelajar agar terhindar 
dari penyalahgunaan narkoba. diseminasi informasi bertujuan 
untuk menyebarluaskan dan membekali pelajar dengan 
pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba, bahayanya dan 
tips menghindari penyalahguna narkoba. Dengan adanya 
diseminasi informasi maka dengan harapan tidak ada yang mau 
menjadi penyalahguna narkoba. 
Sebagai upaya pencegahan kepada masyarakat, maka 
sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari program 
diseminasi informasi adalah seksi pencegahan yang ada di 
BNNP DIY. Seksi pencegahan berada dalam bidang 
pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh 
kepala bidang dan kepala seksi. Kepala seksi mempunyai 
wewenang mengatur staf yang ada dibawahnya dan 
bertanggungjawab pada program yang ada di seksi nya. Dalam 
mengatur staf, kepala seksi pencegahan BNNP DIY 
memberikan tugas dan tanggungjawab pada setiap kegiatan 
yang akan dilaksanakan. Pada persiapan pelaksanaan program 
ada tahap pengajuan proposal, pembentukan panitia, rapat 
koordinasi, penyiapan bahan/topik, persiapan sarana dan 
prasarana, mengundang peserta, mengundang narasumber, 
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mengundang media, persiapan administrasi dan keuangan. 
Setiap tahap tersebut diberikan tanggungjawab kepada staf 
seksi pencegahan. Pembentukan panitia dilakukan di internal 
seksi pencegahan. 
Apabila berdasarkan teori implementasi, pada tahap 
pengorganisasian ada beberapa komponen dan tahap yang 
dilakukan. Diantaranya penentuan sumberdaya manusia, 
anggaran, sarana prasarana dan pola kepemimpinan atau 
koordinasi yang dilakukan. Dari hasil data yang diperoleh, 
BNNP DIY melakukan pengorganisasian sumberdaya 
masnusia di masing-masing bidang atau seksi dimana sebagai 
pimpinan adalah kepala bidang atau kepala seksi. Hal tersebut 
dikarenakan program yang ada telah sesusai dengan bidang 
atau seksinya. Sebagai pelaksana program diseminasi informasi 
seksi pencegahan yang dipimpin kepala seksi melakukan 
pengorgansiasian terhadap sumberdaya manusia dengan 
mengatur stafnya. Seperti siapa yang membuat proposal, 
mengundang pembicara, mengundang peserta. Untuk 
penentuan anggaran, sarana prasarana seksi pencegahan tidak 
menentukan. Hal tersebut dikarenakan anggaran, fasilitas 
seperti seminar kit sudah ditentukan oleh bidang perencanaan. 
Untuk dapat menggunakan anggaran seksi pencegahan 
membuat proposal kegiatan yang diajukan ke kepala bidang 
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dan kepala BNNP. Untuk menentukan sasaran sekolah mana 
yang akan disasar BNNP DIY melakukan kerjasama dengan 
beberapa pihak seperti Dinas Pendidikan maupun BNN 
Kabupaten. 
Pengorganisasian penting dilakukan untuk menentukan 
siapa pelaksana kebijakan, anggaran yang digunakan, sarana 
prasarana yang diperlukan, atau siapa yang terlibat dalam 
pelaksana kebijakan. Pengorganisasian sumberdaya manusia 
dilakukan BNNP DIY melalui bidang-bidang sesuai dengan 
program yang akan dilaksanakan. Di bidang-bidang tersebut 
peran pimpinan yaitu kepala bidang maupun kepala seksi 
menjadi pokok dan penting. Hal tersebut karena bagaimana 
kepala bidang maupun kepala seksi dapat mengoptimalkan 
sumberdaya manusia yang ada di bidang ataupun seksi. Selain 
sumberdaya manusia sebagai pelaksana, diperlukan penentuan 
anggaran. Anggaran yang diberikan dan ditentukan langsung 
oleh pemerintah pusat menjadikan BNNP sebagai perwakilan 
daerah menjadi kurang leluasa, karena tidak dapat 
menganggarkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan 
daerah. Dengan kata lain BNNP DIY hanya dapat 
mengalokasikan dana dari pemerintah yang sudah ditentukan 




2) Program Advokasi 
Program Advokasi merupakan upaya pencegahan kepada 
masyarakat termasuk pelajar dengan melibatkan lembaga 
sekolah sebagai perantaranya. Advokasi mendorong sekolah 
agar dapat membuat kebijakan dan program yang mengarah 
kepada upaya P4GN di sekolahnya. Advokasi juga merupakan 
upaya pencegahan kepada pelajar melalui sekolah yang 
melibatkan kepala sekolah atau guru. Sebagai pelaksana dan 
penanggung jawab dari program advokasi adalah seksi 
pencegahan BNNP DIY. Seksi pencegahan berada dalam satu 
bidang yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang 
dipimpin oleh kepala bidang dan kepala seksi. Kepala seksi 
mempunyai wewenang mengatur staf yang ada dibawahnya 
dan bertanggungjawab pada program yang ada di seksi nya. 
Dalam mengatur staf, kepala seksi pencegahan BNNP DIY 
memberikan tugas dan tanggungjawab pada setiap kegiatan 
yang akan dilaksanakan. Pada persiapan pelaksanaan program 
ada tahap pengajuan proposal, pembentukan panitia, rapat 
koordinasi, penyiapan bahan/topik, persiapan sarana dan 
prasarana, mengundang peserta, mengundang narasumber, 
mengundang media, persiapan administrasi dan keuangan. 
Setiap tahap tersebut diberikan tanggungjawab kepada staf 
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seksi pencegahan. Pembentukan panitia dilakukan di internal 
seksi pencegahan. 
Apabila berdasarkan teori implementasi, pada tahap 
pengorganisasian ada beberapa komponen dan tahap yang 
dilakukan. Diantaranya penentuan sumberdaya manusia, 
anggaran, sarana prasarana dan pola kepemimpinan atau 
koordinasi yang dilakukan. Dari hasil data yang diperoleh, 
BNNP DIY melakukan pengorganisasian di masing-masing 
bidang atau seksi dimana sebagai pimpinan adalah kepala 
bidang atau kepala seksi. Hal tersebut dikarenakan program 
yang ada telah sesusai dengan bidang atau seksinya. Sebagai 
pelaksana program advokasi seksi pencegahan yang dipimpin 
kepala seksi melakukan pengorgansiasian terhadap sumberdaya 
manusia dengan mengatur staf. Seperti siapa yang membuat 
proposal, mengundang pembicara, mengundang peserta. Untuk 
penentuan anggaran, sarana prasarana seksi pencegahan tidak 
menentukan. Hal tersebut dikarenakan anggaran, fasilitas 
seperti seminar kit sudah ditentukan oleh bidang perencanaan. 
Untuk dapat menggunakan anggaran seksi pencegahan 
membuat proposal yang diajukan ke kepala bidang dan kepala 
BNNP. Untuk menentukan sasaran sekolah mana yang akan 
disasar BNNP DIY melakukan kerjasama dengan beberapa 
pihak seperti Dinas Pendidikan maupun BNN Kabupeten. 
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Pengorganisasian penting dilakukan untuk menentukan 
siapa pelaksana kebijakan, anggaran yang digunakan, sarana 
prasarana yang diperlukan, atau siapa yang terlibat dalam 
pelaksana kebijakan. Pengorganisasian sumberdaya manusia 
dilakukan BNNP DIY melalui bidang-bidang sesuai dengan 
program yang akan dilaksanakan. Di bidang-bidang tersebut 
peran pimpinan yaitu kepala bidang maupun kepala seksi 
menjadi pokok dan penting. Hal tersebut karena bagaimana 
kepala bidang maupun kepala seksi mengoptimalkan 
sumberdaya manusia yang ada di bidang. Selain sumberdaya 
manusia sebagai pelaksana, diperlukan penentuan anggaran. 
Anggaran yang diberikan dan ditentukan langsung oleh 
pemerintah pusat menjadikan BNNP sebagai perwakilan daerah 
menjadi kurang leluasa, karena tidak dapat menganggarkan 
anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan kata 
lain BNNP DIY hanya dapat mengalokasikan dana dari 
pemerintah yang sudah ditentukan besarannya ke bidang-
bidang. 
Dalam mengorganisasikan sumberdaya manusia, 
komunikasi dilakukan pimpinan kepada bawahannya/ 
karyawannya. Komunikasi dilakukan melalui rapat-rapat, 
seperti rapat koordinasi sebelum kegiatan, rapat pembentukan 
panitia, serta rapat evaluasi. Dengan mengadakan rapat ada 
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komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan. Hal ini 
dapat membentuk kultur yang baik dalam organisasi. Dalam 
penentuan anggaran, kebijakannya bersifat  top down, artinya 
anggaran yang digunakan oleh BNNP DIY sudah ditentukan 
oleh pusat. 
3) Program Pembentukan Kader/Satgas Anti Narkoba 
Dari data yang diperoleh program pembentukan kader 
anti narkoba yang dilakukan oleh BNNP DIY sebagai 
penanggung jawab dan pelaksana adalah seksi pemberdayaan 
masyarakat. Seksi pemberdayaan masyarakat berada dalam 
satu bidang dengan seksi pencegahan. Pembentukan kader anti 
narkoba sebagai tindak lanjut dari program diseminasi 
informasi dan advokasi. Siswa yang telah mengikuti diseminasi 
informasi dan mempunyai ketertarikan dan kemauan untuk 
menjadi kader maka dapat mengikuti program pembentukan 
kader.  
Dalam melaksanakan program yang ada di seksi, kepala 
seksi memberikan tanggung jawab kepada masing-masing staf. 
Seperti sasaran dari pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 
lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, lingkungan 
pemerintah dan masyarakat. Masing-masing staf sebagai 
penanggung jawab dari masing-masing sasaran, karena 
pembentukan kader anti narkoba pada kalangan pelajar masuk 
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dalam lingkungan pendidikan maka staf yang manjadi 
penanggungjawab adalah lingkungan pendidikan walaupun 
dalam pelaksanaannya nanti tetap dilakukan bersama-sama. 
Selain penentuan dan penataan sumberdaya manusia, 
pengorganisasian juga meliputi penetapan anggaran dan sarana 
prasarana. Anggaran untuk melaksanakan program di BNNP 
DIY sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan alokasi 
sama antara BNNP satu dengan yang lain. Namun dalan 
penganggaran per program BNNP DIY mempunyai bidang 
perencanaan yang mempunyai wewenang menentukan 
anggaran dan dialokasikan ke bidang-bidang. Untuk 
mencairkan anggaran tersebut, setiap seksi termasuk seksi 
pemberdayaan masyarakat membuat proposal setiap kegiatan 
yang didalamnya termasuk anggaran yang diperlukan, sarana 
prasarana dan siapa peserta kegiatan dll. 
Berdasarkan teori impementasi pada tahap 
pengorganisasian terdapat penentuan sumberdaya manusia, 
anggaran sarana prasarana, BNNP DIY melakukan 
pengorgansiasian di masing-masing bidang atau seksi dengan 
penanggungjawab kepala bidang atau kepala seksi. BNNP DIY 
juga menetapkan anggaran serta sarana prasarana yang 
dilakukan oleh bidang perencanaan. Bidang atau seksi lain 
termasuk seksi pemberdayaan masyarakat tidak mempunyai 
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wewenang menentukan anggaran, hanya bisa mengusulkan 
saja. Hal tersebut menjadikan seksi atau bidang tidak leluasa 
menggunakan anggaran karena telah ditetapkan sebelumnya. 
Jadi program yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada 
anggaran sehingga kemungkinan akan menjadi tidak maksimal. 
Namun hal tersebut tidak terlepas dari struktur birokrasi BNNP 
yang berada dibawah BNN dan mempunyai garis koordinasi 
langsung dengan presiden.  
4) Program Pemberdayaan Kader/Satgas Anti Narkoba 
Pemberdayaan kader anti narkoba merupakan kelanjutan 
dari pembentukan kader anti narkoba. pembentukan kader yang 
menghasilkan kader-kader dan membuat program di sekolah, 
kemudian diberdayakan salah satunya melalui lomba 
pemberdayaan sekolah bebas narkoba (PSBN). PSBN 
merupakan program untuk mengapresiasi kader anti narkoba 
yang telah merancang dan melaksanakan proram di sekolahnya. 
Sebagai pelaksana program adalah seksi pemberdayaan 
masyarakat BNNP DIY. Dalam mengadakan kegiatan lomba 
pemberdayaan sekolah bebas narkoba, BNNP DIY membentuk 
panitia PSBN serta menentukan dan membentuk tim penilai 
yang meliputi unsur dari DinasPendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga DIY, Dinas Kesehatan DIY,Polda DIY, Setwan 
DPRD DIY, dan Akademisi. Sama seperti program-program 
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lain di BNNP DIY, anggaran untuk mendukung pelaksanaan 
program adalah dengan menggunakan APBN pemerintah. 
Dengan besaran sudah ditentukan dengan bidang perencanaan. 
Untuk dapat mencairkan dana, seksi pemberdayaan masyarakat 
membuat proposal yang berisi sasaran program, kapan 
dilaksanakan, siapa pesertanya, pihak terlibat dan sebagainya. 
c. Aplikasi 
Aplikasi merupakan tahapan yang penting dalam proses 
implementasi. Aplikasi adalah tahapan dimana program yang telah 
direncanakan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata. 
1) Program Diseminasi Informasi 
Diseminasi informasi merupakan program BNN dalam 
upaya pencegahan terhadap masyarakat dari bahaya 
penyalahgunaan narkoba. Diseminasi informasi yang dilakukan 
BNNP DIY lebih kepada menyebarluaskan informasi pada 
masyarakat termasuk para pelajar mengenai pengtahuan tenang 
narkoba, jenis dan bahayanya dan tips mencegah dari 
penyalahgunaan narkoba. Diseminasi informasi yang menyasar 
langsung ke pelajar dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, 
workshop maupun Focus group discussion (FGD). Diseminasi 
informasi mempunyai tujuan agar peserta mempunyai 
pengetahuan dan pemahaman terhadap narkoba serta 
152 
 
bahayanya, sehingga tidak akan terfikirkan untuk menjadi 
penyalahguna narkoba. 
Pelaksanaan diseminasi informasi yang dilakukan BNNP 
DIY dengan dua cara, yaitu datang ke sekolah-sekolah dan 
mengundang sekolah. Teknik penyampaian materi dilakukan 
dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam 
pelaksanaannya, materi yang disampaikan pada program 
diseminasi meliputi adiksi yaitu pengetahuan tentang obat-
obatan yang termasuk kategori narkoba, kemudian bagaimana 
rehabilitasi bagi penyalahguna, dan dasar hukum bagi 
penyalahguna maupun pengedar.  
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh 
peneliti, ada perbedaan yang terjadi dengan metode yang 
digunakan oleh BNN dalam melaksanakan diseminasi 
informasi. Diseminasi informasi yang pertama adalah 
dilakukan dengan menggunakan metode mengundang sekolah-
sekolah untuk mengirimkan wakilnya. Menggunakan model 
mengundang wakil siswa dari sekolah, ada keterbatasan dari 
segi jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi. Yang menjadi 
permasalahan adalah biasanya perwakilan yang dikirimkan 
oleh sekolah adalah yang sudah pernah mendapatkan 
sosialisasi, atau bahkan sudah menjadi satgas. Sehingga ada 
suasana yang kurang hidup saat diskusi. Hal tersbut juga 
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dikarenakan ada kecenderungan pengulangan materi yang 
sudah pernah disampaikan. 
Pada model kedua yang dilakukan, yaitu BNN 
mendatangi sekolah-sekolah atau dengan kata lain menjadi 
narasumber, ada hal yang berbeda saat berlangsungnya 
kegiatan. Dari segi jumlah siswa, lebih banyak karena semua 
siswa di sekolah sasaran menapatkan sosialisasi. Hasil tersebut 
apabila peneliti gambarkan dalam tabel seperti berikut : 




Interaksi yang terjadi Antusias Peserta 
Mengundang 
Sekolah 
b. Interaksi lebih cenderung 
ke satu arah, walaupun 
ada seksi diskusi yang 
dilakukan dan beberapa 
peserta ingin bertanya. 






d. Ada kecenderungan 
pengulangan materi yang 
disampaikan, sehingga 
peserta tidak bertanya 
karena sudah pernah 
menerima materi. 
e. Antusias peserta cukup 
antusias, namun ada 
beberapa sekolah yang 
perwakilannya tidak 
datang. 
f. Saat dilakukan sesi tanya 




g. Interaksi dilakukan satu 
arah dan dua arah. 
Walaupun narasumber 
hanya satu saja, namun 
materi yang disampaikan 
menarik bagi peserta. 
h. Ada interaksi dua arah 
yang dilakukan antara 
narasumber dengan 
peserta, peserta sesekali 
diajak maju ke depan 
untuk dijadikan contoh 
pendukung materi. 
i. Peserta sangat antusias 
walaupun dari segi jumlah 
sangat banyak. 
j. Peserta bersedia 
menerima kontrak yang 
telah disepakati dengan 
narasumber. Dan bersedia 
memperhatikan setiap 
materi yang disampaikan 
oleh narasumber. 
k. Banyak peserta yang 






Diseminasi informasi penting dilakukan agar peserta 
yang mendapatkan informasi terlebih pelajar dapat membekali 
dirinya dengan pengetahuan bahwa narkoba itu berbahaya. 
Pelaksanaan diseminasi informasi ke pelajar dapat mengangkat 
isu-isu yang update mengenai narkoba.  
2) Program Advokasi 
Advokasi merupakan upaya BNN dalam mendorong 
institusi/lembaga di pemerintah daerah termasuk sekolah untuk 
membuat kebijakan yang mengarah ke P4GN di lingkungan 
lembaganya. Advokasi dilakukan dengan cara kegiatan 
sosialisasi dan FGD untuk menyepakati bagaimana sekolah 
dapat menerapkan P4GN di sekolah. 
Advokasi tentang P4GN merupakan bentuk komunikasi 
yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 
Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pencerahan dan 
pemberdayaan kepada stakeholder di lingkungan kerja dalam 
mengimplementasikan kegiatan pencegahan narkotika di 
lingkungan kerja masing-masing. Apabila pencegahan 
menyasar ke perorangan yaitu pelajar-pelajar di sekolah, maka 
advokasi lebih menyasar ke kepala disdikpora, kepala sekolah, 
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atau guru atau yang mempunyai kekuatan di 
lembaga/sekolahnya. 
Program advokasi perlu untuk mendorong sekolah 
maupun institusi pendidikan agar ikut menyadari bahwa 
permasalahan narkoba itu permasalahan semua pihak tidak 
hanya BNN saja. Dengan melakukan workshop atau diskusi 
dengan pihak yang berkepentingan di skolah seperti sekolah 
maupun guru, sekolah dapat membuat kebijakan atau program 
di sekolah yang dapat melindungi para siswa dari 
penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah.  
3) Program Pembentukan Kader/Satgas Anti Narkoba 
Pembentukan kader atau satgas ada mandiri dan dibawah 
BNN. BNN hanya sebagai pendorong, setelah terbentuk satgas 
kewenangan/kebijakan dari sekolah. Namun ada yag dibawah 
BNN, artinya BNN masih bisa memonitoring, apabila sekolah 
memerlukan BNN BNN akan membantu. Misal dalam 
pelatihan kembali atau penguatan kader. 
Kegiatan pembentukan kader ada workshop/pelatihan, 
TOT. Yang berisi materi seperti publik speeking, pengetahuan 
dan pemahaman terhadap adiksi atau obat-obatan, rehabilitasi 
atau konseling, dan penguatan hukum. Peserta dari perwakilan 
sekolah akan dilatih biasanya selama dua hari untuk dibekali 
materi tersebut. Pembentukan kader bertujuan agar siswa 
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mempunyai keterampilan untuk mengajak masyarakat luas 
menjauhi narkoba dengan menyebarluaskan informasi 
mengenai narkoba. Selain itu kader/satgas yang telah terbentuk 
bisa menjadi penggerak di sekolah masing-masing untuk 
membuat program di sekolah yang mengarah ke upaya P4GN. 
Pembentukan kader atau satgas anti narkoba pada 
kalangan pelajar menjadi gerakan para pelajar agar mempunyai 
bekal menolak narkoba miniman untuk diri sendiri dan teman 
atau keluarga di sekitarnya. Pembentukan kader anti narkoba 
yang didalamnya meliputi kegiatan workshop dan pelatihan 
dapat menjadi fasilitas para pelajar untuk berani mempunyai 
sikap dan ikut menyebarluaskan pengetahuan narkoba kepada 
masyarakat. 
Pembentukan kader di sekolah bisa mandiri atau 
didampingi BNN. Pembentukan kader secara mandiri artinya 
pembentukan kader atas inisiatif siswa dan tanpa melibatkan 
BNN. Program-program yang dirancang oleh sekolah juga atas 
kebijakan dari sekolah itu sendiri. Sedangkan pembentukan 
kader yang melibatkan BNN, ada campur tangan dari BNN 
artinya ada pendampingan yang dilakukan oleh BNN dan 
kerjasama dengan sekolah untuk merancang program di 
sekolah yang mengarah kepada upaya P4GN. 
4) Program Pemberdayaan Kader/Satgas Anti Narkoba 
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Pemberdayaan Satgas/Organisasi Anti Narkoba di 
Lingkungan Pelajar merupakan tindaklanjut kegiatan 
Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Tingkat Pelajar. 
Pemberdayaan Satgas/Organisasi Anti Narkoba di Lingkungan 
Pelajar adalah dalam rangka Menciptakan Lingkungan Sekolah 
Bebas Narkoba. Pemberdayaan ini bertujuan untuk 
memfasilitasi operasional bidang P4GN, yang akan digunakan 
untuk melaksanakan program P4GN yang telah disusun oleh 
sekolah. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk lomba, yaitu 
lomba pemberdayaan sekolah bebas narkoba (PSBN) yang 
melombakan program-program dalam rangka P4GN di sekolah 
masing-masing. 
Program pemberdayaan anti narkoba menjadi langkah 
selanjutnya setelah ada pembentukan kader anti narkoba. 
kader/satgas anti narkoba pada kalangan pelajar yang telah 
terbentuk tidak hanya sekedur terbentuk saja namun perlu 
untuk dikembangkan dan diberdayakan. Pemberdayaan yang 
dilakukan bisa melalui kegiatan yang melibatkan kader/satgas 
yang salah satunya adalah lomba sekolah bebas narkoba. lomba 
sekolah bebas narkoba menjadi sarana bagi para kader untuk 
dapat unjuk gigi dalam mempresentasikan program dan 
kegiatan yang mengarah pada kebijakan P4GN di sekolahnya. 
lomba sekolah bebas narkoba juga dapat menstimulus sekolah-
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sekolah lain untuk dapat mencetak kader di sekolahnya dan 
membuat program dalam rangkan kebijakan P4GN. 
d. Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di BNNP DIY 
Implementasi suatu kebijakan maupun program tidak akan 
terlepas dari hasil. Hasil dapat menggambarkan apakah kebijakan 
dan program sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan. 
Hasil dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, dan 
hasil dapat berdampak pada jangka pendek maupun jangka 
panjang. Program dalam rangka implementasi kebijakan P4GN 
pada kalangan pelajar di DIY dapat dilihat dari setelah 
dilaksanakan program. Yaitu program diseminasi informasi, 
advokasi, pembentukan kader/satgas anti narkoba dan 
pemberdayaan kader/satgas anti narkoba memiliki kaitan antara 
satu dengan yang lain. 
Program diseminasi informasimelalui sosialisasi dan FGD 
dengan para pelajar  menghasilkanyaitu para pelajar memiliki 
pengetahuan dan pemahaman terhadap narkoba termasuk bahaya 
dan tips menghindarinya. Selain itu dari program diseminasi 
informasi melalui FGD para pelajar tergerak untuk membentuk 
kader/satgas anti narkoba di sekolahnya baik secara mandiri 
maupun dukungan BNNP DIY. Pada tahun 2016 BNNP DIY 
melaksanakan diseminasi informasi sebanyak tujuh kali. Pada 
setiap kegiatan, BNNP mengundang 15 sekolah dengan perwakilan 
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dua siswa setiap sekolah. Apabila diasumsikan maka pada tahun 
2016, sebanyak 210 siswa di DIY mendapatkan diseminasi 
informasi dari BNNP DIY. Apabila program tersebut rutin 
dilaksanakan tiap tahun maka akan semakin bertambah banyak 
pelajar yang mendapatkan sosialisasi. Dengan perhitungan jangka 
lima tahun, ada 1050 pelajar yang mendapatkan sosialisasi. 
Kemudian pada program advokasi bertujuan untuk 
mendorong sekolah untuk membuat program di sekolah dalam 
rangka P4GN. Sekolah yang diundang sepakat untkturut serta 
menciptakan suasana belajar di sekolah yang nyaman dan bebas 
dari narkoba contohnya  melalui yel-yel atau taglineyang mengajak 
para warga sekolah untuk menjauhi narkoba.metode FGD yang 
dilakukan dalam program advokasi menghasilkan rancangan 
program yang mengarah pada upaya P4GN di sekolah yang berasal 
dari pemikian guru atau kepala sekolah. 
Pada progam pembentukan kader/satgas anti narkoba 
menghasilkan terbentuknya kader-kader atau satuan tugas (satgas) 
anti narkoba di sekolah-sekolah baik secara mandiri maupun 
dukungan BNNP DIY. Dengan terbentuknya kader atau satgas anti 
narkoba berarti semakin bertambah siswa-siswa yang memahami 
dan dapat mensosialisasikan P4GN di lingkungan sekolahnya. 
Selain itu dari terbentuknya satgas anti narkoba di sekolah, juga 
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menghasilkan program-program atau kegiatan di sekolah yang 
mengarah ke kebijakan P4GN. 
Program pemberdayaan kader anti narkoba menghasilkan 
beberapa sekolah yang menang dalam lomba sekolah bebas 
narkoba mendapat dukungan berupa dana dari BNN untuk 
melaksanakan program dalam rangka P4GN di sekolahnya. 
pemberdayaan ini perlu dilakukan untuk mengapresiasi para 
kader/satgas anti narkoba di lingkungan sekolah yang ikut 
mengkampanyekan P4GN melalui program-program di sekolahnya. 
Program pemberdayaan kader anti narkoba memberi 
kesempatan kepada sekolah untuk berlomba membuat dan 
merancang program yang mengarah kepada upaya P4GN di 
sekolah. Sekolah akan berinovasi sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan di sekolah. Program-program yang telah dirancang dan 
dilaksanakan, kemudian dilombakan dan dinilai oleh tim dari BNN. 
Sekolah yang menjadi pemenang lima besar, mendapatkan dana 
dari BNN yang digunakan untuk mendukung program di sekolah. 
Anggaran ini bersifat top down dan prosedural. Hal tersebut 
dikarenakan anggaran yang digunakan berasal dari APBN, dan 
untuk mencairkan dana tersebut sekolah wajib membuat proposal 
dan laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk diajukan ke 
BNNP DIY.  
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Sesuai dengan tujuan dari kebijakan P4GN yang salah 
satunya menurunkan angka penyalahguna narkoba, hasil dari 
adanya kebijakan P4GN yang dilaksanakan melalui program-
program untuk kalangan pelajar mempunyai hasil jangka pendek 
dan jangka panjang. Hasil jangka pendek dapat dilihat untuk saat 
ini atau beberapa tahun ke depan. Yaitu para pelajar mengetahui 
dan memahami bahwa narkoba itu berbahaya dan menjadi 
kader/satgas anti narkoba. Namun untuk jangka panjang adalah 
ketika pelajar yang telah mendapat program tidak menjadi 
penyalaguna narkoba untuk saat ini atau untuk selamanya. Artinya 
program yang telah dijalankan bisa dikatakan berhasil. Namun hal 
tersebut diperlukan penelusuran yang mendalam untuk dapat 
mengetahuinya. 
Pada dasarnya kebijakan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah 
upaya untuk mengatasi permalahan narkoba di Indonesia. P4GN 
memiliki fokus pada pencegahan serta pemberantasan. Berdasarkan 
hasil dari data yang telah diperoleh kebijakan P4GN yang 
menyasar pada kalangan pelajar diutamakan para upaya 
pencegahan. 
e. Evaluasi 
Kebijakan yang telah diaplikasikan perlu adanya evaluasi 
untuk mengukur sejauhmana kebijakan dilaksanakan. Selain itu 
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evaluasi juga penting dilakukan untuk mengetahui adalakh 
kekurangan dalam pelaksanaan dan apa tindak lanjut yang 
diperlukan untuk memperbaikinya. Pada pembahasan ini peneliti 
akan membahas evaluasi yang dilakukan oleh BNNP DIY pada 
setiap program yang dilaksanakan. 
1. Diseminasi Informasi 
Evaluasi pada program diseminasi informasi dilakukan 
BNNP dengan mengadakan rapat evaluasi untuk mengetahui 
adakah kendala selama kegiatan dan apa tindak lanjut dari 
kegiatan. Selain itu untuk mengetahui pemahaman peserta 
diseminasi BNNP DIY membagikan quisioner untuk 
mengetahui bagaimana respon peserta terhadap kegiatan yang 
dilakukan. 
Evaluasi yang dilakukan oleh BNNP DIY dengan cara 
membagi quisioner kepada peserta diseminasi informasi perlu 
untuk dilakukan. Hal itu untuk mengetahui bagaimana dampak 
atau hasil yang didapat dari adanya diseminasi informasi. 
namun hal yang tidak kalah penting adalah hasil dari quisioner 
dapat dijadikan tolak ukur bagaimana peserta memahami 
materi yang disampaikan. Selain itu hasil dari quisioner 




Evaluasi pada program advokasi dilakukan BNNP 
dengan mengadakan rapat evaluasi untuk mengetahui adakah 
kendala selama kegiatan dan apa tindak lanjut dari kegiatan. 
Selain itu BNNP DIY mencari tahu permasalahan yang 
dihadapi sekolah dengan membagikan blangko permasalahan. 
Dimana blangko tersebut digunakan untuk menentukan tindak 
lanjut apa yang akan dilakukan BNNP DIY untuk membantu 
sekolah melaksanakan upaya P4GN di sekolahnya. 
Pada dasarnya evaluasi penting dilakukan setelah 
program dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan BNNP DIY 
pada program advokasi menggunakan blangko untuk 
mengetahui apa permasalahan dan apa yang dibutuhkan oleh 
sekolah agar dapat membuat kebijakan atau program yang 
mengarah pada P4GN. Tujuan diadakannya advokasi adalah 
agar sekolah terbuka wawasannya untuk mencegah narkoba di 
sekolah. 
3. Pembentukan Kader Anti Narkoba 
Evaluasi pada program pembentukan kader anti narkoba 
dilakukan oleh BNNP DIY dengan mengadakan rapat internal. 
Dalam rapat dibahas bagaimana tindak lanjut setelah terbentuk 
kader, fasilitas apa yang diperlukan oleh kader-kader untuk 
menjalankan programnya dan kebutuhan apa yang dibutuhkan. 
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Evaluasi pembentukan kader anti narkoba pada kalangan 
pelajar yang dilakukan oleh BNNP DIY dengang melalui rapat 
internal merupakan hal yang penting. Hal tersebut karena 
segala yang sudah dibentuk harus ada kelanjutan apa yang 
dilakukan setelahnya. Evaluasi menjadi penting bagaimana 
selanjutnya setelah kader/satgas tersebut terbentuk, adakah 
kelanjutannya atau bagaimana pelajar memaknai dirinya 
sebagai kader. Semuanya diperlukan tindak lanjut dan 
monitoring. Maka dari itu evaluasi perlu dilakukan, namun 
lebih baik lagi apabila evaluasi juga melibatkan para kader dari 
pelajar untuk lebih dapat mengetahui apa yang para kader 
butuhkan. 
4. Pemberdayaan Kader Anti Narkoba 
Evaluasi dilakukan melalui supervisi oleh tim evaluasi 
dan penilai. Ada beberapa aspek yang menjadi bahan penilaian 
dan evaluasi dalam program PSBN. Diantaranya indikasi 
peserta, gerakan peserta, dorongan stakeholder dan 
kelembagaan. Aspek terebut untuk mengetahui apakah peserta 
PSBN mengikuti kegiatan bersasarkan kemauan diri sendiri 
atau ada dorongan dari sekolah. Kemudian bagaimana 
stakeholder di sekolah mendukung program yang dilaksanakan 
sekolah dalam upaya P4GN.  
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Evaluasi pemberdayaan kader anti narkoba penting 
dilakukan untuk menilai sejauhmana program berjalan sesuai 
dengan rencana atau tidak. Selain itu evaluasi yang dilakukan 
BNNP DIY seiringan dengan monitoring sekolah-sekolah yang 
mengikuti program. Dengan melakukan monitoring pada 
sekolah-sekolah, pemberdayaan anti narkoba menjadi lebih 
terarah. Apalagi program ini berhubungan dengan penyaluran 
dana untuk sekolah-sekolah yang memenangkan lomba untuk 
melaksanakan program di sekolahnya. Sekolah juga 
mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan program yang 
telah didanai. 
f. Faktor Pendukung Implementasi 
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan P4GN ada 
faktor dari dalam (internal) BNNP maupun dari luar (eksternal) 
BNNP. Faktor dari dalam berupa hubungan antar karyawan/staf 
dengan kepala bidang atau seksi yang terjalin dengan baik. Selain 
itu setiap akan ada kegiatan, ada dukungan koordinasi atau rapat 
persiapan. Sedangkan faktor dari luar, adalah adanya peraturan 
daerah no 13 tahun 2010 yang mewajibkan membentuk satgas anti 
narkoba di instansi di wilayah DIY. Kemudian lembaga maupun 
institusi di lingkungan pemerintah daerah mendukung penuh 
kebijakan P4GN dengan memulai membuat satgas anti narkoba di 
instansinya maupun membuat dan melaksanakan program yang 
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mengarah pada upaya P4GN di lingkungan instansinya seperti 
sekolah-sekolah. 
Suatu kebijakan baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun 
daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan 
diperlukan baik dari lingkungan internal lembaga maupun luar 
lembaga. Kebijakan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak 
mendapatkan dukungan. Kebijakan P4GN yang dipelopori BNN 
mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga atau 
instansi di pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, 
institusi pendidikan dan lain-lain. Dukungan dari dalam bisa berupa 
sumberdaya manusia yang mencukupi baik secara kualitas maupun 
kuantitas, kelengkapan sarana prasarana maupun atmosfir kerja di 
lembaga.  
Secara faktor dari dalam, BNN merupakan lembaga 
pemerintah yang dikhususkan menangani permasalahan narkoba 
mulai dari pencegahan, rehabilitasi bagi pecandu maupun 
pemberantasan bagi sindikat narkoba. Artinya secara sumberdaya 
manusia yang berada didalam lembaga BNN memiliki kemauan 
dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan BNN. Selain itu 
semua aspek yang dibutuhkan untuk melaksanakan program sudah 
mendapat alokasi dari pemerintah pusat, jadi tidak perlu khawatir 
mengenai dana atau sarana prasarana. 
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Dari luar lembaga, BNNP DIY berada di daerah yang 
mempunyai lingkungan cukup strategis untuk menjalankan roda 
pemerintahan daerah. Pemerintah daerah DIY sangan mendukung 
dengan adanya kebijakan P4GN dengan mengeluarkan secara 
khusus Peraturan daerah ataupun Peraturan gubernur yang 
mengatur bagaimana P4GN dapat dilaksanakan di DI Yogyakarta. 
Dengan dukungan dari pemerintah daerah, mendorong juga 
lembaga atau institusi termasuk intitusi pendidikan seperti sekolah 
juga ikut mendukung P4GN. Seperti diwajibkan setiap satuan 
pendidikan mempunyai kader/satgas anti narkoba, maka sebagian 
besar satuan pendidikan di DIY sudah ada satgas anti narkoba dan 
telah melaksanakan program di sekolahnya. dukungan tersbut 
berguna untuk membantu BNN dalam mencegah ataupun 
memberantas penyalahgunaan narkoba khususnya di DI 
Yogyakarta. Apabila antara BNNP DIY dan pemerintah di daerah 
maupun institusi bersinergi bukan tidak mungkin DI Yogyakarta 
akan bebas seluruhnya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba khususnya pada pelajar. 
g. Faktor Penghambat Implementasi 
Faktor penghambat implementasi kebijakan yang paling 
utama adalah keterbatasan SDM dari BNNP sendiri, dimana 
mobilitas kegiatan staf sangat tinggi. Kemudian selain itu dari segi 
keterbatasan anggaran yang top down artinya dianggarkan 
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langsung dari pemerintah pusat, sehingga daerah hanya 
melaksanakan saja. Dari segi eksternal peserta yang dilibatkan 
dalam kegiatan sebagian besar malah yang sudah pernah atau 
sering mendapatkan sosialsiasi. Padahal sasaran yang diinginkan 
oleh BNNP DIY adalah pelajar yang rentan menyalahgunakan 
narkoba sehingga sosialisasi menjadi kurang hidup. Hal terebut 
juga diakui oleh pihak Disdikpora DIY yang sering bekerjasama 
dengan BNNP DIY apabila ada kegiatan. Selain itu, keterbatasan 
data yang menunjukkan para pelajar yang rentan/riskan 
menyalahgunakan narkoba juga masih kurang, sehingga untuk 
menyasar ke pelajar-pelajar yang rentan belum maksimal. 
Faktor penghambat dari kebijakan P4GN di BNNP DIY 
berasal dari dalam lembaga sendiri dan dari luar lembaga. Faktor 
dari dalam yang banyak diutarakan oleh narasumber adalah 
sumberdaya manusia yang terbatas dan anggaran yang top down 
artinya berasal dari pusat. Sumberdaya manusia selain bisa menjadi 
pendukung namun bisa juga menjadi faktor penghambat. Secara 
kuantitas SDM yang dimiliki BNNP DIY per bidang, khususnya 
bidang P2M sangat terbatas jika dibandingkan dengan kegiatan 
yang padat. Dengan begitu staf yang tersedia bisa menangani 
pekerjaan yang menumpuk. Terlebih seperti program Diseminasi 
Informasi yang dilakukan bisa lebih dari 5kali dalan satu tahun 
anggaran, belum lagi permohonan dari luar seperti sekolah-sekolah 
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yang memohon BNNP untuk menjadi narasumber. Selain itu 
kualitas sumberdaya manusia juga bisa menjadi faktor 
penghambat, dimana kemampuan yang dimiliki antara seorang 
yang satu dengan yang lain berbeda. 
Selain sumberdaya manusia, anggaran yang bersifat top down 
juga menjadi faktor penghambat. Dimana anggaran telah 
ditentukan dari pusat, sehingga BNNP tidak bisa mengusulkan 
seusai dengan kebutuhan yang ada di daerah, apalagi anggaran 
yang dialokasikan disamaratakan dengan daerah yang lain. Hal 
tersbut tidak terlepas dari sistem lembaga BNN yang vertikal. 
Artinya BNN di daerah mengikuti ketentuan dari BNN pusat. 
Faktor penghambat dari luar lembaga diantaranya dari segi 
peserta, terutama pada program diseminasi informasi. Dimana 
dalam program tersebut dirasa kurang tepat sasaran. Pelajar yang 
mengikuti program sebagian besar pernah mengikuti program 
bahkan ada yang sudah menjadi kader. Artinya bagi pelajar yang 
sudah mengikuti bisa jadi materi yang disampaikan hanya 
pengulangan saja sehingga program yang dijalankan menjadi 











1. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada 
Kalangan Pelajar di BNNP DIY 
a. Interpretasi 
Pada interpretasi, BNNP DIY sebagai perwakilan BNN di 
daerah, tidak membuat kebijakan dan program sesuai dengan kondisi 
di daerah. Namun BNNP DIY memiliki kewenangan untuk 
menentukan sasaran prioritas program melalui pelaksanaan 
Bimbingan teknis dengan mengundang lembaga-lembaga pemerintah 
di DIY. Kebijakan P4GN menyasar pada masyarakat sehat, 
penyalahguna dan bandar. Pada kalangan pelajar, kebijakan P4GN 
diprioritaskan pada upaya pencegahan. 
b. Pengorganisasian 
Pada tahap pengorganisasian, BNNP DIY 
melakukan:Penetapan sumberdaya manusia, anggaran, dan pihak 
terlibat dalam program yang akan dilaksanakan. Penetapan 
sumberdaya manusia dilakukan oleh kepala bidang atau kepala seksi 
dengan membuat panitia kecil lingkup seksi setiap akan ada 
kegiatan. Padaprogram pemberdayaan kader anti narkoba BNNP 
DIY membentuk panitia besar yang melibatkan unsur diantaranya 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Sosial 
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Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas 
Kesehatan dan Akademisi. Penetapan anggaran dan sarana prasarana 
per program dilakukan oleh bidang perencanaan dengan dasar 
pengusulan dari masing-masing bidang. Setiap akan mengadakan 
kegiatan seksi akan membuat proposal kegiatan yang termasuk 
didalamnya berupa anggaran, siapa peserta nya, apa kegiatannya 
untuk diajukan ke kepala bidang dan disetujui oleh kepala BNNP. 
Pendekatan yang digunakan dengan top down dan bottom up. 
Pendekatan yang ke bawah pada lingkup BNNP DIY, namun pada 
program lomba sekolah bebas narkoba menggunakan pendekatan 
pendekatan bottom up dengan melakukan kerjasama lembaga-
lembaga di pemerintah DIY. 
c. Aplikasi 
Program diseminasi informasi BNNP DIY melakukan 
sosialisasi atau workshop dan FGDdengan mengundang perwakilan 
pelajar dari beberapa sekolah dan diundang ke sekolah. Program 
advokasi dilakukan Focus Group Discussion dengan mengndang 
kepala sekolah atau guru. Pembentukan kader anti narkoba dilakukan 
dengan memberi pelatihan kepada pelajar yang mempunyai minat 
untuk menjadi kader/satgas anti narkoba. Pemberdayaan kader/satgas 
anti narkoba pada kalangan pelajar dilakukan dengan mengadakan 
lomba sekolah bebas narkoba. Pada aplikasi ini BNNP DIY 
menggunakan pendekatan top down dan bottom up 
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2. Hasil Implementasi Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar 
1) Semakin banyak pelajar yang mendapatkan sosialisasi melalui 
diseminasi informasi P4GN. Yaitu apabila setiap tahun mengundang 
210 siswa, maka apabila dilakukan rutin tiap tahun akan bertambah 
1050 siswa yang mendapatkan sosialisasi. 
2) Sekolah mempunyai wadah untuk bertukar pendapat dan berdiskusi 
dengan BNNP DIY dalam merancang atu membuat kebijakan dan 
program yang mengarah pada kebijakan P4GN di sekolahnya. 
Sekolah menyepakati untuk menciptakan lingkungan sekolah bebas 
narkoba dan membuat pembelajaran di sekolah yang mengarah pada 
ajakan untuk menjauhi narkoba. 
3) Terbentuknya kader-kader anti narkoba pada kalangan pelajar yang 
secara mandiri atau dengan pendampingan BNN. Mandiri artinya 
sekolah bebas berinovasi membuat program-program yang mengarah 
pada P4GN tanpa melibatkan BNN. 
4) Beberapa sekolah perwakilan dari Kota/Kabupaten di DIY 
mendapatkan dana dari BNN untuk mendukung pelaksanaan 
program di sekolah. Dana yang digunakan merupakan bentuk 
subsidi, dan prosedural. Sekolah yang telah dinyatakan menang dan 
berhak atas dana tersebut, diwajibkan membuat proposal dan laporan 
pertanggungjawaban program dan kegiatan yang telah dilombakan 




3. Evaluasi yang Dilakukan BNNP DIY 
Evaluasi yang dilakukan oleh BNNP DIY meliputi evaluasi di 
dalam BNNP dan diluar BNNP. Khusus untuk program pemberdayaan 
kader anti narkoba evaluasi dilakukan dengan tim penilai dan 
supervisor dari tim lomba sekolah bebas narkoba. Evaluasi dilakukan 
sekaligus monitoring terhadap sekolah-sekolah yang didanai 
pelaksanaan programnya oleh BNN . 
4. Faktor Pendukung Implemantasi Kebijakan 
Faktor pendukung implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY 
meliputi faktor dari dalam (internal) BNNP DIY dan faktor dari luar 
(Eksternal)BNNP DIY. Faktor dari dalam adaya komitmen dari 
karyawan BNNP DIY untuk menjalankan P4GN. Sedangkan faktor dari 
luar adanya dukungan dari pemerintah daerah dan kerjasama dengan 
pihak luar BNNP. 
5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 
Faktor penghambat implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY 
meliputi faktor dari dalam (internal) BNNP DIY dan faktor dari luar 
(Eksternal)BNNP DIY.  
B. Saran 
Dari beberapa penghambat yang muncul, peneliti mencoba 
memberikan saran. Yaitu: 
1. Untuk permasalahan sumberdaya manusia yang terbatas, hendaknya 
BNNP DIY mengoptimalkan staf yang tersedia di dalam 
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bidangpencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun satu 
bidang terdapat beberapa seksi, namun bisa saling membantu dengan 
tidak meninggalkan tugas pokoknya di dalam seksi. 
2. Hendaknya BNNP DIY bisa membuat jejaring dengan sekolah-sekolah 
untuk memudahkan koordinasi. Selain itu BNNP DIY dapat menjalin 
kerjasama dengan Dikpora DI Yogyakarta untuk memetakan sekolah 
mana yang belum disasar, sehingga program bisa tepat sasaran. 
3. Rekomendasi kebijakan atau program yang dapat peneliti ajukan 
sebagai saran yaitu adanya program pengembangan diri bagi pelajar 
atau masyarakat yang rawan atau berindikasi menyalahgunakan 
narkoba. Hal tersebut karena selama ini P4GN difokuskan hanya pada 
masyarkat sehat, pecandu dan pengedar. Namun seperti terlewatkan 
bahwa ada masyarakat yang berindikasi menyalahgunakan narkoba. 
Program ini sangat membutuhkan peran lapisan masyarakat terutama 
bagi pelajar yaitu sekolah. Bagaimana guru mengenali siswa yang 
berindikasi atau rawan menyalahgunakan narkoba dapat di dampingi 
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Lampiran 1. Catatan Lapangan Observasi 
Lamp  : Catatan Lapangan 
Observasi 
Hari  : Rabu 
Tanggal : 30 Maret 2016 
Hasil  
Pagi sekitar pukul 07.30 peneliti datang ke BNNP DIY untuk mengikuti 
kegiatan seksi pencegahan. Kegiatan tersebut yaitu sosialisasi/penyuluhan atau 
dengan bahasa BNN Diseminasi Informasi dalam rangka Pencegahan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk pelajar SMP/MTs. Sosialisasi tersebut 
dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dalam sosialisasi itu BNNP 
mengundang 15 sekolah SMP/MTs Negeri maupun swasta dengan perwakilan 2 
siswa untuk masing-masing sekolah. Jadi total undangan ada 30 peserta. Hal itu 
merupakan sala satu metode BNNP DIY dalam melakukan Diseminasi Informasi.  
 Acara dimulai kurang lebih pukul 09:00 WIB. Sampai dengan acara 
dimulai, masih ada beberapa undangan yang belum datang. Pengisi sosialisasi 
tersebut ada dari BNNP DIY 2 orang yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Bpk Bambang Wiryanto, kemudian Kepala Seksi 
Pencegahan Bpk Suharyono dan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu Ibu 
Arifin. Acara ini dibagi dua termin. Termin pertama diisi oleh perwakilan Dinas 
Sosial Kabupaten Bantul kemudian ada sesi tanya jawab, dan termin ke dua diisi 







Lamp : Catatan Lapangan 
Observasi 
Hari : Kamis 
Tanggal : 31 Maret 2016  
Hasil 
 Hari ini, peneliti mengikuti kegiatan salah satu penyuluh, beliau adalah Ibu 
Santy yang merupakan staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY. 
Penyuluhan/Diseminasi Informasi ini merupakan undangan dari MTs Sunan 
Pangandaran yang berada di Sleman Yogyakarta, yang mengundang BNNP DIY 
untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan di sekolah. Dari BNNP DIY 
menugaskan Ibu Santy untuk menjadi pemateri.  
Materi yang disampaikan pemateri yaitu tentang apa itu narkoba, jenis-
jenisnya yang tergolong Depresan, Stimulan, Halusinogen, kemudian jenis-jenis 
kecanduan dimulai dari kecanduan, sakaw, sampai overdosis. Pemateri tidak 
banyak membahas jenis-jenis narkoba secara lebih rinci karena hal itu dianggap 
lewat internet saja semua sudah bisa diketahui. Namun pemateri lebih kepada 
memberikan kasus-kasus seperti apa yang disebabkan kalau menggunakan obat 
jenis halusinogen, depresan. Dalam hal itu pemateri mecontohkan kasus Afriani 
yang menabrak 11 orang di Tugu Tani jakarta, dan kasus Sammy Simorangkir 
yang beliau merupakan pendamping sammy saat mejalani rehabilitasi di Jakarta. 
Kemudian pemateri lebih menekankan bahwa narkoba bisa membuat orang 
melakukan segala hal tanpa pertinbangan. Dan narkoba menjadi penyebab nomor 
satu kasus kecelakaan, karena pengguna narkoba tidak bisa membedakan warna 
hijau atau merah yaitu traffic light. Pemateri lebih melakukan pendekatan ke 
peserta dan mengajak peserta untuk sama-sama aktif. Selain itu pemateri 
mencontohkan macam-macam kecanduan dengan mengajak salah satu peserta 
maju ke depan untuk menjadi peraga. Peserta sangat antusias memperhatikan 




Lampiran 2. Transkrip Wawancara 
Lamp  : Transkrip Wawancara  
Subjek : Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Msyarakat  
Hari  : Senin 
Tanggal : 28 Maret 2016 
1. Peneliti : Apa yang dimaksud dengan Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat? 
Kabid P2M  : Pemberdayaan merupakan upaya untuk membuat 
masyarakat menjadi mandiri. Kalau pencegahan lebih kepada diri 
sendiri/perorangan, kalau dyamas yg disasar lebih ke 
lembaga/organisasi/institusi. Tahun ini dayamas ke pendidikan tinggi dan 
masyarakat/kampung. 
2. Peneliti : Apa arah dan tujuan dari pencegahan dan pemberdayaan 
masyarakat? 
Kabid P2M :  Pemberdayaan masyarakat lebih kepada merubah 
perilaku masyarakat, misal di Jakarta ada kampung yang menjadi tempat 
peredaran narkoba, nah tugas dayamas mengubah kampung menjadi lebih 
produktif ke hal2 positf. Misal kampung ambon menjadi kampung 
permata. Kalau di Yogyakarta/DIY tidak ada, untuk masyarakat rentan 
memakai narkoba misal penganguran, polisi. 
3. Peneliti : Kalau Pencegahan Pak? 
Kabid P2M : Pencegahan yaitu lebih kepada menyebarkan informasi 
tentang narkoba, bahayanya. Media dg tatap muka seperti sosialisasi, 
workshop. Dan media non tatap muka/media elektronik dan non 
elektronik. Elektronik dg radio, tv, web, non elektronik poster/baliho. 
4. Peneliti : Siapa sasaran pencegahan/pemberdayaan masyarakat? 
Kabid P2M : Umur 3-14 tahun. Bisa  melalui keluarga, sekolah media 
melalui dongeng/cerita. Umur 15-24 tahun. Bisa melalui sekolah, 
peruguran tinggi media menyisipi ke pelajaran misal Biologi, 5 menit 
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untuk mengenalkan tanaman yg tergolong narkoba. Umur 25 ke atas. Bisa 
melalui sekolah/ tempat kerja, lebih kepada pola pikir. 
Sasarannya masyarakat, pemerintah, lingkungan pendidikan, pekerja 
swasta. Tahun 2016 sekolah tidak, ttp ke pendidikan tinggi. Tergantung 
dengan dinamika/keadaan di masyarakat, dan menyesuaikan dg BNN 
pusat. 
5. Peneliti : Lembaga mana saja yang terkait? 
Kabid P2M : Lembaga yg terkait, pemerintahan, lembaga/organisasi, 
swasta. Untuk  Psbn dg Disdikpora. 
6. Peneliti : Bagaimana penetapan anggaran pelaksanaan? Kabid 
diikutsertakan dalam menetapkan? 
Kabid P2M : Anggaran, langsung dari pusat dan disamaratakan di 33 
provinsi di Indonesia. Kemudian oleh Kepala BNNP dan perencanaan, 
bidang Ren di alokasikan ke bidang-bidang. Kabid tidak ikut serta 
menetapkan hanya mengusulkan. Dana langsung dari pusat/ APBN 
pemerintah 
7. Peneliti :  Apa saja program/kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat? Khususnya untuk pelajar 
Kabid P2M : Th 2015 kemarin ada PSBN/sekolah bebas narkoba, yaitu 
memberntuk satga/satgas anti narkoba dan memberdayakan sekolah untuk 
mencegah narkoba di lingk sekolah. Ada 25 sekolah yg diberdayakan, 
dibuat juara 123. Itu untuk menumbuhkan semangat saja, ttp 25 itu sudah 
mandiri. 
8. Peneliti : Bagaimana anda mengatur SDM yang ada? Misal program 
A ada penanggungjawab? 
Kabid P2M : Karyawan ada 6 trmasuk Kasi. Dibagi sesuai dengan 
segmen. Ada yang bagian pendidikan, swasta, pemerintah, masyarakat. 
Sudah ada tupoksi masing2,ttp saat kegiatan nantinya bareng2. Beda dg 
pencegahan yg kruyukan artinya bareng2 mengerjakan. Sudah ada tupoksi 
masing2,ttp saat kegiatan nantinya bareng2. Beda dg pencegahan yg 
kruyukan artinya bareng2 mengerjakan. 
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9. Peneliti : Apa yang menjadi kendala/faktor penghambat dalam 
melaksanakan program? 
Kabid P2M : Yang manjadi kendala dalam melaksanakan, yaitu 
terbatasnya SDM karena mobilitasnya tinggi, anggaran yg juga terbatas, 
dukungan pemerintah, kurangnya sosialisasi perda harusnya pemda yg 
mensosialisasikan, tapi malah BNNP ikut mensosialisasikan. Banyak 
permintaan dari masyarakat, untuk sosialisasi, tes urine,. Dengan staff 
segitu, tidak bisa memenuhi semua permintaan. 
10. Peneliti : Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tsb? 
Kabid P2M : ya membentuk kader/penggiat anti narkoba tadi, 
harapannya mereka tidak perlu mengundang BNNP lg, krn mereka sudah 
bisa mandiri (SDM). Untuk anggaran, masyarakat swadaya 
mengumpulkan anggaran sendiri, ya dengan pelatihan2 td. 
















Lamp  : Transkrip Wawancara 
Subjek : Kepala Seksi Pencegahan  
Hari  : Senin 
Tanggal : 28 Maret 2016 
1. Peneliti : Apa yang dimaksud dengan Pencegahan? 
Kasi Cegah : Mencegah dari yg belum terjadi jgn sampai terjadi. tujuan 
BNNP semua komponen masy tidak memakai, yg menjadi imun tetap 
imun. Yg memakai berhenti memakai. Mencegah yg kita beri informasi. 
Diseminasi informasi adl memberi informasi, tatap muka sosialisasi ke 
pelajar SMP/SMA.  
Isinya pencegahan, macam2, dasar hukum, dampaknya, ciri2 orang make, 
tips mencegah. Narkoba tidak hanya obat, rokok, kopi. BNN fokus ke 
Narkotika dan psikotropika. 
Advokasi, yg disasar lebih mengajak institusinya berperan aktif, bgmn 
lembaga kebijakannya kita dampingi. Membangun jejaring, jaringan 
memperkuat kebijakan kebijaknnya lebih membumi/diimplementasikan 
2. Peneliti : Apa arah dan tujuan dari pencegahan? 
Kasi Cegah : Tujuan BNNP semua komponen masy tidak memakai, yg 
menjadi imun tetap imun. Yg memakai berhenti memakai. 
3. Peneliti : Siapa sasaran pencegahan? 
Kasi Cegah : Masyarakat imun, bisa pelajar, pekerja, masyarakat. 
4. Peneliti : Siapa saja implementator/pelaksana program pencegahan? 
Kasi Cegah  : Kegiatan BNNP, tupoksi masing2 seksi, yg menjadi 
wewenang seksi pencegahan. 
5. Penelti  : Lembaga mana saja yang terkait? 
Kasi Cegah : BNNK, BNK, Dinsosial, Dikpora DIY, Kesbanglinmas. 
Tergantung kegiatan/programnya 
6. Peneliti : Bagaimana penetapan anggaran pelaksanaan? Kabid 
diikutsertakan dlm menetapkan? 
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Kasi Cegah : Membuat proposal, diseminasi informasi, siapa 
narasumber, kerjasama dg siapa, sekolah mana yg jd sasaran, Kasi yg 
menentukan. Bentuknya proposal, materinya apa sekolah mana, disetujui 
Kabid, ke atas ke Kepala BNNP. Kerjasamanya dg BNK kerjasamanya 
Disdikpora. Mgkn BNNP ada kerjasamanya dg Disdikpora MOU.  
7. Peneliti : Berapa besar anggaran dan dari mana asalnya? Setiap 
bidang mendapatkan berap 
Kasi Cegah : APBN pemerintah/tidak mau menyebutkan. 
8. Peneliti : Bagaimana kebijakan penggunaan serta pertanggung 
jawabannya? 
Kasi Cegah : Mengusulkan anggaran, sekaligus. Dapat jatah dr BNN 
brp. Misal 1 M membentuk kegiatan, sosialisasi berpa kali, pameran brp 
kali, membangun jejaring brp kali. Tp yng menentukan ttp REN. 
Narasumber dpt brp. Kegiatan menyesuaikan dg anggaran, krn APBN 
terbatas. 
Pertanggung jawaban menggunakan anggaran, belanja ATK membuat 
SPJ/nota/kuitansi, daftar tamu, daftar penerimaan honor, daftar peserta, 
dokumentasi. 
9. Peneliti : Bagaimana prosedur/SOP yang dimiliki untuk 
melaksanakan? 
Kasi Cegah : Menjalankan kegiaatan dr Subag perencanaan, ikut 
mengusulkan sosialisasi berapa kali, pameran brp kali. Bikin leaflet/stiker 
tidak disetujui. Kewenangan diseminasi dan advokasi. Kasi mengusulkan 
kegiatan, melaksanakan kegiatan, tidak membikin kebijakan. Staff, 
Elni,hindun, Mulyadi. Sistem administrasi kinerja, bentuk aplikasi, daftar 
penilaian pekerjaan, kegiatan diseminasi informasi ke pelajar 7x, ke 
masyarakat 2x, pekerja 2x, workshop brp kali, dibagi habis sesuai dg 
karyawan. Kegiatan kruykuan, siap bikin proposal, bikin sprint, bayar 
narasumber, pasang2, nanti dibagi. 7 x,  2 2 1, dibikin seimbang. 




Kasi Cegah : Menjalin dg seksi/bidang lain, manajemen birokrasi kalau 
kita butuh apa, ya kt kan pelaksana kegiatan. Ada logistik, umum, kalau 
kita butuh apa ya mereka mensupport. Kaya di bag umum, kita butuh apa 
dibantu. Kalau kegiatan kita butuh ATK 30 pelajar, ke logistik, spanduk, 
konsumsi. Alurnya kebijakan dari Kepala. Kontennya kami, pen 30, buku 
30. Dg bidang lain, yg mengadakan Bag umum, permasalahannya apa, di 
lapangan P4GN sprt apa, membutuhkan apa. Seksi teknis ada seksi 
penunjang. Keterlibatan bidang lain pas proposal. Bth kendaraan dr 
logistik, bentuk koordinasi/kerjasama. Kalau kegiatan yg lain pentas/besar 
minta bidang lain 
11. Peneliti :  Apa saja program/kegiatan dalam rangka pencegahan? 
Kasi Cegah : Ada 2 bagian kegiatan di seksi pencegahan yaitu 
diseminasi informasi dan Advokasi. Tahun ini kegiatan diseminasi 
informasi ke pelajar 7x, ke masyarakat 2x, pekerja 2x. Diseminasi 
informasi adl memberi informasi, tatap muka sosialisasi ke pelajar 
SMP/SMA. Th ini 7kali GK 2x Bntul 3x KP 2x. . Radio, 24x tv 12x, non 
elektronik memasang baliho. Media pentas seni, rencananya di GK 
kerjasama BNK GK. Ada konten pencegahan, ada musiknya ada tarian, 
tujuannya mengajak audien. Pameran 3x biasanya di Tampintar, Sekaten 
satunya kita mencari. 
Advokasi, yg disasar lebih mengajak institusinya berperan aktif, bgmn 
lembaga kebijakannya kita dampingi. Membangun jejaring, jaringan 
memperkuat kebijakan kebijaknnya lebih membumi/diimplementasikan. 
Di lingk pendidikan, belum br rencana. Kmaren br dr pemerintah. 
Kegiatan mengajak pemangku kebijakan, misal kepala sekolah, bgmn 
implementasi p4gn di sekolah, sudah terbentuk satgas, kerjaama dg 
dinkes/komite. Punya program2 apa yg bisa dishare kan ke sekolah2 
12. Peneliti : Bagaimana teknik penyusunan program/kegiatan? Apa 
disesuaikan dengan kebutuhan atau memang program rutin? 
Kasi Cegah : Kayak bagan, pengusulan kegiatan ada dari rapat 
persiapan, bikin proposal, diajukan ke Kabid, kemudian ke Kepala BNNP 
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turun lg ajukan ATK, ke Subbag lain, pelaksana kegiatan/alur. Setiap 
bidang mengusulkan program, tetapi yg menentukan bidang perencanaan. 
Dan menyesuaikan dg keputusan BNN pusat.  
13. Peneliti : Kapan program/kegiatan tersebut dilaksanakan? 
Kasi Cegah : Secara resmi tahun ini ada 7x untuk pelajar, setiap tahun 
berubah tergantung anggaran dan renstra, dan dari pusat, yg difokuskan 
pencegahan apa sih. Kegiatan 15 sekolah diundang, setiap sekolah 2 
perwakilan. Selain itu Permintaan mjd narasumber juga banyak, stiap 
MOS/TA baru. 
14. Penelti  : Bagaimana/apa metode dalam melaksanakan program? 
Kasi Cegah : Diseminasi informasi adl memberi informasi, tatap muka 
sosialisasi ke pelajar SMP/SMA. Medianya sosialisasi dan seminar. Radio, 
24x tv 12x, non elektronik memaasang baliho. Media pentas seni, 
rencananya di GK kerjasama BNK GK. Ada konten pencegahan, ada 
musiknya ada tarian, tujuannya mengajak audien. Pameran 3x biasanya di 
Tampintar, Sekaten satunya kita mencari. 
15. Peneliti : Siapa saja yang biasanya ikut andil dalam pelaksanaan 
program/kegiatan? 
Kasi Cegah : Tergatung sasarannya. Yang pasti tim pencegahan, 
kemudian BNK, Disdikpora biasanya malah dg BNK yg menghubungi 
Disdikpora, sekolah yg menjadi sasarannya, minta data Disdikpora. BNNP 
bikin surat ke BNK, Disdikpora ngasih data. Dinsos 
16. Peneliti : Bagaimana peran Dindik/Sekolah maupun pelajar dalam 
program tsb? 
Kasi Cegah : Disdikpora biasanya malah dg BNK yg menghubungi 
Disdikpora, sekolah yg menjadi sasarannya, minta data Disdikpora.  
17. Penelti  : Apa standar dan sasaran program? Tujuan yang ingin 
dicapai? 
Kasi Cegah : Sasaran program ada segmen, dari lingkungan pendidikan, 
masyarakat, pemerintah, pegawai. 
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18. Peneliti : Bagaimana anda mengatur SDM yang ada? Misal program 
A ada penanggungjawab? 
Kasi Cegah : Staf ada 4. Misal kegiatan diseminasi informasi ke pelajar 
7x, ke masyarakat 2x, pekerja 2x, workshop brp kali, dibagi habis sesuai 
dg karyawan. Kegiatan kruykuan, siapa bikin proposal, bikin sprint, bayar 
narasumber, pasang2, nanti dibagi. 7 x, formatnya  2 2 1, dibikin 
seimbang. 
19. Peneliti : Bagaimana sumberdaya non manusia? Misal sarpras,dana, 
infrastruktur? 
Kasi Cegah : Sarpras sudah ada, kita punya alat2 screen audio. Dan 
tergantung kegiatan, misal membutuhkan ATK mengajukan ke bidang 
logistik untuk menyediakan. 
20. Peneliti : Bagaimana menjalin koordinasi/hubungan dengan bidang 
lain? 
Kasi Cegah : Menjalin dg seksi/bidang lain, manajemen birokrasi kalau 
kita butuh apa, ya kt kan pelaksana kegiatan. Ada logistik, umum, kalau 
kita butuh apa ya mereka mensupport. Kaya di bag umum, kita butuh apa 
dibantu. Kalau kegiatan kita butuh ATK 30 pelajar, ke logistik, spanduk, 
konsumsi. Alurnya kebijakan dari Kepala. Kontennya kami, pen 30, buku 
30.  
21. Peneliti : Bagaimana respon lembaga/instansi lain diluar BNNP dg 
adanya program ini? (Disdikpora/sekolah) Bagaimana kerjasamanya? 
Kasi Cegah : Sekolah dlm artian bikin MOU belum ada, hanya kalau 
ada kegiatan kita diundang, kita diajak untuk melaksanakan sidak sudah 
ada satgasnya belum sih, kan di perda juga dicantumkan bahwa setiap 
institusi ada satgasnya. Kalau scr formal sy krg tahu. Respon baik, mereka 
jg punya anggaran. Soalnya merka dituntut dg adanya perda 13 th 2010 
untk melakukan p4gn di lembaganya. 
22. Peneliti : Bagaimana lembaga lain memahami program ini? Apakah 
ada kesadaran untuk ikut mendukung? 
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Kasi Cegah : Kerjasama dg BNK, diundang mnjd narasumber, PT yg 
mengundang pelajar, KKN mengundang pelajar. Bagus. Dulu dg 
disdikpora juga, disdikpora juga minta kami mensosialisasikan program 
mereka. Respon baik, mereka jg punya anggaran. Soalnya merka dituntut 
dg adanya perda 13 th 2010 untk melakukan p4gn di lembaganya. 
23. Peneliti : Apa yang menjadi kendala/faktor penghambat dalam 
melaksanakan program? 
Kasi Cegah : Kendala nya di lapangan secara garis besar kecil 
prosentase nya, kedatangan, ada yg tidak datang. Yg ngundang BNK, 
sekolah dr Disdikpora, sekolah ada yg tidak datang, biasnya Osis, 
kebanyakan datang. Hambatannya pas pelaksanakan lancar, mereka sering 
mendapat sosialisasi, yg diundang Osis nya atau satgasnya, jd 
sosialisasikurang hidup, tanya jawab tidak hidup, sebenernya bagus untuk 
menambah wawasan.  
Bukan hanya hambatan dr kegiatan, tp lebih ke output. Personil, kurang 
kalau banyak permintaan. Dlm kegiatan ada yg antusias ada yg tidak, 
negeri swasta berbeda, perkotaan dan pedesaan berbeda. Sering dapat 
sosialisasi dg yg belum bisa jadi hambatan bisa jg daya dukung. Sama yg 
diundang Osis nya, bkn anak yang potensi menggunakan. Kendalanya 
wilayahnya cakupannya luas, yg diundang cm yg dekat2. Kemudian 
anggaran, terpaku sm Baku, anggaran banyak staff kurang keponthal 
ponthal.Sarana prasarana, cukup, personilnya msh muda2 energik. 
Geografis yg kita sasar banyak. Ttp tidak signifikan, krn anggaran. Tidak 
semua sekolah bs tercapai, merk tidak antusias. 
24. Peneliti : Kalau dari internal?  
Kasi Cegah : Sarpras sudah ada, kita punya alat2 screen audio. SDM 
Jabatan fungsionalnya sbg penyuluh, ttp tidak bisa menyuluh karena latar 
belakang pendidikannya. 
25. Peneliti : Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tsb? 
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Kasi Cegah :  Mensiasati dengan meminta bidang lain, misal dayamas 
dalam penyuluhan. Kegiatannya jgn terlalu banyak, 1minggu sekali atau 
maks 2x. Kalau anggaran tercukupi. 
26. Peneliti :  Apa saja faktor pendukung? 
Kasi Cegah : Disetiap kegiatan, ada dukungan rapat persiapan, 
persiapan apa yg sudah dilaksanakan, apa yg belum, kamu apa, ditunjuk, 
yg tersedia apa, intern seksi/bidang lain. Keterlibatan bidang lain pas 
proposal. Bth kendaraan dr logistik, bentuk koordinasi/kerjasama. Kalau 
kegiatan yg lain pentas/besar minta bidang lain 
27. Peneliti : Bagaimana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan? Apa 
yang biasanya menjadi bahan evaluasi? 
Kasi Cegah : Pre Tes sma Post tes utk memonitor kegiatan, kalau skrg 
cm Pre tes quisioner, apa yg perlu ditindak lanjuti. Kegiatan jg ada monev, 















Lamp  : Transkrip Wawancara 
Subjek : Staf Pemberdayaan Masyarakat  
Hari  : Selasa 
Tanggal : 29 Maret 2016 
 
1. Peneliti  : Apa yang anda ketahui tentang Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat? 
Staf Dayamas : Kegiatan dayamas? Intinya pemberdayakan masyarakat, 
intinya kegiatannya melanjutkan teman2 pencegahan, kan teman2 
pencegahan sudah berhasil memberikan informasi (Diseminasi Informasi) 
terkatit bahaya narkoba, nah kiranya orang2 yg yg sudah mendapatkan 
informasi yg sekiranya kemampuan utk berdaya dan membantu kami 
melaksanakan p4gn kita berdayakan. 
2. Peneliti  : Apa arah dan tujuan dari pencegahan dan pemberdayaan 
masyarakat? 
Staf Dayamas : yaitu memberdayakan masyarakat yg sehat supaya 
berdaya dapat menggelorakan semangat anti narkoba di lingkungannya, itu 
tujuannya. 
3. Peneliti  : Siapa sasaran pencegahan/pemberdayaan masyarakat? 
Staf Dayamas : Ada 4 segmen, lingkungan pendidikan, masyarakat, 
pekerja, dan pemerintah. 
4. Peneliti  : Siapa saja implementator/pelaksana program 
pencegahan/pemberdayaan masyarakat? 
Staf Dayamas : Kalau di lingkungan BNNP, pelaksana nya ya BNNP 
khususnya seksi pemberdayaan masyarakat. 
5. Peneliti  :  Lembaga mana saja yang terkait? 
Staf Dayamas : SKPD2 tekait, kesbangpol, satpol pp, disdikpora, grhasia,   




Staf Dayamas : Kayak kemaren kita lebih ke pelajar sebenarnya, jadi kita 
mengadakan PSBN (Pemberdayaa Sekolah Bebas Narkoba) dan PKBN 
(Pemberdayaan Kampung Bebas narkoba), jadi kita adakan lomba, masing2 
sekolah di kabupaten kota seleksi, kemudian maju tingkat provinsi, kemudian 
yg menang dikasih dana dr BNN 25 juta. Jadi dana itu untuk mendanai 
program2 yg ada di sekolah terkait anti narkoba. La yg bisa ikut adalah 
sekolah2 yg sudah mempunyai kader anti narkoba dan mempunyai program 
berkaitan anti narkoba di sekolahnya. Jadi yg dilombakan adalah programnya. 
7. Peneliti  : Teknisnya bu? 
Staf Dayamas :  Mereka memaparkan meyakinkan kita bahwa proramnya 
layak utk dilakukan di lingkungannya, itu mulai dari level kab/kota sampai 
provinsi, jd 5 finalis sekolah itu dapat uang pembinaan. Uang pembinaannya 
tidak dikasih utuh, tapi mereka bisa mencairkan dana kalau mereka sudah 
melakukan kegiatan itu.  
Jadi misal sekolah punya kegiatan sosialisasi ke anak Sd/SMp, ini sekolahnya 
SMA, dia punya sosialisasi 5 SMP di kab bantul, jadi mereka harus bikin 
proposal program itu, diajukan ke bendahara, bendahara acc baru dana bisa 
cair. Misal dia dapat uang 25juta, satu sosialisasi 500rb ya dana cair 500rb, 
kemudian dia buat SPJ/pertanggung jawaban, kayak daftar hadirnya, lampiran 
foto kegiatan, jd benar2 mereka melaksanakan itu. Sampai nanti bertahap ada 
kegiatan apalagi, dana cair turun2 gt sampai dana mencapai 25jt. Nah monev 
nya selain bendahara dr kita/BNNP, oleh inspektorat/BNN pusat, kemudian 
BPK. Program by program, baru ngajuin. Kadang2 kita nengok kesana jg. 
8. Peneliti  : Syarat ikut PSBN bu? 
Kasi Dayamas : Syarat ikut PSBN, sekolah yg sudh punya satgas/kader. 
Tujuannya utk mengapresiasi sekolah2 yg sudah menjalankan/yg sdh pnya 
kader. Kalau yg belum punya satgas, itu tugasnya anak2 Pencegahan, jd 
mereka masuk dl, kasih informasi2/penyuluhan ngasih tahu pentingnya punya 
satgas/kader, sampai akhrnya kalau mereka oke, kita butuh kader 
membutuhkan bantuan, baru anak dayamas masuk membentuk kader, melatih 
192 
 
kader, membimbing mereka jd kader bikin program, jd 3 tahun merk 
melaksanakan program bisa iktu lomba biasanya. Itu perjalanan panjang. 
9. Peneliti  : Bagaimana pembentukan kader bu ? 
Staf Dayamas : Bisa dibilang dayamas itu melahirkan kader, atas 
permintaan sekolah atau kampung. kegiatan pembentukan kader itu 
bagaimana buk? Itu mulai th 2014 ke belakang kita membentuk kader, th 
2015 kita tidak membentuk kader sama sekali, kita menguatkan kader yg 
sudah terbentuk dan kita dorong kader2 ini punya jejaring, punya link. Jd 
2015 ke belakang kita melahirkan kader2. Nah 2015 kita evaluasi, bhw 
trnyata kader2 ini tidak hny butuh dilahirkan dna dibentuk, tp dia jg butuh utk 
hidup/bertahan lebih lama.  
10. Peneliti  : Tindak lanjutnya apa bu ? 
Staf Dayamas : Berdasarkan evaluasi tahun2015 kita tidak membentuk 
kader, tapi kita menguatkan kader2 yg sudah terbentuk, jd tempat2 yg sudah 
kita bentuk kader kita tilik lagi “kadermu isih mlaku po ora?” kadermu 
kendalanya apa, akhirnya kader2 itu kita kuatkan lagi, kira2 yg perlu latihan2 
lg kita kasih pelatihan lagi, jd kayak publik speeking, karakter building, ya yg 
membantu mereka, plus kita buatkan jejaring antar sesama kader.  
11. Peneliti  : Bagaimana teknik penyusunan program/kegiatan? Apa 
disesuaikan dengan kebutuhan atau memang program rutin? 
Staf Dayamas : Penyusunan program berangkat dari anggaran, jd program 
th 2016 sdh direncanakan th kemarein, jd th 2015 sdh diketok palu kalau 
2016 ini program ini3x, jd siapa yg menysun program? Itu dari bidang2, jd 
mungkin nanti juli/agustus nanti kita sudah mulai menyusun program utk 
tahun depan. Jd sekarang ini sdh memikirkan program th 2017. Nanti 
masing2 bidang rapat, evaluasi dari tahun kemaren, apa yg dihilangkan atau 
diperbaiki. Nanti input2an diajukan ke instansi/bidang perencanaan. Bidang2 
lg rapat dg pak Kepala. Jd rapat dulu di level bidang, kemudian BNNP, baru 
ke pusat/BNN, karena kan yg menetapkan BNN karn kita kn instansi pusat. 
Jd nanti inputan2 dari kita jadi masukan buat BNN utk menyusun anggaran 
dan program selanjutnya. 
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12. Peneliti  : Program itu sama ya semua daerah? BNNP satu degan 
yang lain sama?  
Staf Dayamas : Secara program sama, tapi fokusnya mungkin beda, jadi 
misal tadi di lingkungan pendidikan, di jogja ke pendidikan 
tinggi/mahasiswa, mungkin daerah lain pendidikan menengah atau 
pendidikan dasar, jd bedanya disitu aja. Lebih kepada krusialnya apa, krn di 
jogja kan krusial bgt dan banyak pemake dr kalangan mahasiswa, apalagi 
jogja kan kota pelajar, banyak pendatang gitu yang rentan. Makanya kita 
memilih pendidikan tinggi.  
13. Kapan program/kegiatan tersebut dilaksanakan? 
Staf Dayamas : Sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan 
14. Bagaimana/apa metode dalam melaksanakan program? 
Staf Dayamas : Dengan mengadakan Bimtek, kalau penyuluh . Kalau 
pencegahan, tujuannya utk memberi informasi bahaya2 narkoba, ini loh 
narkoba, bahaya nya, jenis2nya, kalau kamu pake begini. Tapi kalau 
dayamas, oke kamu sehat, kamu bersih tapi kalau lingkunganmu tidak sehat, 
itu sama aja menjadi ancaman, terus kalau lingk kyk begitu,kamu mau 
ngapain, fokusnya beda. 
15. Peneliti  : Siapa saja yang biasanya ikut andil dalam pelaksanaan 
program/kegiatan? 
Staf Dayamas : Tergantung dengan kegiatannya, kalau menyasar ke 
pendidikan, ya bisa pelajar atau guru yang mempunyai power di sekolahnya. 
16. Peneliti  : Bagaimana peran Dindik/Sekolah maupun pelajar dalam 
program tsb? 
Staf Dayamas : Dikpora jg ada sosialisasi utk anak SLTa dan mahasiswa. 
Disdikpora termasuk yg intens bgt kerjasama. Sebagai jembatan. 
17. Peneliti  : Apa standar dan sasaran program? Tujuan yang ingin 
dicapai? 
Staf Dayamas : Mencetak kader agar bisa berdaya memberikan informasi 




18. Peneliti  : Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan program? 
Staf Dayamas : Sebagai penyuluh, dan kalau di bagian saya dapat 
pemerintah. Tp pelaksanaannya sama saja. 
19. Peneliti  : Apa yang menjadi kendala/faktor penghambat dalam 
melaksanakan program? Apa kesulitan/permasalahan yg anda temukan di 
lapangan saat pelaksanaan program? 
Staf Dayamas : Kita harus diperkuat dalam evaluasi, karena kita tumpang 
tidih, luas yang harus kita hadapai dan tidak didukung SDM yg memadahi 
secara kualitas maupun kuantitas, kita nggarap ini sudah selesai, kemudian 
sudah ada yg lain padal yg ini tidak ada yg ngikutin, makanya itu yg menjadi 
dasar th 2015 kita tidak membentuk kader lagi. Kita 3 tahun sibuk 
membentuk kader, tp kita tidak punya waktu utk me maintenence kader2 ini, 
kita menguatkan kader ini. 
Menurutku, peserta, kalau dayamas ini kan khusus orang2 yg terpanggil yg 
secara hati melakukan hal2 tadi yg ada di sekitar, utk mencari orang itu tidak 
mudah. Apalagi pekerja swasta. Itu tantangan kita, kalau pencegahan kan di 
fase kognitif, dari yg tidak tahu menjadi tahu, kalau dayamas kita 
menggerakkan hati. Karena P4GN tidak ada keuntungan. 
Seorang kapabilitasnya, penyuluh tidak bisa sebagai penyuluh. Jd penyuluh 
otodidak, dan ikut pelatihan sendiri, jadi sesama antar penyuluh tidak 
seragam, 
20. Peneliti  : Ada Job desk bu?  
Staf  Dayamas : Ada tapi tidak kuat, tp kalau di lapangaan kita buat job 
desk sendiri, jd saat kegiatan kita membagi sendiri. masing2 blm punya 







Lamp  : Transkrip Wawancara 
Subjek : Staf Dayamas 
Hari  : Rabu  
Tanggal : 30 Maret 2016 
1. Peneliti  : Apa yang anda ketahui tentang Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat? 
Staf Dayamas : Kalau pencegahan lebih kepada pemahaman dan 
pengetahuan. Dayamas lebih kpada stimulus supaya dapat memfasilitasi 
mereka. Memfasiliasi apa? Ya supaya mereka bisa berdaya sendiri, contoh dulu 
yg pernah dikasih pelatihan/pemahaman dari cegah, kita akan panggil lagi kita 
akan latih lebih dalam lagi kayak TOT (training of trainer), membuat kader 
supaya mereja bisa bergerak sendiri. bgaimana mereka bisa bergerak menjadi 
erpanjangan angan kita, bisa mengaplikasi gerakan p4gn di lingkungan 
mereka/masing2. Jadi stimulus supaya mereka bisa bergerak sendiri, mandiir 
makanya dinamakan pemberdayaan masyarakat. 
2. Peneliti  : Apa saja program/kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat? 
Staf Dayamas : Pemberdayaan alternatif ada menyasar daerah rawan, 
dipetakan, workshop, orang2 tingkat kerawanan tinggi. Kita kasih pelatihan, 
alat2 supaya punya pekerjaa pas nganggur tidak ke arah narkoba. Peran serta 
masyarakat : bagaimana menyadarkan masyarakat entah di lingkungan 
pendidikan, pemerintah, swasta, masyarakat spy mrk bisa mandiri dg cara kita 
bekali/fasilitasi dg macam2 intervensi, dg goalnya mereka mjd penggiat anti 
narkoba di lingk mrk masing2. 
3. Peneliti  : Bagaimana teknik penyusunan program/kegiatan? Apa 
disesuaikan dengan kebutuhan atau memang program rutin? 
Staf Dayamas : Pertengahan tahun menyusun untuk tahun depan. 
Biasanya melihat seberapa efektif tahun ini kemudian kita susun. Patokannya 
sprt apa, bentuk kegiatan seperti apa, sasarannya? Tp diserahkan ke bagian 
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perencanaan yg akan mengkonfigurasi, karena pusat suka ada program2 
tambahan baru. Kita cm menentukan awal, kita mengikuti kebijaka pusat. 
Rata2 kalau kt menyusun ABCD, yg turun ke kt bisa ABCDEFG, atau 
mungkin ABCD tidak ada sama sekali jd hanya EFG saja, itu bisa aja. Setiap 
tahun merupakan pembelajaran, jadi pasti ada yg baru tp tidak menyulitkan. 
Desember kegiatan udah mulai kelihatan, januari belajar bagaimana 
menyusunnya siapa pesertanya, fleksibel krn tiap tahun tema berganti2. 
4. Peneliti  : Bagaimana/apa metode dalam melaksanakan program? 
Staf Dayamas : Stake holder kita undang, kalau workshop seperti apa, 
tujuannya siapa. Kemudian pengembangan, workshop: stake holder, 1 org 
teknis yg akan melaksanakan kegiatannya. TOT yg diundang pelaksana teknis 
spy mrk bs menjadi penggiat anti narkoba dn melaksanakan nya di lingkungan 
mereka. Melakukan pendekatan, terutama anak2 nakal. Tergantung karakter 
sekolah.  
Pencegahan itu berusaha menepati ketetapan pelajar dg tidak menayangkan 
gambar2 yg menyeramkan, jenis2 narkoba segala macam2nya. No testimoni/ 
mendatangkan seseorang mantan pecandu, krn takut salah tangkap. Tidak 
fokus ke narkoba saja, tp jg beberapa jenis kecanduan, tidak narkoba saja, tp 
kecanduan gadget. Power point bikin yg fun, berusaha cocok utk pelajar (SD, 
SMP, SMA). Yg berani tanya ada reward, anak2 nakal buat kontrak. 
5. Peneliti  : Apa yang menjadi kendala/faktor penghambat dalam 
melaksanakan program? Apa kesulitan/permasalahan yg anda temukan di 
lapangan saat pelaksanaan progra 
Staf Dayamas : Ketemu dg orang baru, kemudian mereka sudah jadi apa? 
Kadang2 kegiatan wajib, dr pusat di bidang kami sll ada kegiatan wajib. 
Kegiatan besar, tiba2 ditunjuk jd pilot project. Jd tambah lg pekerjaan, adaptasi 
lagi. 
6. Peneliti  : Apa saja faktor pendukung? 
Staf Dayamas : Dukungan hampir semua lembaga ikut dukung krn BNN 
tidak bisa berjalan sendiri koordinatif dan kooperatif. Di bidang selalu dukung. 
Kabid kasi mau mendengarkan. 
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Lamp  : Transkrip Wawancara 
Subjek : Staf Cegah  
Hari  : Jum’at 
Tanggal : 1 April 2016 
1. Peneliti  : Apa yang anda ketahui tentang Pencegahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat? 
Staf Cegah  : Menyampaiakan informasi, memberi informasi, dalam 
bentuk seminar, workshop ke TK, SD, SMP, SMA, Masyarakat 
2. Peneliti  : Advokasi apa?  
Staf Cegah  : Cenderung lebih ke sosialisai kebijakan bnn, p4gn 
sasarannya instansi/lembaga. Tujuannya untuk melakukan sinergitas, biar yg 
dilakukan p4gn itu sekata, dan nggak overlap. 
3. Peneliti  : Apa saja program/kegiatan dalam rangka pencegahan dan 
pemberdayaan masyarakat? 
Staf  Cegah  : Ada sosialisasi, tiap tahun kita wajib mengadakan 
kegiatan ke pelajar, lomba sekolah bebas narkoba. Program dari setiap tahun 
pada dasarnya sama, kalau lomba2 itu ganti hubuganya dg dayamas. Kalau 
pencegahan sebatas sosialisasi saja. Ada pagelaran seni budaya, 
pelaksanaannya giliran tahun ini di gunugnkidul. Sasarannya pelajar 
mahasiswa. Sekaten, pameran, dialog interaktif dg tv radio itu kegiatan 
pencegahan.  
4. Peneliti  : Bagaimana teknik penyusunan program/kegiatan? Apa 
disesuaikan dengan kebutuhan atau memang program rutin? 
Staf Cegah  : Bagian perencanaan. Menysun program dari semua 
bidang. Jd nanti kita bikin kegiatan dr situ, ada rincian kerja kita pelajari, kalau 
ada yg ganjil kita akan tahu ke perencanaan. Ada usulan dari kita, kita sudah 
menysun rencana th 2017 ke perencanaan, nanti dari perencanaan diolah mana 
yg bisa dilakukan mana yg tidak. Dan untuk pelajar, tiap tahun pasti ada.  
5. Peneliti  : Bagaimana/apa metode dalam melaksanakan program? 
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Staf Cegah  : Teknik sosialisasi, th kemaren ke dialog interaktif. Apa yg 
mereka butuhkan. Kalau ttg narkoba kan tinggal klik di google sudah tahu. Tp 
apa yg mereka blm tahu, itu yg kita share. Tp utk tahun ini lebih ke seminar, 
menyesuaikan rencana anggaran dn kegiatan. pembentukan satgas, pentas seni 
6. Peneliti  : Bagaimana peran Dindik/Sekolah maupun pelajar dalam 
program tsb? 
Staf Cegah  : Dindik terkadang mengundang kami jd narasumber, 
mereka punya  program sendiri. sekolah juga kadang mengundang saat 
MOS/TA baru. Kalau acara BNN, sekolah mewakilkan siswa nya untuk 
menghadiri. Undangan dari BNNP, kerjasama dg BNK(saat di bantul) 
7. Peneliti  : Apa standar dan sasaran program? Tujuan yang ingin 
dicapai? 
Staf Cegah  : Pas sosialisasi itu untuk memotivasi sekolah utk membuat 
satgas, krn kan membentuk satgas adalah wajib sesuai perda 13 th 2010. 
8. Peneliti  : Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan program? 
Staf Cegah  : Sebagai penyuluh, memberikan informasi.  
9. Peneliti  : Bagaimana menjalin koordinasi/hubungan dengan bidang 
lain? 
Staf Cegah  : Hubungan dg bidang lain baik, terutama seksi dayamas 
saling bantu, saling backup. Kalau bidang lain tidak berhubungan langsung, 
lebih ke dayamas kalau tes urin positif, diarahkan ke rehab.  
10. Peneliti  : Apa yang menjadi kendala/faktor penghambat dalam 
melaksanakan program? Apa kesulitan/permasalahan yg anda temukan di 
lapangan saat pelaksanaan program? 
Staf Cegah  : Kalau saya rasa sih, dari pihak sekolah ya mungkiin, kalau 
kita ngundang peserta yg dikirimkan yg sudah pernah dapat sosialisasi, padahal 
kita pengennya yang regenarasi, misal adek kelas, malahan ada yang sudah jadi 
satgas. Sasarannya yg belum pernah, malah yang datang pernah jd panitia. Kita 
sudah menyiapkan materi ini, tp yg dateng udah pernah, jd kita merubah 
polanya. Lebih cenderung apa yg kamu butuhkan. 
11. Peneliti  : Kalau dari siswanya sendiri?  
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Staf Cegah : Siswa bagus, antusias meski hadir meski jauh. Ex di 
gunungkidul. Kegiatan sekolah saya rasa juga membuat program, yg 
diundang pengurus osis atau yg punya power di sekolah. 
12. Peneliti  : Kendala internal?  
Staf Cegah : Lebih tenaga, personil. Cegah hanya 40rang padal th ini 
kegiatan 120an lebih. Lebih rumit, advokasi msh baru jd masih ngambang, 
kalu diseminasi sudah sering. Kerjasama dg BNK Kabupaten, kerjasama 
mana bih pelajar yg blm dapet sosialisasi. Begitu. Kendala dari segi anggaran, 
terbatas sih. Kita tidak leluasa menggunakan. Kita pepet2ke kita fullkan, 
seminar kit, tp berusaha. 
13. Peneliti  : Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tsb? 
Staf Cegah : Memaksimalkan apa yg ada aja, misal anggaran. 
14. Peneliti  : Apa saja faktor pendukung? 
Staf Cegah : Dukungan dari BNNP baik, ada rakor walaupun jarang. 
Setiap pagi ada apel untuk memberikan informasi, pengajian, outbond. 
15. Peneliti  : Bagaimana hasil yang dicapai selama ini dg program yang 
telah dijalankan? 
Staf Cegah : Quisioner: hasilnya positif, masukan juga positif, 
diadakan sosialisasi membentuk satgas. 
16. Peneliti  : Bagaimana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan? Apa 
yang biasanya menjadi bahan evaluasi? 
Staf Cegah : Evaluasi menggunakan pre test. Jadi peserta mengisi 
angket, kita olah data nya. Tahun ini 7x, tapi kita jadikan 1 evaluasi nya. 
Semuanya, apa yang kurang.  
17. Peneliti  : Respon dg adanya program/kegiatan? 
Staf Cegah : Kalau langsung ke guru, baik sih biasanya langsung bikin 
program. Kerjasama dg satpol pp sidak apakah sudah ada satgas blm, ada yg 
blm dikasih form ada sanksi2 yg ada kalau blm ada satgas. Kalau disdikpora? 




Lampiran 3. Tabel Reduksi Data 
 Aspek yang dicari Narasumber Hasil Wawancara Kesimpulan 





Kepala Seksi Dayamas 
 
Staf 
“Kita kan organisasi vertikal, artinya 
berhubungan langsung dengan BNN pusat. 
Dari anggaran, program/kegiatan ditentukan 
oleh pusat. Walaupun kita sebelumnya 
diminta untuk mengusulkan program, tetapi 
yang menentukan tetap pusat.  
 
Didukung oleh Ibu LS yang mengatakan : 
“Biasanya kan program ya kita hanya 
mengusulkan, jadi dibawa ke pusat, kadang 
yang diusulkan sama yang turun itu beda 
banget, jadi kita harus raba-raba sendiri. 
 
“BNNP kan punya visi misi, itu 
menerjemahkan dari BNN pusat. 
Kebijakannya juga dari pusat. Visi misi itu 
dari kepala, dibentuklah Renstra BNNP 
Renstra diterjemahkan ke Rencana Kerja 
Anggaran, itu berisi kegiatan yang akan 
dilakukan.” 
BNNP DIY  menyusun kembali program 
yang sudah ditetapkan oleh BNN menjadi 
rencana kerja yan digunakan sebagai rician 
pedoman pelaksanaan program dan 









Kepala Seksi Dayamas 
 
Staf 
“Kegiatan kami kan tahun ini ada diseminasi 
informasi ke pelajar 7x. Kegiatan kruykuan, 
siapa bikin proposal, bikin sprint, bayar 
narasumber, pasang2. nanti dibagi rata, kan 
pelajar ada7 x, nanti pola nya 2 2 1, dibikin 
seimbang.” 
 
“Kita disini sebagai penyuluh, tapi ada juga 
yang bagian olah data, jadi kalau ada 
kegiatan kita udah dibagi-bagi sesuai 
tugasnya, tapi kalau pas kegiatan kita 
bareng2 ngerjainnya”. 
 
“Ada yang tanggungjawab, siapa bikin 
materi, bikin proposal, ngundang peserta.” 
Ibu HD juga mengatakan : 
 
“Setiap staf punya peran masing-masing, 
tapi pas kegiatan kita sama, 
mempersiapkannya bareng-bareng.” 
 
“Untuk Anggaran, langsung dari pusat dan 
disamaratakan di 33 provinsi di Indonesia. 
Kemudian oleh Kepala BNNP dan bidang 
Perencanaan di alokasikan ke bidang-bidang 
sesuai dengan program”.  
 
BNNP dalam pengorganisasian 
menentukan : 
1. Sumberdaya manusia sebagai 
penanggung jawab sekaligus 
pelaksana yang diberikan ke bidang 
dan seksi. 
2. Penentuan anggaran, dan pihak 
yang akan terlibat dalam program 
dengan membuat proposal yang 
diajukan ke kepala BNNP.  
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 “Anggaran kita sudah dapat jatah masing-
masing bidang, anggaran dari APBN, tapi 
alokasi nya itu di bidang perencanaan, 
disesuaikan dengan kegiatan”. Kalau kita 
kegiatan menyesuaikan anggaran. Jadi kita 
sudah mendapatkan anggaran sekian, untuk 
mencairkan itu kita bikin proposal kegiatan, 
isinya termasuk rincian anggaran 
 
“Kalau kegiatan kita ada seksi logistik di 
bagian umum, misal butuh ATK atau 
seminar kit 30, karena kita ngundang 30 
pelajar nah kita ke logistik, kemudian 
spanduk, konsumsi juga dari sana.”.  
 
“Sarana prasarana kegiatan ada di logistik, 
jadi dari sana sudah menentukan apa yg kita 
butuhkan dan kita usulkan, jadi dari sana yg 
ngasih sesuai anggaran.” 
 
“Kerjasama dg BNK, Disdikpora sekolah yg 
menjadi sasarannya, minta data Disdikpora. 
BNNP bikin surat ke BNK, Disdikpora 
ngasih data.” 
 
“Kerjasama dg BNK Kabupaten, kerjasama 









Kepala Seksi Dayamas 
 
Staf 
“Diseminasi itu bagian upaya pencegahan 
narkoba, materi tentang macam-macam 
narkoba, dasar hukumnya, dampaknya, ciri-
ciri orang make seperti apa, tips mencegah. 
Narkoba tidak hanya obat, rokok, kopi. BNN 
fokus ke Narkotika dan psikotropika. 
Medianya bisa melalui sosialisasi dan 
seminar.” 
 
“Advokasi itu kegiatannya mengajak 
pemangku kebijakan, misal kepala sekolah, 
bagaimana implementasi P4GN di sekolah, 
sudah terbentuk satgas, kerjasama dengan 
dinkes/komite. Punya program apa yang bisa 
dishare kan ke sekolah.” 
 
“Kader itu awalnya dari pencegahan, jadi 
mereka awalnya dapat sosialisasi materi 
tentang narkoba. nah yang mempunyai 
kemampuan untuk menjadi kader, artinya 
Pada aplikasi, BNNP DIY dalam program 
diseminasi informasi mengadakan keiatan 
yang mengundang pelajar atau ke sekolah-
sekolah untuk sosialisasi. 
 
Program advokasi mengundang sekolah 
bisa kepala sekolah, atau guru untuk 
melakukan FGD tentang kebijakan atau 
undang-undang mengenai P4GN 
 
Pembentukan kader anti narkoba BNNP 
DIY melakukan pelatihan, TOT kepada 
pelajar untuk membekali materi tentang 
adiksi, rehabilitasi dan penguatan hukum 
tentang narkoba. 
 
Pada program pemberdayaan kader anti 
narkoba BNNP DIY melakukan lomba 




bisa mengajak orang lain, kita latih mereka. 
Teknisnya bisa kita yang mengundang 
sekolah untuk mengirimkan wakilnya, atau 
bisa sekolah yang 
menginginkan/mengundang kami.” 
 
“Jadi kita adakan lomba, masing-masing 
sekolah di kabupaten/kota diseleksi, 
kemudian maju tingkat provinsi, kemudian 
yang menang dikasih dana dari BNN. Jadi 
dana itu untuk mendanai program-program 
yang ada di sekolah terkait anti narkoba. La 
yg bisa ikut adalah sekolah yang sudah 
memiliki satgas/kader anti narkoba yg aktif 
dan punya program-program. Jadi yang 
dilombakan adalah program-programnya 
itu.” 
mempresentasikan program-program terkait 
P4GN di sekolah masing-masing.  





Kepala Seksi Dayamas 
 
Staf 
“Kalau langsung ke guru, baik sih biasanya 
mereka langsung bikin program. Disdikpora 
juga bagus, kita sidak ke sekolah2 juga 
ngajak disdikpora. Sekolah2 juga baik, 
mereka mau dateng kalau ada undangan dari 
kita walaupun tempatnya jauh.” 
 
 “Bahkan sekarang  instansi pemerintah 
tahun 2015 sudah punya anggaran utk p4gn 
di instansi nya. Dikpora jg ada sosialisasi utk 
Program diseminasi informasi 
menghasilkan para pelajar memiliki 
pengetahuan dan pemahaman terhadap 
narkoba termasuk bahaya dan tips 
menghindarinya. Kemudian program 
advokasi mendorong sekolah untuk 
membuat program di sekolah dalam rangka 
P4GN serta menciptakan suasana belajar di 
sekolah yang nyaman dan bebas dari 
narkoba melalui yel-yel atau tagline. 
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anak SLTa dan mahasiswa.” 
 
“Respon baik, mereka (instansi) juga punya 
anggaran. Soalnya mereka dituntut dengan 
adanya perda 13 th 2010 untk melakukan 
P4GN di lembaganya.” 
 
“Hasil dari pencegahan ya terbentuk satgas 
di sekolah-sekolah, tapi kalau untuk yang 
belum ya kita dorong lagi.” 
 
 “hasilnya positif, masukan juga positif, 
kalau setelah diadakan sosialisasi kemudian 
sekolah membentuk satgas.” 
 
“Bisa dikatakan dayamas itu pembentuk 
kader, kita membentuk kader ke sekolah-
sekolah, bisa karena memeang sasaran kita 
atau atas permintaan sekolah. 
Sekolahsekolah yang sudah punya kader, 
dan hidup dalam artian jalan, sekarang 
mereka sudah giat melaksanakan program di 
sekolah, sosialisasi p4gn. Sekolah juga 
menganggarkan. Kayak lomba sekolah bebas 
narkoba itu juga hasil dari kader2 di sekolah 
yg udah punya program, mereka 
melombakan program2nya. nah kita 
Kemudian pembentukan kader/satgas anti 
narkoba menghasilkan kader-kader atau 
satuan tugas (satgas) anti narkoba di 
sekolah-sekolah. Dengan terbentuknya 
kader atau satgas anti narkoba berarti 
semakin bertambah siswa-siswa yang 
memahami dan dapat mensosialisasikan 
P4GN di lingkungan sekolahnya. Selain itu 
dari terbentuknya satgas anti narkoba di 
sekolah, juga menghasilkan program-
program atau kegiatan di sekolah yang 
mengarah ke kebijakan P4GN.   
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apresiasi dengan mendanai untuk 
melaksanakan program.” 
 
AN yang menjadi satgas di sekolahnya 
mengatakan : 
 
“Sudah menjadi satgas, di sekolah 
bagaimana mengajak teman2 di sekolah 
untuk sama- bertanggung jawab mencegah 
narkoba di sekolah. Mengajak teman-teman 
untuk peduli terhadap narkoba. dan bikin 
program di sekolah yang bertujuan 
mencegah penyalahgunaan narkoba. 
sebenarnya ini asalnya program dari BK, tp 
skrg udah terstruktur ke OSIS.” 
 





Kepala Seksi Dayamas 
 
Staf 
“Evaluasi kita ada Pre Tes sma Post tes utk 
memonitor kegiatan, tapi kalau untuk 
sekarang cuma Pre tes menggunakan 
quisioner saja untuk mengethaui apa yang 
perlu ditindak lanjuti. Kegiatan juga ada 
monev, rapat intern, apa yang kurang 
hambatannya apa, laporannya ke Kepala 
BNNP.” 
 
“Ada quisioner utk mengetahui apakah 
materi bs diterima, atau hanya lalu saja jd 
Evaluasi yang dilakukan BNNP DIY dalam 
setiap program ada dua cara, yaitu evaluasi 
yang dilakukan internal BNNP DIY bisa 
melalui rapat evaluasi. Dan evaluasi yang 
dilakukan dengan melibatkan pihak luar 
yaitu quisioner atau angket yang diberikan 
kepada siswa saat kegiatan. Atau 
membentuk tim penilai dan evaluasi. 
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nanti ada evaluasi. Ada monevnya. Kalau 
monev habis kegiatan hanya 1x saja setelah 
kegiatan semua selesai.” 
 
“Evaluasi pakai Blangko, ngelist apa 
permasalahan sekolah. Biasanya kemudian 
ada penyuluhan lanjutan. Kalau yang belum 
ada satgas, buat satgas, manggil yang sudah 
ada satgas yang belum ngikutin yang sudah 
ada.” 
 
“Biasanya evaluasi ada rapat intern, apa 
yang kurang hambatannya apa, laporannya 
ke Ka BNNP.” 
 





Kepala Seksi Dayamas 
 
Staf 
“Disetiap kegiatan, ada dukungan rapat 
persiapan, persiapan apa yang sudah 
dilaksanakan, apa yg belum, kamu apa, 
ditunjuk, yg tersedia apa, intern seksi/bidang 
lain. Kita didukung juga oleh staf yang 
masih muda, masih energik. Keterlibatan 
bidang lain pas proposal. Bth kendaraan dr 
logistik, bentuk koordinasi/kerjasama. Kalau 
kegiatan yg lain pentas/besar minta bidang 
lain.  
 
 “Kalau setiap ada kegiatan kita pasti ada 
Faktor pendukung adalah faktor pendukung 
dalam implementasi kebijakan P4GN ada 
faktor dari dalam (internal) BNNP maupun 
dari luar (eksternal) BNNP. Faktor dari 
dalam berupa hubungan antar 
karyawan/staf dengan kepala bidang atau 
seksi yang terjalin dengan baik. Selain itu 
setiap akan ada kegiatan, ada dukungan 
koordinasi atau rapat persiapan. Sedangkan 
faktor dari luar, adalah adanya peraturan 
daerah no 13 tahun 2010 yang mewajibkan 
membentuk satgas anti narkoba di instansi 
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rapatnya, evaluasi dulu kegiatan kemaren 
apa, yg besok kurang apa.” 
 
 “hampir semua lembaga ikut dukung karena 
BNN tidak bisa berjalan sendiri, mereka 
koordinatif dan kooperatif. Di bidang selalu 
dukung. Kabid kasi mau mendengarkan. Dg 
bidang lain? Tidak putus juga saling butuh, 
mereka butuh kita juga butuh. Lembaga 
lain? Saling dukung, kadang mereka punya 
program sendiri dan ngundang kami.” 
di wilayah DIY 





Kepala Seksi Dayamas 
 
Staf 
“Yang manjadi kendala dalam 
melaksanakan, yaitu terbatasnya SDM 
karena mobilitasnya tinggi.” 
 
“Banyak permintaan dari masyarakat, untuk 
sosialisasi, tes urine,. Dengan staff segitu, 
tidak bisa memenuhi semua permintaan.” 
 
 
 “Permasalahannya SDM ya kita ini, karena 
ada yang punya Jabatan fungsionalnya sbg 
penyuluh tetapi tidak bisa menyuluh karena 
kendala secara kualitas. Kita juga hanya 
punya 4 orang di seksi cegah.” 
 
 “Karena kita ini kayak tumpang tidih, luas 
Penghambat implementasi kebijakan yang 
paling utama adalah keterbatasan SDM dari 
BNNP sendiri, dimana mobilitas kegiatan 
staf sangat tinggi. Kemudian selain itu dari 
segi keterbatasan anggaran yang top down 
artinya dianggarkan langsung dari 
pemerintah pusat, sehingga daerah hanya 
melaksanakan saja. Dari segi eksternal 
peserta yang dilibatkan dalam kegiatan 
sebagian besar malah yang sudah pernah 
atau sering mendapatkan sosialsiasi. 
Padahal sasaran yang diinginkan oleh 
BNNP DIY adalah pelajar yang rentan 
menyalahgunakan narkoba sehingga 












yg harus kita hadapai dan tidak didukung 
SDM yg memadahi scr kualitas maupun 
kuantitas, kita nggarap ini sudah selesai, 
kemudain sudah ada yg lain padal yg ini 
tidak ada yg ngikutin, Tidak semua SDM 
memiliki kemampuan. Seorang 
kapabilitasnya, penyuluh tidak bisa sebagai 
penyuluh. Jd penyuluh otodidak, dan ikut 
pelatihan sendiri, jadi sesama antar penyuluh 
tidak seragam.”  
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Lampiran 4. Dokumentasi 
 
           
Gambar.1 Lobi BNNP DIY                                  Gambar.2 Bangunan 
BNNTampak Depan 
        





Gambar.5 Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kabupaten Bantul 
 
 





Lampiran 5. Pedoman Wawancara 
Subjek : Kepala Bidang/Kepala Seksi 
1. Apa yang dimaksud dengan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat? 
2. Apa arah dan tujuan dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat? 
3. Bagaimana standar (misal Sarpras, Anggaran) dan implementasi? Apa 
yang ingin dicapai? 
4. Siapa sasaran pencegahan/pemberdayaan masyarakat? 
5. Siapa saja implementator/pelaksana program pencegahan/pemberdayaan 
masyarakat? 
6. Lembaga mana saja yang terkait? 
7. Bagaimana lembaga lain merespon dan memahami P2M ini? Adakah 
kesadaran untuk ikut andil? 
8. Bagaimana penetapan anggaran pelaksanaan? Kabid diikutsertakan dlm 
menetapkan? 
9. Berapa besar anggaran dan dari mana asalnya? Setiap bidang mendapatkan 
berapa? 
10. Bagaimana kebijakan penggunaan serta pertanggung jawabannya? 
11. Bagaimana penetapan sarana prasarana untuk melaksanakan? 
12. Bagaimana prosedur/SOP yang dimiliki untuk melaksanakan? 
13. Bagaimana pimpinan memberikan arahan dalam melaksanakan program 
ini? 
14. Bagaimana koordinasi dan hubungan di dalam maupun luar lembaga? 
15. Apa saja program/kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberdayaan 
masyarakat? 
16. Bagaimana teknik penyusunan program/kegiatan? Apa disesuaikan dengan 
kebutuhan atau memang program rutin? 
17. Kapan program/kegiatan tersebut dilaksanakan? 
18. Bagaimana/apa metode dalam melaksanakan program? 
19. Siapa saja yang biasanya ikut andil dalam pelaksanaan program/kegiatan? 
20. Bagaimana peran Dindik/Sekolah maupun pelajar dalam program tsb? 
21. Apa standar dan sasaran program? Tujuan yang ingin dicapai? 
22. Bagaimana anda mengatur SDM yang ada? Misal program A ada 
penanggungjawab? 
23. Bagaimana sumberdaya non manusia? Misal sarpras,dana, infrastruktur? 
24. bagaimana menjalin koordinasi/hubungan dengan bidang lain? 
25. Bagaimana respon lembaga/instansi lain diluar BNNP dg adanya program 
ini? (Disdikpora/sekolah) Bagaimana kerjasamanya?  
26. Bagaimana lembaga lain memahami program ini? Apakah ada kesadaran 
untuk ikut mendukung? 
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27. Apa yang menjadi kendala/faktor penghambat dalam melaksanakan 
program? 
28. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tsb? 
29. Apa saja faktor pendukung? 
30. Bagaimana hasil yang dicapai selama ini dg program yang telah 
dijalankan? 
31. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan? Apa yang biasanya 
menjadi bahan evaluasi? 
32. Menurut anda, sejauhmana program ini efektif dapat 
mencegah/mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar? 





















Subjek : Staff 
  
1. Apa yang anda ketahui tentang Pencegahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat? 
2. Apa arah dan tujuan dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat? 
3. Siapa sasaran pencegahan/pemberdayaan masyarakat? 
4. Siapa saja implementator/pelaksana program pencegahan/pemberdayaan 
masyarakat? 
5. Lembaga mana saja yang terkait? 
6. Bagaimana prosedur/SOP yang dimiliki untuk melaksanakan P2M? 
7. Bagaimana pimpinan memberikan arahan dalam melaksanakan program 
ini? 
8. Apa saja program/kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberdayaan 
masyarakat? 
9. Bagaimana teknik penyusunan program/kegiatan? Apa disesuaikan dengan 
kebutuhan atau memang program rutin? 
10. Kapan program/kegiatan tersebut dilaksanakan? 
11. Bagaimana/apa metode dalam melaksanakan program? 
12. Siapa saja yang biasanya ikut andil dalam pelaksanaan program/kegiatan? 
13. Bagaimana peran Dindik/Sekolah maupun pelajar dalam program tsb? 
14. Apa standar dan sasaran program? Tujuan yang ingin dicapai? 
15. Bagaimana peran anda dalam pelaksanaan program? 
16. Bagaimana sumberdaya non manusia? Misal sarpras,dana, infrastruktur? 
17. bagaimana menjalin koordinasi/hubungan dengan bidang lain? 
18. Apa yang menjadi kendala/faktor penghambat dalam melaksanakan 
program? Apa kesulitan/permasalahan yg anda temukan di lapangan saat 
pelaksanaan program? 
19. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tsb? 
20. Apa saja faktor pendukung? 
21. Bagaimana hasil yang dicapai selama ini dg program yang telah 
dijalankan? 
22. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan? Apa yang biasanya 
menjadi bahan evaluasi? 
23. Menurut anda, sejauhmana program ini efektif dapat 
mencegah/mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar? 








No Aspek yang dicari Indikator Keterangan  
1. Profil BNNP f. Visi dan Misi BNNP 
g. Tugas Pokok dan Fungsi 
h. Wewanang 
i. Tenaga/staff 






2. Kebijakan BNNP c. Dokumen program P4GN 
dan Laporan pelaksanaan 

























Lampiran.6 Surat Ijin Penelitian 
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